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“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi)
sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika
mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu
dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu
dengan senang hati.” (QS. 4[An-Nisa]: 4)
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penulisan skripsi ini merupakan Pedoman transliterasi hasil
Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158
Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Dibawah ini daftar

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam

huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

1. Konsonan

Huruf )
No. Nama | Huruf Latin Keterangan
Arab
| Tidak ]
1. Alif . Tidak
dilambangkan
2. < Ba’ B Be
3. < Ta’ T Te
. Es (dengan
e s S = (fen9
titik di atas)
5. z Jim J Je
Ha (dengan
6. C Ha’ H . (. °
titik di bawah)

vil




7. Kha’ Kh Ka dan ha
8. Dal D De
. . Zet (dengan
9. Zal Z - ( _ J
titik di atas)
10. Ra R Er
11. Zai Z Zet
12. Sin S Es
13. Syin Sy Es dan ye
Es (dengan
14. Sa S » (. °
titik di bawah)
De (dengan
15. Dat D ” (. °
titik di bawah)
Te (dengan
16. Ta? T h (_ g
titik di bawah)
Zet (dengan
17. Za Z | (. )
titik di bawah)
Apostrof
18. ‘Ain ‘ P

terbalik
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19. 1 ¢ | Ghain Ge
20. < Fa’ Ef
21. S Qaf Qi
2. | 4 Kaf Ka
23. J Lam El
24, ¢ Mim Em
25. o Nun En
26. 3 Wawu We
27. » Ha’ Ha
28. . | Mama Apostrof
h
29. ¢ Ya’ Ye
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Hamzah (s) yang terletak di awal kata mengikuti

vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah (¢) terletak

di tengah atau akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia,

terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap

atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya

berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Nama Nama Huruf Latin Nama
‘ Fathah A A
i
Kasrah | I
‘ Dammah U U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa

gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa

gabungan huruf yaitu:




Tanda Nama Huruf Latin Nama
o 1 Fathah dan ]
£y Al Adan |
ya
o Fathah dan
lu Adan U
wau
Contoh:
G kaifa
J s> @ haula
3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa

harakat atau huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda
yaitu:

Harokat Huruf dan
Nama Nama
dan Vokal Tanda
g Fathah dan _ aan garis di
S S A
- alif atau ya atas
Kasrah dan _ i dan garis di
ya atas
N Dammah dan _ u dan garis di
wau atas

&G mata
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& Lramd

2

D}/ -
ok I yamiutu

Ta Marbiitah

Transliterasi untuk ta marbiitah ada dua, yaitu: fa
marbitah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah,
dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta
marbitah yang mati atau mendapat harakat sukun,
transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir
dengan ta marbiitah diikuti oleh kata yang menggunakan kata
sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta

marbitah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

JW:W i-:ojj : raudah al-atfal
M\ ia;’yU : al-madinah al-fadilah

FReN s al-hikmah

-

Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid ( = ), dalam
transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf
(konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:
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Lffgj : rabbana
\::4 : najjaina
S - al- hagq

%/4-\ : al-hajj

Z 2
P

= tnuima
34,
ole aduwwun

Jika huruf s ber- tasydid di akhir sebuah kata dan

didahului oleh huruf berharkat kasrah ( . ), maka ia
ditransliterasi seperti huruf maddah (7). Contoh:

(& @ Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)
é} : “Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
Kata sandang (artikel)
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan

dengan huruf I (alif lam ma arifah). Dalam pedoman

transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-,
baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf
qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf

langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah

xiil



dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis

mendatar (-). Contohnya:

LA I al-syamsu (bukan asy-syamsu)

ﬁ}jﬂ : al-zalzalah (bukan az-zalzalah)

°

L) al-falsafah

U - al-biladu

7. Huruf hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (*)
hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir
kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak
dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:
56 ¢ ta murina
233 alenau’

8

slew 1 syai'un
5, o
8%al 1 umirti

8. Penulisan kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa
Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi
adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam

bahasa Indonesia. Kata istilah atau kalimat yang sudah lazim
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10.

dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia,
atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak
lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata
Al-qur’an (dari al-Qur’an), sunnah, hadis, khusus dan umum.
Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu
rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara
utuh. Contoh:

Fizilal al-Qur’an

Al-Sunnah gabl al-tadwin

Al-‘Ibarat Ft ‘Umum al-Lafz la bi khusius al-sabab

Lafz al-Jalalah (<)
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr

dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih

(frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:
Q1 23V dinullah
Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan

kepada lafz al-jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t].
Contoh:

B 4 & ;JS : hum fi rahmatillah

Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital
(Al Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut
dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf Kkapital
berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku
(EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan

huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf
XV



pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului
oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf
kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal
kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf
A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-
). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari
judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik
ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan
(CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa ma Muhammadun illa rasul

Inna awwala baitin wudi’a linnasi lallazt bi

Bakkata mubarakan

Syahru Ramadan al-lazi unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tiis

Abii Nasr al-Farabr

Al-Gazalt

Al-Mungiz min al-Dalal

Xvi



ABSTRAK

Pada putusan Nomor 259/Pdt.G/2023/Ms.Lsm, hakim
Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe telah mengabulkan tuntutan
rekonvensi pengembalian mahar sepenuhnya oleh suami.
Pengabulan pengembalian mahar sepenuhnya ini tentu bertolak
belakang dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam Pasal 35
ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pasal 149 huruf (c¢) Kompilasi
Hukum Islam dan surahAl-Baqarah ayat 237 yang
mengisyaratkan pengembalian mahar seperdua dalam talak gabla
dukhiil. Hal ini tentu perlu diteliti lebih lanjut mengenai
bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan rekonvensi
suami dan memutus istri untuk mengembalikan maharnya. Selain
itu, dalam penelitian ini juga memotret pandangan magasid al-
syari’ah dalam pertimbangan hakim perkara ini. Apakah dapat
dibenarkan atau perlu batasan tertentu dalam pengabulan

rekonvensi tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif.
Sumber utama penelitian adalah putusan pengadilan, sementara
sumber pendukungnya meliputi buku, jurnal, dan penelitian lain
yang relevan. Data dikumpulkan melalui metode dokumentasi
dengan data diperoleh melalui kajian dokumen atau literatur.
Analisis data dilakukan secara kualitatif, menggunakan metode
deduktif untuk menarik kesimpulan dari informasi yang telah
dihimpun.

Dalam perkara putusan nomor 259/Pdt.G/2023/Ms.Lsm
ini, hakim Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe memutus untuk
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mengembalikan mahar sepenuhnya kepada suami dalam gugatan
rekonvensi dengan alasan istri yang menginginkan perceraian dan
suami dirugikan dalam hal ini, lalu meminta mahar dikembalikan
karena pernikahan ini juga belumlah melakukan hubungan badan.
Selain itu juga istri yang sebagai tergugat rekonvensi menyatakan
ketersediaannya dalam mengembalikan mahar pada suami yang
sebagai tergugat rekonvensi. Hakim lebih mengutamakan
terjaminnya keadilan dan kerelaan setiap pihak dengan dalam
memutus. Kemudian, pendekatan dari sudut pandang magqasid al-
syari’ah dalam perkara ini memandang bahwa terjadinya
perceraian dan pengembalian mahar ini akan menjaga tiap-tiap
tingkatan pemeliharaan kebutuhan dharuriyat tiap pihak, karena
hakim mengutamakan keselamatan baik dalam secara finansial,
fisik maupun mental para pihak dan terhindar dari tekanan-
tekanan konflik apabila perceraian dan pengembalian mahar tidak
dikabulkan.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Pengembalian Mahar,

magqasid al-syari’ah.
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ABSTRACT

In Decision Number 259/Pdt.G/2023/Ms.Lsm, the
Jjudge of the Syar'iyah Court of Lhokseumawe has granted the
husband's counterclaim to return the dowry in full. The
granting of the full return of the mahr is certainly contrary to
the applicable legal provisions in Article 35 paragraph (1) of
the Compilation of Islamic Law, Article 149 letter (c) of the
Compilation of Islamic Law and surahAl-Baqarah verse 237
which requires the return of one-half of the mahr in divorce
qabla dukhiil. This certainly needs further research on how
the judge's consideration in granting the husband's
counterclaim and deciding the wife to return the dowry. In
addition, this study also looks at the maqgasid al-syari'ah view
in the judge's consideration of this case. Whether it is justified

or needs certain limitations in granting the counterclaim.

This research uses a normative juridical approach.
The main source of research is court decisions, while
supporting sources include books, journals, and other
relevant research. Data was collected through the
documentation method with data obtained through document
or literature review. Data analysis is carried out qualitatively,
using the deductive method to draw conclusions from the

information that has been collected.

In the case of decision number
259/Pdt.G/2023/Ms.Lsm, the judge of the Lhokseumawe
Syar'iyah Court decided to fully return the dowry to the
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husband in the counterclaim on the grounds that the wife
wanted a divorce and the husband was disadvantaged in this
case, then asked for the dowry to be returned because this
marriage had not yet had intercourse. In addition, the wife,
who was the defendant in the counterclaim, expressed her
willingness to return the dowry to the husband, who was the
defendant in the counterclaim. The judge prioritizes ensuring
Jjustice and the willingness of each party in deciding. Then,
the maqasid al-syari'ah approach in this case views that the
divorce and the return of the dowry will maintain each level
of maintenance of the dharuriyat needs of each party, because
the judge prioritizes the safety both financially, physically and
mentally of the parties and avoids the pressures of conflict if

the divorce and return of the dowry are not granted.

Keywords: Judge's Consideration, Return of Dowry, maqasid

al-syart'ah.
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membimbing dan mengarahkan proses penulisan skripsi ini.
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telah memberikan ilmu dan pengalamannya kepada penulis
selama masa kuliah.

Kepada orangtua penulis, Bapak Imam Isa Mufti dan Ibu
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menyemangati penulis dari setiap kata menyerah.

Kepada murabbi ruhi, Ibunyai Isnayati Kholis yang
senantiasa mendoakan dan memberikan ilmu serta
mengingatkan penulis terhadap nilai-nilai kebaikan dalam
menjalani kehidupan.

Segenap keluarga besar Kelas HKI C dan teman-teman
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penulis.
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dari Allah SWT dan peran semua pihak skripsi ini tidak dapat
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dalam penulisan skripsi ini. Kritik dan saran dari pembaca sangat
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pernikahan merupakan suatu perbuatan hukum yang
didalamnya terdapat hak dan kewajiban antar individu yang
melakukannya. lkatan lahir batin antara laki-laki dan
perempuan sebagai pasangan bertujuan untuk membina atau
membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan
ketuhanan yang maha esa. Dalam Pasal 1 Undang-undang
perkawinan No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa
perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki
dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.' Selanjutnya dalam
Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan pernikahan
yakni sebagai akad yang sangat kuat atau mitsagan
ghalidzhan ~ untuk  mentaati  perintah  Allah  dan
melaksanakannya merupakan suatu ibadah. Pernikahan
diartikan juga sebagai suatu akad, karena pernikahan
merupakan sebuah perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak
terkait dan terdapat peristiwa hukum di dalamnya.?

Y Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

2 vuliatin and Baharuddin Ahma, Hukum Perkawinan di
Indonesia Dalam Bingkai Komplasi Hukum Islam dan Undang-Undang
Perkawinan (PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024), 22.
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Dalam pernikahan, mahar merupakan salah satu hal
yang penting, kedudukan mahar adalah sebagai kewajiban
yang haruslah ada dalam pernikahan. Sebagaimana firman
Allah dalam surah an-Nisa ayat 4:

<
,&wbg&wuyrﬁlu&uu’ fesllo e 1 5ls

“Berikanlah mahar kepada wanita (vang kamu nikahi)
sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian,
Jjika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari
(mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan
nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.” ( QS. 4
[An-Nisa]: 4).2
Mahar merupakan pemberian yang sering disebut
juga shadagah dari mempelai laki-laki  kepada mempelai
perempuan saat melakukan akad nikah sebagai bentuk
ketulusan hati suami dan untuk menimbulkan rasa kasih
sayang seorang istri kepada suaminya. Hukum memberikan
mahar adalah wajib dan harus diserahkan oleh pihak laki-laki
yang ingin menikahi seorang perempuan.’ Mahar memiliki
peran penting dalam pernikahan Islam sebagai simbol
keseriusan dan penghargaan terhadap perempuan. Pemberian

mahar yang sesuai dengan kesepakatan dan kemampuan

® Tim Penerjemah, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Lajnah
Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), 104.
Misbah Mrd, "Konsep Mahar dalam Al-Qur’an dan
Relevansinya dalam Masa ke Kinian", Al Fawatih Jurnal Kajian Al-Qur’an
dan Hadis,Vol. 5, No.1 (2024), 124.



masing-masing pihak menunjukkan komitmen dan tanggung
jawab dalam ikatan pernikahan. Mengenai mahar diatur
dalam Kompilasi Hukum Islam pada Bab V (Lima) Pasal 30
sampai 38.

Mahar berfungsi guna mengatur hubungan antara
suami dan istri, serta memberikan kepastian hukum dalam
pernikahan. Dengan adanya mahar, hubungan suami istri
menjadi lebih jelas dan terstruktur, menghindari potensi
konflik di kemudian hari. Mahar juga menjadi tanda
kepercayaan antara kedua belah pihak. Suami yang
memberikan mahar menunjukkan niat baik dan keseriusan
dalam membina rumah tangga, sementara istri yang
menerima mahar menunjukkan komitmen untuk menjaga
hubungan tersebut. Dengan demikian, mahar berperan
sebagai fondasi yang kuat dalam membangun keluarga yang
sakinah, mawaddah, dan rahmah. Pemberian mahar tidak
hanya mengatur hubungan suami istri tetapi juga melindungi
hak-hak perempuan, memberikan kepastian, dan menjadi
tanda komitmen antara kedua belah pihak. Oleh karena itu,
mahar memiliki kedudukan yang sangat penting dalam
pernikahan Islam.’

Suami istri dalam menjalani hubungan berumah
tangga pastilah tidak luput dari permasalahan-permasalahan

yang ada walaupun pada hakikatnya setiap pasangan tentunya

5 Hud Leo Perkasa Maki, Eka Nuraini, and Endah Wahyu
Ningsih, ‘Kedudukan dan Hikmah Mahar', Syakhshiyyah Jurnal Hukum
Keluarga Islam, Vol.2, No.2 (2022), 148.



menginginkan pernikahan yang dijalani akan selalu bertahan
dan berjalan sepanjang masa. Dari setiap permasalahan
tersebut tidak sedikit pula yang berakhir pada perceraian
karena tidak bisa mempertahankan keutuhan rumah tangga.
Sebab perceraian yang berbeda tentunya akan mempunyai
akibat hukum yang berbeda puas. Berdasarkan pasal 113
Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan dapat
putus dikarenakan kematian, perceraian dan putusan
pengadilan.

Terjadinya perceraian bukan hanya sekedar putus dari
suatu ikatan pernikahan, akan tetapi banyak akibat hukum
yang timbul dari adanya perceraian tersebut. Diantaranya
mengenai nafkah setelah perceraian, hak asuh anak, harta
bersama, dan ketentuan mahar.® Sebagaimana dijelaskan
dalam Pasal 149 KHI bahwa kewajiban mantan suami kepada
mantan istri setelah putus sebab talak di antaranya adalah
memberikan mut’ah, nafkah ‘iddah, pelunasan mahar

terhutang, biaya hadhanah dan nafkah madhiyah.’

Pada perceraian gabla dukhiil mengenai mahar
seringkali menimbulkan permasalahan. Salah satunya
mengenai pengembalian mahar. Sebagaimana dijelaskan
dalam Pasal 35 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam “bahwa suami

yang mentalak istrinya dalam keadaan qabla dukhiil wajib

b Khairuddin, Badri, and Nurul Auliyana, ‘Pertimbangan Hakim
Terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah
Syar’iyah Aceh Nomor 01/Pdt.G/2019/Ms.Aceh)’, El-Usrah: Jurnal
Hukum Keluarga, Vol. 2, No 1 (2019). 165.

" Kompilasi Hukum Islam.



membayar setengah mahar dari yang ditentukan pada saat
akad nikah”. Hal ini juga berdasarkan firman Allah. dalam

surah al-Baqgarah ayat 237:

;.a.fwff;;;(;;:b;;”/wﬁnw J\Ja.é /}}iéiiLZ)E

P -

2425 Ois é&m §33 oug codd) vshas §f O3 o\%;éiz;éu
s O35 G &) 3SEy Ll e Vs Losdl) L5

“Jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh
(campuri), padahal kamu sudah  menentukan
maharnya, maka (bayarlah) separuh dari apa yang
telah kamu tentukan, kecuali jika mereka atau pihak
yvang memiliki kewenangan nikah (suami atau wali)
membebaskannya. Pembebasanmu itu lebih dekat
pada ketakwaan. Janganlah melupakan kebaikan di
antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa
yang kamu kerjakan.” (QS. 2 [Al-Baqarah]: 237).2
Pada beberapa kasus pihak suami menuntut mahar
yang telah diberikan untuk dikembalikan. Perceraian yang
terjadi sebelum hubungan suami istri gabla dukhiil memiliki
implikasi hukum tersendiri, terutama terkait dengan
pengembalian  mahar.  Permasalahan ini  seringkali
menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama dan
menjadi perdebatan dalam praktik hukum. Dari banyaknya
bentuk persoalan ini, tentunya diputuskan melalui regulasi
yang berlaku akan tetapi tidak jarang hakim berijtihad sendiri

dalam memutus permasalahan ini berdasarkan pertimbangan-

8 Tim Penerjemah, Al-Qur’an Dan Terjemahannya. 51.



pertimbangan yang ada. Dalam putusan Putusan Nomor
259/Pdt.G/2023/MS.Lsm mengenai perceraian gabla dukhiil
pada rekonvensi istri dibebankan untuk mengembalikan
mahar karena pihak penggugat rekonvensi (suami) menuntut
untuk tergugat rekonvensi (istri) mengembalikan seluruh
marah yang sudah diterima pada saat akad pernikahan.
Sebagaimana hakim memutuskan perkara ini dengan
pertimbangan bahwa istrilah yang menghendaki perceraian
sedangkan suami tidak menginginkan adanya perceraian.

Pertimbangan hukum hakim Mahkamah Syar’iyah
yang menghukum istri untuk mengembalikan seluruh mahar
kepada suami adalah sebuah ijtihat baru karena tidak sesuai
maksud Pasal 35 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI),
mahar hanya dapat dikembalikan separuh apabila terjadi
perceraian sebelum terjadi kumpul (qabla dukhil). Dalam
konteks ini, pemahaman terhadap magqasid al-syari’ah
sangatlah penting. magqdasid al-syari’ah merupakan tujuan
syariat Islam yang memberikan kerangka berpikir dalam
memahami dan menerapkan hukum Islam. Dengan
menggunakan pemahaman magasid al-syari’ah diharapkan
dapat ditemukan solusi hukum terbaik dan adil dalam perkara
mahar perceraian gabla dukhiil. Oleh sebab itu dalam hal ini
penulis tertarik meneliti cara berijtthad hakim ini
menggunakan pandangan magqadsid al-syari’ah kedalam
skripsi berjudul “Tinjauan Magqdasid Al-Syari’ah Terhadap

Pertimbangan Hakim dalam Pengembalian Mahar



Sepenuhnya pada Perkara Perceraian Qabla al-Dukhiil
(Studi Kasus Putusan Nomor 259/Pdt.G/2023/MS.Lsm).”

B. Rumusan Masalah

1.

Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan
pengembalian mahar sepenuhnya pada putusan nomor
259/Pdt.G/2023/MS.Lsm?

Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan
pengembalian mahar sepenuhnya pada putusan nomor
259/Pdt.G/2023/MS.Lsm perspektif magasid al-syari’ah?

C. Tujuan Penelitian

1.

Mengetahui pertimbangan hakim dalam mengabulkan
pengembalian mahar sepenuhnya pada putusan nomor
259/Pdt.G/2023/MS.Lsm.

Mengetahui pertimbangan hakim dalam mengabulkan
pengembalian mahar sepenuhnya pada putusan nomor
259/Pdt.G/2023/MS.Lsm perspektif magasid al-syari’ah.

D. Manfaat Penelitian

1.

Bagi penulis, penelitian ini akan membahas pemahaman
mengenai masalah hukum yang ada serta sebagai
pengembangan  keterampilan  dalam  melakukan
penelitian.

Bagi akademik, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi
akademis hukum dalam mengembangkan teori dan
konsep hukum yang berkaitan dengan mahar. Penelitian

ini juga memberikan kontribusi dan masukan untuk



pengembangan kurikulum Pendidikan hukum keluarga
Islam.

3. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat meningkatkan
kesadaran masyarakat mengenai hak-hak khususnya bagi
Perempuan dalam konteks pernikahan. Penelitian ini juga
memberikan kontribusi dalam penyelesaian sengketa
terkait mahar.

E. Kajian Pustaka
Kajian pustaka adalah bagian dalam karya ilmiah

yang berisikan landasan teori. Kajian pustaka di maksudkan
untuk memberi pemahaman bahwasanya terdapat rujukan
yang berupa buku maupun naskah ilmiah lainnya, yang tentu
saja relevan dengan judul penelitian “Tinjauan Magqgasid Al-
Syari’ah Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Pengembalian
Mabhar Sepenuhnya pada Perkara Perceraian Qabla al-Dukhiil
(Studi Kasus Putusan Nomor 259/Pdt.G/2023/MS.Lsm)”.

Pertama, Jurnal berjudul Magashid Al Syari’ah
dalam Hukum Mahar Perkawinan karya Akhmad Maimun
Universitas Muhammadiyah Jember. Penelitian ini membahas
mengenai magqasid al-syari’ah dalam mahar yang perlu
dilakukan kajian secara komprehensif terhadap ayat-ayat Al-
Qur’an. Selanjutnya, dalam penelitian ini menganalisis
mendalam pendapat Ibnu Asyur mengenai pengimplikasian
magqashid al syari’ah dan menunjukkan bahwa hukum dalam
memberikan  mahar  bertujuan  untuk  memberikan

perlindungan perkawinan dan untuk perlindungan hidup



seorang istri. Berbeda dengan penelitian penulis yang secara
spesifik membahas mengenai pandangan magqashid syariah
dalam pengembalian mahar seluruhnya dengan studi analisis
putusan. Sedangkan penelitian ini membahas mengenai
pengimplikasian magasid al-syari’ah dalam pemberian

mabhar.

Kedua, Praktek Penarikan Mahar Dalam Prespektif
Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Plumpang Kecamatan
Plumpang Kabupaten Tuban). Skripsi karya Nafisatul
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang ini membahas
mengenai praktik penarikan mahar dengan studi kasus di
Desa Plumpang yang selanjutnya dianalisis menggunakan
tinjauan hukum Islam. Dalam hasil penelitiannya, ditemukan
bahwa praktik penarikan mahar pasca perceraian di Desa
Plumpang merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan sudah
sejak jaman dahulu, namun tidak semua masyarakat
melakukan praktik penarikan mahar tersebut. Berbeda dengan
penelitian penulis yang membahas penarikan mahar pada

perceraian gabla dukhil.

Ketiga, Jurnal berjudul Status Mahar Dalam
Perceraian Qabla Dukhul (Perbandingan Pandangan Imam
Malik Dan Imam Syafi’i) karya Chabibatul Maulidah UIN
Imam Bonjol Padang. Artikel ini membahas mengenai
perbedaan pendapat antara Imam Malik dan Imam Syafi’l
tentang ketentuan mahar bagi orang yang bercerai sebelum
melakukan hubungan badan (dukhul). Berdasarkan hasil
penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa
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penyebab terjadinya perbedaan pendapat adalah berbeda
dalam menggunakan dalil dan berbeda dalam menetapkan
hukum. Pendapat yang rajih menurut analisis penulis adalah
pendapat Imam Syafi’i karena pendapat ini lebih rajin dan
tidak memandang kepada satu sebab saja melainkan dari
beberapa keadaan serta ada ketentuan mahar itu bisa gugur
dengan beberapa keadaan. Berbeda dengan penelitian penulis
yang secara spesifik membahas mengenai pandangan
maqasid al-syart’ah dalam pengembalian mahar seluruhnya,
penelitian ini membahas mengenai kekuatan hukum dari
Imam Syafi’l dan Imam Malik mengenai penarikan mahar.

Keempat, jurnal karya Nur Annisa Asjaksan,
Zainuddin Zainuddin, Rustan Rustan, dan Muhammad Said P
yang berjudul “Sengketa Mahar Setelah Terjadi Perceraian
(Studi  Putusan  Pengadilan Agama  Sungguminasa
No.146/Pdt.G/2017/PA.Sgm).” penelitian ini membahas
mengenai sengketa mahar yang belum tunai setelah
perceraian pada sebuah putusan pengadilan. Terdapat 2 aspek
hasil analisis dalam penelitian ini, yaitu aspek proses
penyelesaian sengketa dengan gugatan dalam gugatan
rekonvensi pada perkara cerai talak, dan aspek pertimbangan
hukum hakim dalam sebuah kasus yang inkracht dan menjadi
sebuah yurisprudensi dalam mengatasi masalah yang serupa.
Hampir sama dengan penelitian penulis yakni membahas
mengenai analisis putusan serta pertimbangan hakim, akan
tetapi keduanya memiliki perbedaan yang mana penelitian

pada jurnal ini hanya membahas dari sisi hukum positif yang
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berlaku, sedangkan penelitian penulis membahasnya

menggunakan pandangan magqasid al-syari’ah.

Kelima, jurnal berjudul “Tinjauan Yuridis Tentang
Pengembalian Mahar Akibat Perceraian” Nur Adiliah, Erlina,
St. Nurjannah Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
Penelitian ini menganalisis mengenai dasar pertimbangan
hakim dalam mengadili perkara pengembalian mahar
seluruhnya akibat perceraian serta faktor penyebab terjadinya
pengembalian mahar. Selanjutnya diketahui bahwasanya
hakim dalam memutus perkara sudah sesuai dengan Pasal 35
ayat (1) KHI yang mewajibkan suami yang mentalak gabla al
dukhuil istri untuk membayar setengah mahar. Tentunya
penelitian dalam jurnal ini berbeda dengan penelitian penulis
yang menganalisis pengembalian mahar akibat perceraian

dari sudut pandang magqasid al-syari’ah .

. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum adalah
sebuah kajian ilmiah didasarkan pada metode, sistematika,
dan pemikiran.® Penelitian tersebut bertujuan untuk
mempelajari gejala umum hukum tertentu dengan melakukan
analisis. Selanjutnya dalam penelitian tersebut akan
mengusahakan adanya pemecahan suatu permasalahan.

Dalam metode penelitian hukum menyajikan mengenai

® Depri Liber Sonata, ‘Metode Penelitian Hukum Normatif dan
Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum’, Fiat
Justisia:Jurnal llmu Hukum, 8.1 (2015), 283.
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bagaimana cara atau prosedur dan langka-langkah yang akan

ditempuh dalam melakukan suatu penelitian secara logis dan

sistematis serta dapat dilakukan pertanggungjawaban atas

kebenaran dalam penelitian tersebut.

1.

Jenis dan pendekatan penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian
normatif/doktrinal legal research dengan pendekatan
yuridis normatif. Bahwasanya penelitian ini mengkaji
dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.
Menurut pendapat Soerjono Soekanto mengenai tolak
ukur dalam pembahasan hukum normatif adalah dari
sifat dan ruang lingkup hukum, dimana disiplin hukum
adalah sebagai hukum ajaran tentang kenyataan yang ada,
yang biasanya mencakup disiplin analitis dan disiplin
preskriptif. Penelitian normatif cenderung
mendeskripsikan hukum dari sudut pandang norma-

norma. 10

Metode pengumpulan data

Dalam penelitian, untuk menghasilkan data
diperlukan adanya teknik dalam pengumpulan data.
Dengan menggunakan teknik, maka hasil dari penelitian
akan memenuhi standar data yang ditentukan. Teknik
pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis

untuk meneliti sesuatu karena tujuannya menghasilkan

1 1bid,. 25.



13

data.'' Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini
adalah studi pustaka merupakan data yang di dapat dari
penyelidikan dan pengumpulan data dari kepustakaan.
Penelitian kepustakaan dijadikan petunjuk bagi penulis
untuk menganalisis, memahami, mempelajari serta
menemukan penyelesaian dalam rumusan masalah.
Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data-data
kepustakaan kemudian mempelajarinya. Data tersebut
seperti undang-undang, yurisprudensi, buku-buku, serta
tulisan ilmiah lainnya yang berhubungan dengan objek
penelitian.

3. Sumber data dan bahan hukum

Sumber data merupakan subjek dimana data itu
diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian
ini adalah sumber data sekunder berupa putusan Nomor
259/Pdt.G/2023/Ms.Lsm. sedangkan bahan hukum adalah
sarana dalam penelitian yang digunakan untuk memecah
masalah yang ada. Dengan adanya bahan hukum,
diharapkan dapat membantu penelitian dalam penulisan
skripsi. Bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian
ini terbagi menjadi tiga, yakni bahan hukum primer,

sekunder dan tersier.

a. Bahan hukum primer

1 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D
(Alfabeta, 2022), 296.
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Bahan hukum primer merupakan bahan yang
sifatnya autoritatif artinya mempunyai otoritas.™
Adapun bahan hukum yang diperlukan dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Putusan Nomor 259/Pdt.G/2023/Ms.Lsm
2) Al-qur’an
3) Sunnah
4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan
5) Kompilasi Hukum Islam
b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan data
penunjang dari bahan hukum primer yang akan
memperkuat dan melengkapi penjelasan dalam
penelitian ini."* Diantaranya adalah; buku-buku,
jurnal, dokumen lain yang mengulas mengenai
pengembalian mahar seluruhnya pada perkara talak
qabla dukhil.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan
hukum sebagai penjelas dan petunjuk dari bahan
hukum primer dan sekunder. Berupa kamus hukum,
kamus bahasa Indonesia, dan lain-lain.**

2 Muhaimin, Mefode Penelitian Hukum (Mataram University
Press, 2020), 75.

" Ibid., 75.

14 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum. 75.
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4, Metode Analisis Data

Analisis data merupakan metode penghimpun
dan penyajian data dalam mentransformasikan data
dengan tujuan untuk mendapatkan informasi serta data
yang bermanfaat, sehingga menghasilkan kesimpulan dan
menarik keputusan.”® Analisis data yang digunakan dalam
penulisan penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan
menggunakan  metode-metode  deduktif  dengan
dimaksudkan untuk memperoleh kesimpulan dari setiap

kerangka teori dan bahan hukum.

G. Sistematika Penulisan

Dalam memahami dan mempelajari sebuah skripsi
yang didalamnya secara rinci terdiri atas bab dan diperjelas
dengan sub-sub pembahasan, perlulah sistematika penulisan.
Sistematika penulisan dalam skripsi ini meliputi atas lima
bab, antara lain sebagai berikut;

Bab pertama berisi gambaran umum mengenai
penelitian yang mencakup latar belakang, rumusan masalah,
tujuan, manfaat, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan
sistematika penulisan.

Bab kedua menjelaskan tentang landasan teori yang
digunakan untuk membahas bab-bab selanjutnya, meliputi

% Nurdewi, ‘Implementasi Personal Branding Smart Asn
Perwujudan Bangga Melayani Di Provinsi Maluku Utara’, SENTRI: Jurnal
Riset Ilmiah, Vol. 1, No.2 (2022), 301
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pengertian pernikahan, pengertian mahar, dan konsep mahar
gabla dukhiil. Selanjutnya, bab ini juga membahas pengertian
maqasid al-syari’ah beserta pembagian dan tingkatannya.

Bab ketiga membahas gambaran umum Mahkamah
Syar’iyah Lhokseumawe serta pertimbangan hakim dalam
memutus perkara tuntutan pengembalian mahar sepenuhnya
dalam perkara perceraian qabla dukhtl di Pengadilan Tingkat
Pertama.

Bab keempat menguraikan hasil penelitian penulis
mengenai analisis pertimbangan hakim dalam putusan Nomor
259/Pdt.G/2023/MS.LSM serta analisis tinjauan magasid al-
syari’ah terhadap pertimbangan hakim dalam putusan
tersebut.

Terakhir, bab kelima berisi kesimpulan dari
penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan merujuk pada
bab-bab sebelumnya, serta dilengkapi dengan kritik dan
saran.



BAB II
TINJAUAN TENTANG PERCERAIAN QABLA AL
DUKHUL, MAHAR QABLA AL DUKHUL DAN
MAQASID AL-SYARI’AH

A. Perceraian Qabla Dukhiil

1. Pengertian dan Dasar Hukum Perceraian

Perceraian atau Talak berasal dari Bahasa Arab,
yakni kata ithlag yang artinya melepaskan ikatan,
sedangkan secara syara’ (istilah) talak artinya melepaskan
ikatan nikah dengan menggunakan lafadz yang akan
disebut kemudian.'®

Sedangkan para ulama mendefinisikan perceraian
sebagai berikut:

a. Menurut Al Jaziry, talak adalah menghilangkan suatu
ikatan dalam perkawinan atau dengan melepaskan
ikatannya menggunakan kata tertentu.'’

b. Menurut Sayyid Sabiq, talak secara istilah adalah

melepaskan ikatan pernikahan atau mengakhirinya.*®

%6 Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fannani,
Terjemahan Fat-Hul Mu’in Jilid 2 Terj. Moch Anwar, Bahrun Abu Bakar,
Anwar Abu Bakar. (Sinar Baru Algensindo, 2014), 1347.

" Abdurrahman Al-Juzairi, Fikih Empat Madzhab Jilid 5
(Pustaka Al-Kautsar, 2015), 576.

'8 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 4. Terj. Muhammad Nasiruddin
Al-Albani (Cakrawala Publishing, 2009). 2.

17
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C. Menurut Abu Zakaria al-Anshari, bercerai atau talak
adalah melepas ikatan akad nikah menggunakan kata

talak atau sebagainya."

Tujuan dari pernikahan tidak lain adalah untuk
membentuk keluarga yang bahagia nan kekal. Dalam
pernikahan, rasa toleransi dan melengkapi harus
senantiasa tercipta antar anggota keluarga. Dalam syariat
Islam, pernikahan merupakan suatu pertalian yang suci
dan kuat. Sebagaimana firman Allah dalam SurahAn-Nisa
ayat 21:

s'{”“’ RRCU PN A rﬁw Noa By G304E S

“Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali),
padahal kamu telah menggauli satu sama lain
(sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu)
telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan
pernikahan) denganmu?” (QS. 4 [An-Nisa]: 21).

Maka, tidak seharusnya hal-hal sepele mengarah
kepada kerusakan rumah tangga yang dibenci Allah SWT.
oleh karena itu, perceraian adalah hal yang halal, tetapi

menjadi hal yang paling dibenci oleh Allah SWT.

% Geubrina Razeki, ‘Hukum Menjatuhkan Thalaq Melalui
Tulisan Menurut Pendapat Ibn Hazm’, Leégalite: Jurnal Perundang
Undangan Dan Hukum Pidana Islam, 2019, 48.

2 Tim Penerjemah, Al-Qur’an Dan Terjemahannya. 109.
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Jumhur Ulama menghukumi bahwa talak adalah
mubah akan tetapi lebih baik untuk dijauhi. Ulama
Syafi’iyah dan Hanabilah berpendapat hukum talak
berbeda-beda disesuaikan dengan keadaannya. Sebagai
berikut:**

a. Wajib. Talak akan dihukumi wajib apabila hakim
tidak dapat memberikan jalan keluar lagi selain
dengan talak dengan tujuan meredam pertikaian yang
terjadi antara suami dan istri. dan hukum wajib juga
erlau apabila istri melakukan suatu perbuatan keji dan
enggan bertaubat ataupun ketika istri murtad. Maka,
dalam permasalahan seperti ini wajib hukumnya
melakukan talak.

b. Haram. Talak dihukumi haram Ketika talak dilakukan
bukan karena adanya sebuah tuntutan yang
memberatkan terjadinya talak  dan juga akan
membawa mudharat bagi suami maupun istri. haram
juga mentalak saat istri dalam keadaan haid, nifas
atau dalam keadaan suci dan baru saja dijimak oleh
suami.

C. Mubah. Talak dihukumi mubah apabila istri memiliki
akhlak yang buruk dan melalaikan hak suami.

d. Sunnah. Talak dihukumi sunnah apabila keadaan
rumah tangga dalam kondisi sangat sulit untuk
dipertahankan dan akan mendatangkan mudharat jika

tetap dipertahankan. Misalnya, seorang suami yang

2L Rusli Halil Nasution, ‘Talak Menurut Hukum Islam’, Jurnal
limiah Al-Hadi, 3.2 (2018), 708-709.
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tidak dapat memenuhi kebutuhan istri atau terdapat
seorang istri yang tidak mampu menjalankan hak-hak
Allah.

Makruh. Talak dapat dihukumi makruh apabila suami
tidak memiliki alasan yang memberatkan untuk

melakukan talak.

Mengenai alasan atau sebab yang bisa diajukan

untuk melakukan perceraian terdapat dalam Pasal 39 ayat

2

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan sebagai berikut :*2

a.

Salah satu pihak atau pasangan melakukan zina,
merupakan pemabuk, pemadat, penjudi, dan
perbuatan lainnya yang sukar disembuhkan.

Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2
tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa
alasan yang sah atau karena hal lain diluar
kemampuannya.

Salah satu pihak atau pasangan mendapat hukuman
penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat
setelah perkawinan berlangsung.

Salah satu pihak atau pasangan melakukan
kekejaman  atau  penganiayaan  berat  yang

membahayakan pihak yang lain.

Pasal 39.

22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,
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e. Salah satu pihak atau pasangan mendapat cacat badan
atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan
kewajibannya sebagai suami/istri.

f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi
perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan

akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

2. Perceraian dalam Keadaan Qabla dukhiil

Dalam kajian hukum keluarga, perceraian gabla
dukhal menjadi salah satu topik yang menarik dikaji
karena akan banyak sekali implikasi yang timbul dar
perceraian kondisi gabla dukhal ini. Untuk memahami
lebih mendalam mengenai fenomena ini, perlu kita
telusuri terlebih dahulu apa sebenarnya yang dimaksud
dengan qobla dukhul.

Dalam bahasa Arab, kata gabla memiliki arti
sebelum. Sedangkan al-dukhal merupakan bentuk masdar
dari kata dakhala - yadkhulii - dukhiilan yang berarti
masuk.” Dalam permasalahan hukum perdata, dukhul
bisa diartikan al-wath’'u yang berarti bersetubuh.
Sehingga dapat diartikan bahwa gabla dukhal adalah
pasangan suami istri yang belum melakukan hubungan

suami istri.

2 Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia (PT. Mahmud Yunus
Wadzuriyah, 1990). 126.
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Adapun menurut Wahbah Zuhaili dalam kitabnya
Figh Islam Wa Adillatuhu, makna al-dukhiil adalah
sebagai berikut:

JJ)MM.I”/ /Td\f'guﬁ}jj L.;-\;,\.Q.J\

z

j\ 3)\.';_3 CCL;-?LLS Lz.-.]u CJ_Q LB L@J«j.\a_u o LA).U j‘ (;.L“
g;)\jai; j/\ V.JLJ cojgﬂ j\ CUQ CG‘J\ j\ ;Ju.n :\

“Bertemunya dua kelamin walau tidak sampai
ejakulasi yaitu dengan tenggelamnya hasyafah
(kepala penis) atau potongan seukurannya ke
dalam farji (kemaluan wanita) yang bisa digauli,
baik di depan atau belakang, dari seorang laki-
laki atau wanita, baik rela atau terpaksa, baik
dalam kondisi tidur atau sadar.

Adapun dasar hukum mengenai ad-dukhiil
dijelaskan dalam firman Allah:

a§ '}[\},«.L;j&“ oz ):;L;iij oz a";‘,
Gaddd 2 }mv&i’\\;m}v&

“Istrimu adalah ladang bagimu. Maka,
datangilah ladangmu itu (bercampurlah dengan
benar dan wajar) kapan dan bagaimana yang
kamu sukai. Utamakanlah (hal yang terbaik)
untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan
ketahuilah ~ bahwa  kamu  (kelak)  akan
menghadap kepada-Nya. Sampaikanlah kabar

2% Wahbah Az-Zuhaili, Figh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9 (Gema
Insani, 2011). 429.
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gembira kepada orang-orang mukmin.” (QS. 2
[Al-Bagarah]: 223).%

Menurut ulama mazhab Hanafi, Hanbali dan
Khulafa’ur Rosyidin membagi dukhul ke dalam dua
bagian, yakni  dukhiil  haqigi  (persetubuhan
sebenarnya) dan dukhiil hukmi (persetujuan menurut
hukum).?

a) dukhiil haqiqt (persetubuhan sebenarnya)
Ad-dukhul al-haqiqy adalah wath’i,
Sekalipun keadaan haram dilakukan, dengan
menenggelamkannya hasyafah atau yang sepadan
dengan hasyafah ke dalam qubul atau dubur, atau
dilakukan dalam keadaan haid, nifas, ihram,
puasa atau i’tikaf.
b) dukhiil hukmi (persetubuhan menurut hukum)
Dukhul hukmy diartikan khalwatus
shalihah, yakni pasangan suami istri yang
menyendiri dalam sebuah tempat yang aman dari
jangkauan orang lain dan keduanya tidaklah
dalam sedangkan halangan syar’i sekalipun
keduanya belum berhubungan intim, maksud dari
dukhiil hukmi adalah bersunyi-sunyi atau khalwat
setelah sahnya akad dan menimbulkan dugaan

yang kuat terjadinya hubungan suami istri.

% Tim Penerjemah, Al-Qur‘an Dan Terjemahannya. 51.

% Misbah Nggulam Mustagim And S Sy, ‘Mahar dalam
Perceraian Qobla Dukhul’. https://pa-taliwang.go.id., Diakses 10
Desember 2024.
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Konsep al-dukhul dalam ajaran Islam
berkaitan dalam hal lingkup pernikahan. Dalam
putusnya pernikahan (talak) bahwasanya apabila
perceraian terjadi dalam keadaan telah dukhul, maka
perceraian tersebut termasuk dalam talak raj’i. Talak
Raj’i adalah talak yang dimana suami bisa merujuk
kembali istrinya apabila masih dalam masa iddah,
baik istri tersebut bersedia atau enggan untuk dirujuk.
Berbeda dengan talak ba’in yang belum terjadi
dukhul.

Adapun talak ba'in sughra menurut Wahbah
Zuhaili adalah talak di mana seorang suami tidak
dapat kembali rujuk dengan istri yang diceraikannya

kecuali dengan akad baru dan mahar yang baru.”’

Dijelaskan juga dalam Pasal 119 Kompilasi
Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa talak ba'in
sughra adalah talak yang tidak bisa dirujuk, tetapi
boleh menikah lagi dengan bekas suami, meskipun
dalam masa iddah. Selanjutnya, yang termasuk talak
ba’in sughra disebutkan dalam KHI pasal 119 ayat
(2) sebagai berikut:?

1. Talak yang terjadi gabla al-dukhul
2. Talak dengan tebusan atau khuluk

" Imamul Muttaqin, ‘Jumlah Talak Akibat Jatuhnya Bain Sughra
Menurut Fikih dan Kompilasi Hukum Islam’, El-Ahli: Jurnal Hukum
Keluarga Islam, Vol.1, No.1 (2020), 4.

2 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 119.
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3. Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan
Agama.

Berdasarkan perincian di atas, selanjutnya
penulis akan membahas mengenai implikasi hukum
yang terjadi atas putusnya pernikahan sebab gabla al-
dukhul ini yang merupakan kategori talak ba’in
sughra. Adapun akibat hukumnya, sebagai berikut:

1. Masa ‘iddah

Iddah berasal dari bahasa Arab yang berarti

bilangan. Adapun secara istilah ‘iddah adalah

bilangan bulan yang akan dilewati bagi seorang

istri  yang telah ditinggal oleh suaminya.

Selesainya masa dari ‘9ddah ditentukan kondisi

istri tersebut diceraikan. Ada dua kondisi

penyebab adanya kewajiban istri menempuh

masa ‘iddah, sebagai berikut:*®

a) Sebab meninggalnya suami, dalam keadaan
ini istri wajib menjalani masa iddahnya,
sebagaimana dalam firman Allah dalam surah

Al-Bagarah ayat 234:

el Gl 55T 03 vg*/“ 05553 sy

o

gﬂ To q7s g% 277 221 (5% Loas YA
e’ CL&WU@L}‘&L‘DL’W) \

% Naila Amani etc.al, “Talak, Rujuk, dan Iddah Dalam Perspektif
Alqur’an’, Vol. 3, No. 5 (2024). 2364.
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Silast & g Spady fedi B ol s

“Orang-orang yang mati di antara kamu dan
meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-
istri) menunggu dirinya (beridah) empat bulan
sepuluh hari. Kemudian, apabila telah sampai
(akhir) idah mereka, tidak ada dosa bagimu
(wali) mengenai apa yang mereka lakukan
terhadap diri mereka menurut cara yang patut.
Allah  Maha Mengetahui apa yang kamu
kerjakan.” (QS. 2 [Al-Baqarah]: 234)®

b) Sebab dicerai dan telah digauli oleh suami,
karena apabila suami belum menggauli
(gabla dukhul) lalu menceraikannya, maka
istri tidak disyaratkan atas kewajiban iddah.
Sebagaimana firman Allah dalam surah al-
Ahzab ayat 49:

oL antill 4 L 2285 18 2 <ol GO
Ge Syl @ e o) 1sal Al b
558 3 e el (008 8502 01 U3

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila
kamu  menikahi perempuan-perempuan
mukminat, kemudian kamu ceraikan mereka
sebelum kamu mencampurinya, tidak ada masa

% Tim Penerjemah, AI-Qur’an Dan Terjemahannya. 50
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iddah  atas mereka yang perlu  kamu
perhitungkan.” (QS. 33 [Al-Ahzab]: 49).3

Mengenai iddah juga dijelaskan dalam

Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam mengatur

tentang iddah yaitu: %

1. Iddah berlaku bagi seorang janda yang putus
perkawinannya,  selain  yang  belum
melakukan hubungan suami isteri pasca
perkawinan dan berakhirnya perkawinan
bukan karena kematian suami

2. Iddah untuk seorang wanita yang putus
perkawinannya adalah sebagai berikut:

a. Putusnya perkawinan disebabkan
kematian, walaupun sebelum terjadi
hubungan suami isteri, iddahnya telah
ditentukan selama 130 (seratus tiga
puluh) hari;

b. Putusnya perkawinan disebabkan
perceraian, iddahnya tiga kali masa suci
apabila masih aktif haidnya, adalah
sebanyak tiga kali haid atau 90 hari, bagi
yang tidak mengalami haid pun tetap 90
hari juga.

C. Apabila perkawinan putus karena

perceraian sedang janda tersebut dalam

*! Tim Penerjemah, Al-Qur’an Dan Terjemahannya. 611.
%2 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 153.
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keadaan hamil, waktu ditetapkan sampai
melahirkan;

d. Apabila perkawinan putus karena
kematian, seorang janda seorang janda
tersebut dalam keadaan hamil, maka
waktu tunggu sampai melahirkan.

2. Mut’ah
Mut’ah berasal dari kata al-Mata yang

berarti disenangi, maksudnya adalah suatu materi
yang diberikan suami pada istrinya setelah
berpisah sebab talak.® Pemberian mut’ah adalah
perintah Allah kepada suami agar bisa
memperlakukan istrinya dengan imsak bi ma “ruf
au tasrih bi ihsan (mempertahankan pernikahan
dengan kebaikan atau menceraikan dengan
kebajikan). Oleh sebabnya, walaupun hubungan
antara suami istri telah putus, akan tetapi
memperlakukan dan menjaga hubungan baik
dengan mantan istri haruslah dipertahankan.
Sebagaimana dalam firman Allah dalam surah al-
Ahzab ayat 49

w o5
& 2os%

S Bho Eaghsns Eagis

% Faisal, ‘Keabsahan Nikah Misyar (Studi Komparatif Fiqih
Klasik Dan Fiqih Kontemporer)’, Al-Mizan, Vol.3, No.2 (2016), 120.
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“Maka, berilah mereka mutah (pemberian) dan
lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-
baiknya.” (QS. 33 [Al-Ahzab]: 49)**

Mut’ah juga merupakan suatu penghibur untuk
istri yang diceraikan dan diberikan sesuai dengan
kemampuan suami. Sebagaimana firman Allah
dalam surah al-Baqarah ayat 241

si\\

C;S.é:ij\ ‘55& g)b}:kajbe CL\.A v.QLb.o.Uj

“Bagi istri-istri yang diceraikan terdapat hak
mut‘ah dengan cara yang patut. Demikian ini
adalah ketentuan bagi orang-orang yang
bertakwa.” (QS. 2 [Al-Bagarah]: 241).%

Ulama hanafiyah berpendapat
bahwasanya mut’ah wajib ditunaikan bagi suami
yang menceraikan istrinya dalam keadaan gabla
dukhiil dan belum ditentukannya mahar sebelum
terjadinya perceraian.®® Sebagaimana firman
Allah dalam surah al- Bagarah ayat 236

°\ //éLA;-LmJ\rAMod\vg&Cb
G35 @}U‘ PN S e e e

% Tim Penerjemah, Al-Qur'an Dan Terjemahannya. 611.

% Tim Penerjemah, Al-Qur‘an Dan Terjemahannya. 52.

% Muhammad Ansar, ‘Analisis Pertimbangan Hakim dalam
Menetapkan Pembayaran Mut’ah dan Nafkah Iddah Sebelum Ikrar Talak
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Bima Kelas 1A)’, 2 (2024). 76.
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Tidak ada dosa bagimu (untuk tidak
membayar mahar) jika kamu menceraikan
istri-istrimu  yang belum kamu sentuh
(campuri) atau belum kamu tentukan
maharnya. Berilah mereka mut‘ah, bagi
yvang kaya sesuai dengan kemampuannya
dan bagi yang miskin sesuai dengan
kemampuannya pula, sebagai pemberian
dengan cara yang patut dan ketentuan bagi
orang-orang yang berbuat ihsan.” (QS. 2
[Al-Bagarah]: 236).%

Pemberian nafkah mut’ah juga diatur

dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam

bahwasanya apabila perkawinan putus karena

cerai talak maka bekas suami wajib: *

a.

memberikan mut'ah yang layak kepada bekas
isterinya, baik berupa uang atau benda,
kecuali bekas isteri tersebut gabla al dukhiil;

memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada
bekas isteri selama dalam iddah, kecuali
bekas isteri telahdi jatuhi talak ba “in atau

nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

3 Tim Penerjemah, Al-Qur’an Dan Terjemahannya. 51.
%8 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 149.
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C. melunasi mahar yang masih terhutang
seluruhnya, dan separuh apabila gabla al
dukhil,

d. memberikan biaya hadhanah untuk anak-
anaknya yang belum mencapai umur 21
tahun.

Adapun mengenai pemberian nafkah
mut’ah kepada bekas isteri tersebut gabla al
dukhiil melihat juga perspektif hifzu an-nafs
dalam upaya memelihara jiwa yang berimplikasi
pada pemberian nafkah mut’ah.*® Sebagaimana
dalam ketentuan SurahEdaran Mahkamah Agung
No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama
pada poin kedua menyebutkan bahwa “Hakim
dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah
iddah, mut“ah, dan nafkah anak, harus
mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan
dengan menggali fakta kemampuan ekonomi
suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri
dan/atau anak’™

3. Mabhar

Al-mahr diartikan sebagai maskawin,

secara istilah mahar adalah pemberian seorang

calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai

% Rendra Widyakso, ‘Tuntutan Nafkah dalam Perkara Cerai Gugat’,
pa-semarang.go.id. 4.

0 Surah Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno
Kamar Agama.
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wanita pada saat akad atau setelahnya. Dalam
perceraian Adapun mengenai pemberian natkah
mut’ah kepada bekas isteri tersebut gabla al
dukhiil, salah satu akibat hukumnya adalah
masalah mengenai mahar. Dalam suatu
perceraian dan belum terjadi hubungan intim
antara suami istri, maka mahar akan menjadi
milik istri setengah atas bagian aslinya setelah
terjadinya akad yang sah. Hal tersebut
sebagaimana firman Allah dalam surah al-

Bagarah ayat 237:

w}g&ywjﬁwv‘&w&irﬁu’%
B0k oug 6~U\L~W3‘ 0338 O ) i
&) B atl e N3 R Lo 13RS s 250
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“Jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu
sentuh  (campuri), padahal kamu  sudah
menentukan maharnya, maka (bayarlah) separuh
dari apa yang telah kamu tentukan, kecuali jika
mereka atau pihak yang memiliki kewenangan
nikah (suami atau wali) membebaskannya.
Pembebasanmu itu lebih dekat pada ketakwaan.
Janganlah melupakan kebaikan di antara kamu.
Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang
kamu kerjakan.” (QS. 2 [Al-Baqarah]: 237).*

* Tim Penerjemah, Al-Qur’an Dan Terjemahannya. 51.
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B. Pengembalian Mahar keadaan Qabla Dukhiil
1. Pengertian Mahar

Kata mahar berasal dari Bahasa Arab, yaitu
mahran, termasuk kedalam kata benda (kalimat isim) atau
dari kata mahara-yamhuru-mahran, termasuk kedalam
kata kerja (kalimat fii/) dan menjadi bentuk kata benda
mufrad al-mahr. Kata al-mahr dibakukan ke dalam
Bahasa Indonesia dengan istilah mahar. Mahar secara
etimologi  diartikan  sebagai maskawin.  Secara
terminologi mahar merupakan sebuah pemberian wajib
dari calon suami kepada calon istri sebagai tanda
ketulusan untuk menimbulkan rasa cinta kasih antara
keduanya. Dalam Al-qur’an, mahar dinamakan juha
sadaqa, nihlah, al faridah dan gjr. Sedangkan dalam
hadits mahar dinamakan juga mahr, aligah dan ‘ugar.**

a. Saduqat merupakan bentuk jamak dari kata Saduqat
yang berarti kebenaran. Kebenaran mengartikan
bahwa mahar didahului atas janji sebagai bukti
kebenaran. Terdapat dalam surah An-Nisa ayat 4

4 e 0T 4 S ZTes g La T 2!
B rd 08 S G OB Besil sl 15T

<

6} % . é°” PLE
A e

“Berikanlah mahar kepada wanita (vang kamu
nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan.

*2 Imam Tagqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, Terjemahan Kifayatul
Akhyar Jilid II, Terj. Achmad Zidun, A Ma'ruf Asrosi. (PT Bina Ilmu), 406.
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Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada
kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang
hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu
dengan senang hati.” ( QS. 4 [An-Nisaa]: 4)*

b. Nihlah berarti pemberian tulus tanpa mengharapkan

C.

imbalan sedikitpun dan diberikan atas tuntunan
agama.

Fart dah bermakna kewajiban. Terkadang dalam Al-
qur’an membahasakan mahar dengan kata faridhah
dan ahli tafsir mendefinisikan fardh al-faridhah
dengan nilai mahar. kata faridhah terdapat dalam
surah Al-Baqarah ayat 236 dan surah Al-Baqarah ayat
237.

3o 5 BA3E G sl il O S six Y
Ap

“Tidak ada dosa bagimu (untuk tidak membayar
mahar) jika kamu menceraikan istri-istrimu yang
belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu
tentukan maharnya.” (QS. 2 [Al-Baqarah]:
236).4

A 1855 31 03435 BTV 2 U Lt 1)

3 Tim Penerjemah, AI-Qur’an Dan Terjemahannya. 104.
* Tim Penerjemah, Al-Qur’an Dan Terjemahannya. 51.
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“maka (bayarlah) separuh dari apa yang telah
kamu tentukan, kecuali jika mereka atau pihak
yvang memiliki kewenangan nikah (suami atau
wali) membebaskannya.” (QS. 2 [Al-Baqarah]:
237).%

Ujur berarti pahala, memberikan makna bahwa mahar

bersifat mal atau mutamawwal,yakni harta atau nilai
harta. Ujur terdapat dalam beberapa surah, salah

satunya An-Nisa ayat 25
3 yeso | @ Aest @t g o7 W% @ 2os CUF
caiad Oyl BAGAT AL E AT 0oL EAAST0
e Lod, s | 2 _o%
OIAR wodst ¥E coils e

“Oleh karena itu, nikahilah mereka dengan izin
keluarga (tuan) mereka dan berilah mereka
maskawin dengan cara yang pantas, dalam
keadaan mereka memelihara kesucian diri,
bukan pezina dan bukan (pula) perempuan yang
mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya.”
(QS. 4[An-Nisa]: 25).

Mazhab imam Arba’ah mendefinisikan mahar

sebagai berikut:

a.

Menurut Imam Syafi’l, mahar adalah sesuatu
kewajiban yang harus diberikan suami pada istri
sebab adanya pernikahan yang sah sebagai akibat
adanya persetubuhan. Mahar bukanlah termasuk

*® Tim Penerjemah, Al-Qur’an Dan Terjemahannya. 51.
* Tim Penerjemah, AI-Qur’an Dan Terjemahannya. 101.
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rukun perkawinan karena mahar tidak harus
disebutkan atau diberikan pada saat nikah.*’

b. Menurut mazhab maliki, mahar adalah pemberian
suami kepada istri atas imbalan adanya persetubuhan.

C. Menurut mazhab Hanafi, mahar merupakan sesuatu
yang didapat seorang wanita akibat adanya akad
pernikahan ataupun persetubuhan.

d. Menurut Mazhab Hambali, mahar merupakan suatu
pengganti atas adanya akad pernikahan, baik mahar
tersebut ditentukan dalam akad maupun setelah akad.
Mahar juga sebagai pengganti dalam setiap kondisi
salam pernikahan, seperti persetubuhan.*®

Sedangkan pendapat Ulama mengenai definisi
mahar sebagai berikut:

Menurut Wahbah Zuhaily, mahar adalah
kesepakatan antara pengantin laki-laki dan pengantin
Perempuan yang disebutkan redaksinya pada saat akad.
Dalam definnisi ini dapat dimengerti bahwasanya
penetapan kadar mahar ditentukan pada saat akad dengan
membayarnya secara sekaligus ataupun tidak atas dasar

kerelaan keduanya.*®

" Rinda Setiyowati, ‘Konsep Mahar dalam Perspektif Imam
Syafi’i dan Kompilasi Hukum Islam’, Isti ‘dal; Jurnal Studi Hukum Islam, 7
(2020). 9.

8 Wahbah Az-zuhaili, Jakarta. 230.

49 Muhammad Ridwan, ‘Kedudukan Mahar dalam Perkawinan’,
Jurnal Perspektif, 13 (2020). 49.
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Menurut pendapat Sayyid Sabiq, mahar
merupakan harta yang diberikan oleh calon suami dengan
sebab adanya akad dalam pernikahan. Hukum penyebutan
mahar dalam akad adalah sunnah dari segi jumlah
maupun bentuk barang dalam akad pernikahan.*

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam

mengenai mahar diatur dalam pasal 30 sampai 38. Dalam
kompilasi Hukum Islam pasal 30 bahwasanya “Calon

mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon
mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya
disepakati oleh kedua belah pihak”". Kemudian dalam
pasal 33 ayat 1 dan 2 dijelaskan bahwa:*
(1) Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai.
(2) Apabila calon mempelai wanita menyetujui,
penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik
untuk seluruhnya atau untuk sebagian.
Selanjutnya dalam Pasal 34 menjelaskan
bahwasanya kewajiban memberikan mahar bukan
termasuk rukun dalam perkawinan dan apabila terjadi
kesalahan dalam penyebutan jenis dan jumlah mahar
tidak membatalkan akad.>®

Mahar merupakan sebuah pemberian dari calon

suami kepada perempuan yang akan dinikahi sebagai

% Novita Sari, ‘Mahar Pernikahan Perspektif Hukum Keluarga
Islam’, El-Bait: Jurnal Hukum Keluarga Islam, (2023), 4.

St Kompilasi Hukum Islam. Pasal 30.

%2 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 33.

%3 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 34.
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bukti keseriusan dalam menjalani hubungan ikatan
pernikahan. Selain itu, mahar juga sebagai bentuk tanda
penghormatan kepada perempuan untuk menunjukkan
bahwa perempuan memiliki nilai yang tinggi dalam
Islam.>* Dengan adanya pemberian mahar ini, perempuan
juga akan merasa lebih aman dan terjamin serta sebagai
simbol kasih sayang seorang suami kepada istrinya,
sehingga pernikahan akan terjalin rumah tangga yang
sakinah, mawaddah dan wa rahmah.*

Adapun landasan hukum atas wajibnya mahar
terdapat dalam Firman Allah Surah An-Nisa ayat 4:

L %7 5% G o 8T sey 5 ETen g LA x w8
Lt 4 oo s 22 30 Gl UL Fesll dld 15l

2
o & . 2017
°

“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu
nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan.
Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu
sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati,
terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan
senang hati.” (QS. 4 [An-Nisa]: 4).

zC‘B)\
5

z

Ayat tersebut menjelaskan mengenai kewajiban

suami membayar maskawin kepada istri dan akan

% Nafisatul Mufida, ‘Praktik Penarikan Mahar Dalam Prespektif

Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Plumpang Kecamatan Plumpang
Kabupaten Tuban)’ (Unpublished Skripsi, Uin Walisongo Semarang, 2022)

®Misbah Mrd, ‘Konsep Mahar dalam Al-Qur'an dan

Relevansinya dalam Masa Ke Kinian’. A/ Fawatih 5 (2024). 129.

% Tim Penerjemah, Al-Qur’an Dan Terjemahannya. 105.
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menjadi hak istri sepenuhnya. Bahkan istri bebas
memberikannya kepada siapapun. Mahar atau maskawin
bukan sekedar lambang dari ketulusan hari suami, tapi
lebih dari itu. Maskawin adalah lambang janji untuk
saling menjaga rahasia kehidupan rumah tangga
bersama.”’

Selanjutnya firman Allah Surah An-Nisa ayat 24

z.

oy BAgH FAST (i o (R0 S

“Berikanlah  kepada  mereka  imbalannya
(maskawin) sebagai suatu kewajiban.” (QS. 4
[An-Nisa]: 24). %

Fama istamta'tum bihi minhunna, menurut
mayoritas ulama Ahlu as sunnah diartikan sebagai
menikmati hubungan pernikahan yang dijalani. Karena
terdapat penekanan dalam kenikmatan hubungan jasmani,
maka mahar dinamai ajr yang berarti imbalan. Namun
apabila belum terjadi hubungan seks dan suami telah
menjanjikan mas kawin, maka suami wajib membayar

setengahnya.”

2. Pengembalian Mahar Qabla dukhiil

Kedudukan mahar dalam suatu ikatan pernikahan

merupakan suatu pemberian mempelai laki-laki kepada

% Shihab, Moh Quraish. Tafsr Al-Misbah Pesan Kesan dan
Keserasian Al-Qur’an. Lentera Hati. Jakarrta (2005). 346.

%8 Tim Penerjemah, AI-Qur’an Dan Terjemahannya. 110.

%9 Tafsir AI-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur’an. 403.


http://www.rumahfiqih.com/tafsir/edit.php?id=3163
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mempelai perempuan baik diucapkan atau tidak dalam
akadnya. Mahar adalah bentuk penghargaan dari seorang
pria kepada wanita yang dinikahinya. Ini menunjukkan
bahwa pria tersebut menghargai wanita tersebut dan
menganggapnya sebagai sosok yang berharga.

Jumhur wulama sepakat bahwasanya mahar
termasuk kedalam syarat sahnya pernikahan dan dilarang
meniadakannya.®® Hal ini berdasarkan firman Allah dalam

surah an-Nisa ayat 4

o; g0 PP I< 0t ZTen g L& T iy
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“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu
nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan.
Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu
sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati,
terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan
senang hati.” (Qs. 4 [An-Nisa]: 4).%

8

[
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Melihat dari keadaan wajib ditunaikannya mahar
dibagi menjadi 2, yakni ditunaikan seluruhnya dan
ditunaikan setengah.®
a. Ditunaikan seluruhnya

® Tbnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid Jilid 2, Terj. Ahmad Abu Al
Majdi (Pustaka Azzam). 33.

® Tim Penerjemah, Al-Qur’an Dan Terjemahannya. 104.

®2 Tbnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid Jilid 2, Terj. Ahmad Abu Al
Majdi (Pustaka Azzam). 41.
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Ulama sepakat bahwasanya mahar wajib
dibayar seluruhnya sebab terjadinya dukhul atau
adanya kematian walaupun gabla dukhil. Kewajiban
pembayaran mahar seluruhnya sebab terjadinya
dukhul sebagaimana firman Allah dalam surah an-
Nisa ayat 20

flals & 4as) SE3505 Vo?j OGS 35 JIazi #30 &)
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“Jika kamu ingin mengganti istri dengan istri
yang lain, sedangkan kamu telah memberikan
kepada salah seorang di antara mereka harta
yang banyak (sebagai mahar), janganlah kamu
mengambilnya kembali sedikit pun. Apakah kamu
akan mengambilnya kembali dengan cara dusta
dan dosa yang nyata?” (Qs. 4 [An-Nisa]: 20).%

Selanjutnya terdapat juga ikhtilaf ulama
dalam menunaikan mahar sepenuhnya, terdapat dua
keadaan, yakni khalwatus shaliah dan tinggal
bersama setelah satu tahun menikah, walaupun tidak

terjadinya dukhiil.

Meninggalnya salah satu pasangan siami atau
istri juga menjadi sebab mahar mahar ditunaikan
seluruhnya walaupun dalam keadaan gqabla dukhii.
Karena dengan terjadinya meninggal, menyebabkan
akad berakhir dan diangap sudah mengambil semua

8 Tim Penerjemah, Al-Qur’an Dan Terjemahannya. 109.
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yang menjadi tujuan akad, sebagaimana berlakunya
hukum ijarah (sewa menyewa)®

b. Ditunaikan setengahnya
Cah o o Jog BARE U1 5 1 225228 U
V:é:’p}; u 2,0 ;{
“Jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu
sentuh  (campuri), padahal kamu  sudah
menentukan maharnya, maka (bayarlah) separuh

dari apa yang telah kamu tentukan” (QS. 2 [Al-
Bagarah]: 237)%

Pada ayat ini dijelaskan bahwasanya jika
perceraian terjadi sebelum melakukan hubungan
suami istri dan kadar mahar telah disepakati sebelum
perceraian, maka wajib bagi suami untuk
menyerahkan seperdua jumlah mahar yang telah
ditetapkan sebelumnya. Tidak lain karena salah satu
tujuan utama dari pernikahan belumlah dilakukan,
yakni hubungan suami istri. Namun apabila
perceraian terjadi setelah melakukan hubungan suami
istri, tetapi belum ada penetapan mahar sebelumnya,

maka suami berkewajiban membayar mahar dengan

® Imam Tagiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, Terjemahan Kifayatul
Akhyar Jilid 1I. 418.
® Tim Penerjemah, Al-Qur’an Dan Terjemahannya., 51.
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jumlah yang pantas kepada istrinya berdasarkan
status sosialnya.®®

Dalam permasalahan pengembalian mahar
gabla dukhiil ini terdapat perbedaan pendapat
diantaranya sebagai berikut:®’

a. Malik berpendapat bahwasanya seorang suami
tidak boleh meminta kembali mahar yang telah
diberikan kepada istrinya sedikitpun, karena
mabhar tersebut sudah dimiliki oleh istri.

b. Syafi’i berpendapat bahwasanya seorang suami
boleh meminta kembali mahar dari yang ia

berikan kepada istrinya.

Imam Hanafi dalam hal ini ini membagi
permasalahan ini atas dua kondisi. Pertama, jika istri
telah menerima maharnya secara utuh, maka suami
berhak atas seperduanya. Kedua, jika istri belum
menerima  maharnya  sampai  sampai  istri
memberikannya pada suami, maka suami tidak
berhak sedikitpun.®®

Pengembalian setengah mahar diatur juga
dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 35 ayat (1)
“Suami yang mentalak istrinya qobla al dukhul wajib

516.

8 Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur’an. 515-

® Tbnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid Jilid 2,Terj. Ahmad Abu Al

Majdi (Pustaka Azzam). 47.

® Tbnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid Jilid 2, Terj. Ahmad Abu Al

Majdi (Pustaka Azzam). 48.
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membayar setengah mahar yang telah ditentukan
dalam akad nikah. Meskipun demikian istri masih
memiliki hak terhadap mahar yaitu seperdua dari

mahar yang telah diberikan oleh suami”.®®

C. Magqasid Al-Syarr’ah
1. Pengertian Magqagsid Al-Syari’ah

Magqasid al-syari’ah terdiri atas dua kosa kata
bahasa Arab Magqdasid dan syariah. Kata pertama maqdasid
merupakan jamak dari kata magdsid yang berarti berarti
tujuan dan maksud. Ibn al-Manzhur mengartikan maqdasid
juga diartikan istigamah al-tharig (keteguhan pada suatu
jalan) dan al-itimad (sesuatu yang menjadi tumpukan),
misalnya Allah menjelaskan mengenai jalan yang lurus
dan mengajak manusia ke jalan tersebut.”” Sebagaimana

dalam surah an-Nahl ayat 9
%o ’a/a} A 1% a/, %~/ P ° g Se % b ///
Gl o 2l 53 Sls ey o2 dab 1 L

"Dan hak Allah menerangkan jalan yang lurus,
dan di antaranya ada (jalan) yang menyimpang.
Dan jika Dia menghendaki, tentu Dia memberi
petunjuk kamu semua (ke jalan yang benar)"
(QS. 16 [An-Nahl]: 9). "

8 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 35.

™ Busyro, Magashid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar
Memahami Maslahah (Prenada Media, 2019). 5.

™ Tim Penerjemah, Al-Qur’an Dan Terjemahannya. 375.
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Selain itu, kata magasid juga bermakna al-‘adl
(keadilan) dan al-tawassuth ‘adam al-ifrath wa al-taffith
(mengambil jalan tengah, tidak longgar tidak pula
sempit). Kata ini terdapat dalam Al-qur’an dengan makna
yang sama, surah al-Lugman ayat 19

o5 S8 Sl 2 alabls ALk 13 Aadls
e &3]

z

“Berlakulah  wajar dalam  berjalan  dan
lembutkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-
buruk suara ialah suara keledai.” (QS. 31 [Al-
Lugman]: 19) "

Berdasarkan makna di atas dapat disimpulkan

bawa arti kata al-qashd dipakai untuk pencarian suatau
jalan yang lurus dan juga dipakai untuk menyatakan
perbuatan maupun perkataan haruslah menggunakan
timbangan keadilan dengan tetap mengambil jalan
tengah.

Adapun secara bahasa, kata al-syari’ah diartikan
sebagai murid al-ma’alldzt tasyra’u fithi al-dawab
(tempat air mengalir dimana hewan-hewan minum
disana). Kata al-syari’ah juga dipakai untuk pengertian
al-din dan al-millah (agama), al-tharig (jalan), al-minhaj

(metode) dan as-sunnah (kebiasaan).”

2 Tim Penerjemah, AI-Qur’an Dan Terjemahannya. 594.
n Busyro., 8.
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Penggunaan kata al-syari’ah terdapat dalam
beberapa ayat al-qur’an. Surah al-Jathsiyah ayat 18

¥ 3l R s e N st e Bl
z)o}/":

“Kemudian, Kami jadikan  engkau  (Nabi
Muhammad) mengikuti  syariat dari urusan
(agama) itu. Maka, ikutilah ia (syariat itu) dan
janganlah engkau ikuti hawa nafsu orang-orang
vang tidak mengetahui.” (QS. 45 [Al-Jaatsiyah]
:18). ™

Selanjutnya berdasarkan surah al-Maidah ayat

48:
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“Untuk setiap umat di antara kamu Kami berikan
aturan dan jalan yang terang.” (QS. 5 [Al-
Maidah]: 48). "

Kata al-syari’ah dengan arti tempat tumbuh dan
mata air bermakna bahwa air adalah sumber kehidupan
bagi setiap makhluk hidup dan demikian pula dengan
agama Islam yang menjadi sumber kehidupan bagi setiap

orang muslim. Dengan adanya syariah manusia akan

™ Tim Penerjemah, Al-Qur’an Dan Terjemahannya. 231.
" Tim Penerjemah, Al-Qur’an Dan Terjemahannya. 156.
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mendapatkan kebaikan, sebagaimana mendapatkan air
bagi sumber kehidupan.”

Dari kedua pemaknaan kata di atas dapat
disimpulkan magasid al-syari’ah secara bahasa berarti
upaya manusia dalam mendapatkan solusi dan jalan yang
sempurna berdasarkan sumber-sumber ajaran agama

Islam, yakni Al-qur’an dan Hadits.

Menurut Imam as-Syatibi sebagai bapak magasid
al-yari’ah menjelaskan bahwa tujuan magdasid syari’ah
dilihat dari dua bagian, yaitu tujuan tuhan dalam
membuat hukum syariat dan tujuan manusia dibebani

syariat.”’

Kemudian, Wahbah Zuhaili mengartikan magasid
al-syari’ah dengan makna dan tujuan yang dipelihara
oleh syara’ dalam sebagian maupun setiap ketetapannya,
atapun tujuan akhir dan rahasia-rahasia dari penetapan

suatu hukum syariat.”

Magqasid al-syari’ah didefinisikan pertama kali
oleh Dr. Tharir Bin Asyur sebagai ulama kontemporer.
Dalam bukunya Magasid as-Syari’ah al-islamiyah,

magqasid al-syari’ah adalah al-ma’ani wa al-hikam

"6 Zainal Abidin, ‘Urgensi Maqashid Syariah bagi Kemashlahatan
Umat’. 123.

" Kurniawan, Agung, and Hamsah Hudafi. "Konsep Maqashid
Syariah Imam Asy-Syatibi dalam Kitab Al-Muwafagat." Al-Mabsut: Jurnal
Studi Islam dan Sosial 15.1 (2021). 37.

8 Shidiq, Ghofar. ‘Teori Magashid Al-Syari’ah dalam Hukum
Islam’, Majalah llmiah Sultan Agung 44. 118 (2009). 119.
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(makna dan hikmah) sesuai syariat yang diinginkan
Allah dan Rasul-Nya dengan adanya penetapan hukum

yang ada.”

Berdasarkan beberapa definisi ulama di atas
mengenai magqasid al-syari’ah, dapat disimpulkan
bahwasanya maqasid al-syari’ah adalah syariat dan
tujuan akhir yang ditetapkan oleh Allah dengan diwudkan
oleh syariat-Nya. Kajian mengenai magasid al-syari’ah
tentu sangatlah penting dalam hukum Islam. Urgensi ini
berdasarkan beberapa pertimbangan sebagai berikut:*

a. Hukum Islam sebagai ketetapan Allah. senantiasa
berinteraksi dengan perubahan zaman. Seringkali
timbul pertanyaan mengenai bagaimana penerapan
hukum masa terdahulu bisa menetapkan hukum masa
sekarang. Tentunya dalam permasalahan demikian
perlu pemahaman mendalam terhadap magasid al-
syari ‘ah.

b. Dari aspek historis, bahwasanya perhatian mengenai
magqasid al-syari‘ah  telah dilakukan sejak masa
Rasulullah, sahabat hingga mujtahid setelahnya.

c. Kajian  magqgasid  al-syari‘ah  adalah  kunci
keberhasilan para mujtahid dalam berijtihad, oleh
karenanya landasan akan setiap persoalan dapat
dikembalikan.

™ Husni Fauzan, ‘Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn
Asyur’, al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH), 5.1 (2023), 106.
8 Shidig, Ghofar., 119-120.
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Adapun beberapa ayat Al-qur’an dan Hadits yang
dijadikan pijakan dalam teori magqgdsid al-syari‘ah,

diantaranya:

o e g 3 S gas g

“Dia telah memilih kamu dan tidak menjadikan
kesulitan untukmu dalam agama.” (QS. 22 [Al-
Hajj]: 78)*

2
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“Allah hendak memberikan keringanan kepadamu
dan manusia hendak diciptakan (dalam keadaan
(lemah) . (QS. 4 [An-Nisa]: 28) *
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Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu ia
berkata, “Rasulullah shallallahu  ‘alaihi wa
sallam bersabda, “Sesungguhnya agama (Islam)
mudah, tidak ada seorang pun yang hendak
menyusahkan agama (Islam) kecuali ia akan
kalah. Maka bersikap luruslah, mendekatlah,
berbahagialah dan manfaatkanlah waktu pagi,
sore dan ketika sebagian malam tiba” (HR.

8 Tim Penerjemah, Al-Qur’an Dan Terjemahannya. 483.
8 Tim Penerjemah, AI-Qur’an Dan Terjemahannya. 111.
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Bukhari, dan pada sebuah lafaz Bukhari
disebutkan, “Sederhanalah, sederhanalah
niscaya kalian akan sampai*)

Berdasarkan Al-qur’an dan Hadits di atas
menggambarkan bahwasanya syariat Islam adalah aturan
agama Islam yang mudah dan tidak menginginkan adanya
kesulitan dalam pelaksanaannya. Seorang mukallaf
tidaklah dibebani sesuatu melainkan sesuai dengan
kesanggupannya. Tidak ada satu pun dalam syariat Islam
yang memberikan beban kepada mukallaf diluar
kemampuannya, karena itu adalah suatu mafsadat. Al-
qur’an dan Hadits di atas juga mengindikasikan bahwa
ajaran yang ada dalam agama Islam pastilah membawa
kepada kemaslahatan, yakni mewujudkan manfaat dan
menghindari mafsadat. Dengan demikian, magqasid al-
syari’ah mempunyai landasan hukum yang yang kuat
sebagaimana dalil di atas. Selain Al-qur’an dan Hadits di
atas, banyak dalil lainnya yang juga menerangkan

. 83
mengenai kemaslahatan.

Pembagian dan Tingkatan Magqgasid Al-Syari’ah

Magasid al-syari’ah merupakan konsep yang
mengkaji tujuan Adanya syariat Islam. Imam Syatibi
meberikan  kontribusi  yang  signifikan = dalam
pengembangan teori maqdsid al-syari’ah. Dalam
karyanya, Imam Syatibi memberikan pemahaman

mendalam mengenai tujuan Allah dalam penetapan

8 Shidiq, Ghofar., 19.
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hukum-hukumnya dan adanya aturan itu hanya untuk
kemaslahatan umat manusia. Berkenaan dengan
diwujudkanya kemaslahatan apabila dilihat dari segi
kepentingan dan kekuatannya, Imam Syatibi dan ulama
lainnya membagi maqasid al-syari’ah menjadi tiga
tingkatan, yakni al-dhaririyat (primer), al-hajiyyat

(sekunder), dan al-tahsiniyyat (tersier).®*

Tingkatan pertama, al-dhaririyat. Menurut
ulama ushul fikih, al-dharariyat merupakan segala
sesuatu yang harus ada guna menjaga eksistensi dan
tegaknya kemaslahatan manusia dalam agama maupun
dunianya. Apabila kebutuhan dalam al-dharariyat ini
tidak terpenuhi dengan baik, maka rusaklah kehidupan
seorang manusia di dunia maupun akhiratnya. Dapat
disimpulkan bahwasanya al-dhaririyat ini adalah tujuan
esensial  kehidupan  manusia  dalam  mencapai
kemaslahatan. Adapun hukum Islam bentuk al-
dhaririydt, mengharuskan adanya pemeliharaan terhadap
lima kebutuhan pokok, yakni #ifzu dinn (penjagaan
agama), hifzu mal (penjagaan harta), hifzu nasl
(penjagaan keturunan), hifzu nafs (penjagaan jiwa) dan
hifzu ‘aql (penjagaan akal).®®

Tingkatan  kedua, al-hajiyyat.  Al-hajiyyat
merupakan kebutuhan yang ada dalam kehidupan

8 Shidig, Ghofar., 106
% Agung Kurniawan And Hamsah Hudafi, ‘Konsep Maqashid
Syariah Imam Asy-Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat’. 35.
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manusia, akan tetapi tidak sampai mengancam eksistensi
kehidupan manusia. Dengan terpenuhinya kebutuhan a/-
hajiyyat ini  akan memberikan kemudahan serta
menghilangkan kesulitan. Itulah sebabnya ditemui
beberapa hukum syariat yang memberikan keringanan
(rukhsoh) yang gunanya untuk meringankan manusia
dalam menjalankan syariat-Nya. akan tetap apabila
kebutuhan ini todak terpenuhi, akan memberikan
kesulitan bagi manusia.®

Adapun tingkatan yang ketiga, al-tahsiniyyat. Al-
tahsiniyyat merupakan kebutuhan penunjang hidup
seseorang, baik di hadapan manusia dalam bersosialnya
amaupun dihadapan Allah dalam Batasan kewajaran
sesuai syariat-Nya. Apabila dalam pemenuhannya
kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka tidak akan
mengancam eksistensi kehidupan manusia sampai

memberikan kesulitan.®’

Dilihat dari ketiga urutan diatas, terdapat lima
pokok kemaslahatan dengan peringkatnya masing-
masing,sebagai berikut:®

a. Hifzu al-Din (Pemeliharaan Agama). Tujuan utama
syariat Islam adalah memelihara agama, yaitu akidah,

ibadah, akhlak, dan segala sesuatu yang berkaitan

8 Busyro., 36.

8 Shidig, Ghofar., 117.

8 Pparyadi, ‘Maqashid Syariah: Definisi dan Pendapat Para
Ulama’, Cross-Border, 2021. 209.
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dengan hubungan manusia dengan Allah SWT.
Sebagaimana dalam syariat Islam mengatur mengenai
aturan-aturan ibadah, akhlak, dan muamalah dengan
tujuan untuk menyucikan hati, mendekatkan diri
kepada Allah.

Hifzu al-Nafs (Pemeliharaan Jiwa). Syariat Islam
sangat memperhatikan perlindungan jiwa manusia.
Segala bentuk tindakan yang membahayakan jiwa,
seperti pembunuhan, penyiksaan, dan perbuatan yang
merugikan kesehatan, dilarang dalam Islam. Tentunya
hal ini sebagaimana hukum-hukum Islam tentang
makanan, minuman, dan obat-obatan juga bertujuan
untuk menjaga kesehatan dan keselamatan jiwa

manusia.

Hifzu al-‘Aql (Pemeliharaan Akal). Akal merupakan
suatu anugerah Allah SWT yang sangatlah berharga.
Dalam syariat Islam, melindungi akal dengan
melarang segala sesuatu yang dapat merusak akal,
seperti minuman keras, narkoba, dan perbuatan yang
merugikan pikiran. Selanjutnya dalam thalabul ilmi
merupakan suatu kewajiban dalam syariat Islam
untuk mengembangkan potensi akal manusia.

Hifzu al-Nasl (Pemeliharaan Keturunan). Keturunan
adalah sebagai generasi penerus umat manusia.
Dalam syariat Islam terdapat berbagai hukum yang
berkaitan dengan pernikahan, perceraian, waris, dan
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hak-hak anak untuk menjaga kelangsungan dan
kesejahteraan keluarga.

e. Hifzu al-Mal (Pemeliharaan Harta). Harta dijadikan
sebagai salah satu sumber kehidupan. Syariat Islam
mengatur berbagai hukum tentang kepemilikan, jual
beli, dan berbagai transaksi lainnya untuk menjaga
keadilan dan mencegah adanya kemudaratan.



BAB III
PENGEMBALIAN MAHAR SEPENUHNYA DALAM
PERKARA TALAK QABLA AL-DUKHUL PADA
PUTUSAN NOMOR 259/PDT.G/2023/MS.LSM

A. Profil Mahkamah Syari’iyah Lhoksuemawe
1. Sejarah

Pengadilan agama tingkat pertama dan tingkat
banding di Provinsi Daerah Istimewa Aceh semula
dibentuk berdasarkan ketetapan Peraturan Pemerintah
Nomor 29 tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan
Agama/Mahkamah Syar’iyah di Aceh. Peraturan
Pemerintah ini dilatarbelakangi oleh banyaknya desakan
dari para tokoh ulama Aceh kepada pemerintah pusat
melalui Departemen Agama di Jakarta dan dituangkan
dalam SurahPernyataan yang ditandatangani oleh 17
tokoh ulama Aceh. Inti dalam SurahPernyataan itu adalah
berisikan pernyataan mengharap kepada Kementerian
Agama agar memperjuangkan status Mahkamah
Syar’iyah di Aceh dengan sungguh-sungguh®

Pada bulan Agustus 1957, Pemerintah Pusat
Mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun
1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Seluruh
Aceh. Akan tetapi Peraturan tersebut tidak berlaku lama

8 Teuku Abdu Manan, Mahkamah Syariyah Aceh dalam Politik
Hukum Nasional (Prenada Media, 2018). 25.
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dikarenakan banyak dari daerah lainnya di Indonesia
menuntut hal serupa kepada pemerintah pusat untuk
dibentuknya pengadilan agama/mahkamah syar’iyah di
daerah mereka. Kemudian dari daerah luar Jawa dan
Madura disetujui dan dicabutnya Peraturan Pemerintah
Nomor 29 tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan
Agama/Mahkamah Syar’iyah di Aceh diganti dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 Tentang
Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah di
luar Jawa dan Madura. Dalam hal ini jelas bahwasanya
daerah Aceh merupakan awal mula terbentuknya
Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah di daerah
lainnya di Indonesia®

Pada tanggal 1 Desember 1957 daerah istimewa
aceh memiliki pengadilan agama tingkat banding yang
diberi nama Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah
Provinsi dan terdapat pula 16 pengadilan agama tingkat
pertama. Hal ini sebagaimana berdasarkan penetapan
menteri agama No. 58 tahun 1957 sebagai realisasi atas
pasal 12 peraturan pemerintah No. 45 tahun 1957.
Kemudian, pada tanggal 25 juli sebuah pengadilan agama
di Kabupaten Lhokseumawe yang diberi nama
Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe sebagaimana
ketentuan dalam keputusan menteri agama No. 62 tahun
1961.

® Oyo Sunaryo Mukhlas, Perkembangan Peradilan Islam: Dari
Kahin Di Jazirah Arab ke Peradilan Agama di Indonesia (Ghalis
Indonesia, 2011). 142.
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Pada tahun 1974, kewenangan absolut
pengadilan agama diperluas lagi dengan adanya
ketetapan baru dalam Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974  tentang  perkawinan  dengan
melimpahkan setiap apapun jenis perkara mengenai
perkawinan orang-orang beragama islam ke
pengadilan agama. Selanjutnya lahir juga peraturan
pemerintah nomor 28 tahun 1977 tentang
perwakafan, bahwasanya masalah perwakafan
diselesaikan di pengadilan agama. Kemudian pada
tahun 1989, Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe
diganti namanya menjadi pengadilan agama
lhokseumawe dengan berlakunya undang-undang
nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.
Akan tetapi pada tanggal 3 Maret 2003 pengadilan
agama lhokseumawe berubah nama lagi menjadi
Mahkamah Syar’iyah atas ditetapkannya Keputusan
Presiden RI Nomor 11 tahun 2003 tentang mahkamah
syar’iyah dan mahkamah Provinsi di Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam®

2. Struktur Organisasi

a.

b.

Ketua : Yedi Suparman, S.H.I., M.H.

Wakil : Ervy Sukmarwati, S.H.I., M.H.

' <Sejarah Mahkamah Syari’ah Lhoeksuemawe’ <https://ms-

lhokseumawe.go.id/sejarah-pengadilan/>. Diakses pada 19 November

2024.
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Hakim :

1) Hadatul Ulya, S.H.I

2) Drs. H. Ahmad Luthfi

3) Drs. Zulfar

4) Drs. Ramli, M.H.

Kepaniteraan

1) Panitera: Fauzi, S.Ag

2) Panitera muda hukum: Muhammad Igbal, S.H.IL

3) Panitera muda gugatan: Rinaldi, S.H.I.

4) Panitera muda permohonan: Drs. Hamdani

5) Panitera muda jinayat: Musmulliadi, S.H.I, M.H.

6) Panitera pengganti: Hj. Safaridah, S.Ag dan
Sabri, S.H.

7) Jurusita: Husna, S.H. dan Suraya

8) Jurusita pengganti: Imran AR, S.Hi, M.H.

Kesekretariatan

1) Sekretaris: Yarvis Luthfi, S.H.

2) Kasubag keuangan/umum: Roslia, S.H

3) Kasubag perencanaan/IT: Ikhsan, ST

4) Kasubbag Kepegawaian: Amirul Haq, S.H.L
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5) Analis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan: A.
Renaldy Firnanda, S.I.P

6) Pengelola Barang Milik Negara: Fatimah, A.Md

7) Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli
Pertama: Abdul Muthallib, A.Md, S.H. M.H

8) Pranata Komputer Ahli Pertama: Slamet Riyadi,
S.Kom

9) Arsiparis Pelaksana: Siti Hartina Silalahi,
A.Md.A B.

3. Visi dan Misi Mahkamah

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe memiliki visi

dan misi sebagai berikut:

a.

Terwujudnya Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe
Yang Agung.

Berdasarkan visi Mahkamah Syar’iyah
Lhokseumawe yang telah ditetapkan tersebut, maka
ditetapkan beberapa misi Mahkamah Syar’iyah
Lhokseumawe sebagai fokus program kerja untuk
mewujudkan visi tersebut. Misi Mahkamah Syar’iyah
Lhokseumawe tersebut adalah :

1) Menjaga kemandirian lembaga peradilan,

2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan,



60

3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan

peradilan,

4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan

peradilan..”

4. Tugas Pokok dan Fungsi

a. Tugas pokok
1) Bidang yudisial
Kekuasaan dan kewenangan Mahkamah
Syar’iyah dan Mahkamah Syar’iyah Provinsi
adalah kekuasaan dan kewenangan Pengadilan
Agama dan Pengadilan Tinggi Agama ditambah
dengan kekuasaan dan kewenangan lain yang
berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam
bidang ibadah dan syari’at Islam yang ditetapkan
dalam Qanun. Kekuasaan dan kewenangan
Pengadilan Agama, sesuai dengan pasal 49 ayat
(1) undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, adalah
memeriksa, memutus, dan menyelesaikan
perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-
orang yang beragama Islam dibidang :
a) Perkawinan
b) Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan
berdasarkan hukum Islam

c) Wagaf dan shadagah

% <Visi dan Misi Mahkamah Syar’iyah Lhoeksuemawe’

<https://ms-lhokseumawe.go.id/visi-misi-pengadilan/>. Diakses pada 19
November 2024.
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Bidang Perkawinan sebagaimana yang
dimaksud pada poin (1) di atas, adalah kekuasaan
dan kewenangan menyangkut hal-hal yang diatur
dalam atau didasarkan kepada Undang-undang
mengenai perkawinan yang berlaku.

Bidang kewarisan sebagaimana yang
dimaksud pada point (2) diatas, adalah kekuasaan
dan kewenangan penentuan siapa-siapa Yyang
menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta
peninggalan, penentuan bagian masing-masing
ahli waris dan melaksanakan pembagian harta
peninggalan tersebut.

Dalam melaksanakan amanat dari pasal
25 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 dan
Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
Nomor 1o tahun 2002 telah memberikan
kewenangan terhadap Mahkamah Syar’iyah
untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan
perkara-perkara pada tingkat pertama dan
banding :

a) Al- Ahwal Al-Syakhshiyah
b) Mu’amalah
¢) Jinayah

Kekuasaan dan kewenangan tersebut
akan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan
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kemampuan kompetensi dan ketersedian sumber

daya manusia dalam kerangka sistem Peradilan

Nasional.
Bidang non yudisial
a) Pengawasan
a. Melakukan pengawasan jalannya
Peradilan tingkat pertama agar peradilan
dilakukan dengan adil, jujur, cepat,
sederhana dan biaya murah
b. Mengadakan  pengawasan  terhadap
pelaksanaan tugas dan tingkah laku
Hakim, Panitera/Sekretaris,  Pejabat
Kepaniteraan dan Juru Sita.
c. Mengumpulkan data-data narapidana

(pelaku  Jinayah)  apabila  hakim
Mahkamah Syar’iyah sudah mengadili
perkara jinayah.

b) Penasehat umum

a.

Menerima pendaftaran diri penasehat
hukum/advokat dan pengacara praktek
yang akan menjalankan tugasnya.

Ketua Mahkamah Syar’iyah berwenang
memberi izin insidentil kepada seseorang
yang bertindak sebagai penasehat hukum.
Menyimpan daftar penasehat hukum
(advokat dan pengacara praktek yang
bertugas di daerahnya dan mengirimkan
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daftar tersebut ke Mahkamah Syar’iyah
Provinsi, Mahkamah Agung RI.

c) Hisab dan rukyat

a. Melakukan hisab dan rukyat hilal untuk

penentuan awal bulan  gamariah,
penentuan arah kiblat dan kalender
hijriyah dll.

b. Menyusun dan membuat Imsakiyah

Ramadhan.

Tugas lain-lain

a)

b)

d)

Menyaksikan pengangkatan sumpah
Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Walikota
dan Wakil Bupati/Wakil Walikota.

Ketua Mahkamah Syar’iyah  sebagai
Pembina KORPRI, Darmayukti Karini,
IKAHI, IPASPI dan PTWP dan melakukan
pembinaan terhadap unit tersebut.

Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh atau
Daerah agar membina kerjasama yang baik
dengan  lembaga  MUSPIDA  untuk
kepentingan kedinasan dan menjaga citra
wibawa Mahkamah Syar’iyah.

Ketua  Mahkamah  Syar’iyah  dapat
memberikan nasehat bila diminta.
Mengaktifkan majelis kehormatan hakim
dimana ketua Mahkamah Syar’iyah Provinsi
karena jabatan (ex officio) menjadi Ketua
Majelis Kehormatan.
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b. Fungsi

Berdasarkan tugas pokok dan tugas

penunjang tersebut, Mahkamah Syar’iyah
Lhokseumawe. melaksanakan beberapa fungsi yang
meliputi:

1)

2)

3)

4)

Fungsi Peradilan, dalam hal ini Mahkamah
Syar’iyah Lhokseumawe. merupakan salah satu
pilar pelaksana kekuasaan kehakiman untuk
menerima, memeriksa mengadili, dan
menyelesaikan setiap perkara yang diajukan
kepadanya  berdasarkan  wilayah  hukum
(kompetensi relatifnya):

Fungsi Administrasi, dalam hal ini Mahkamah
Syar’iyah Lhokseumawe. sebagai pelaksana
administrasi dalam rumah tangganya dan
bertanggungjawab melaksanakan tertib
administrasi  baik menyangkut administrasi
perkara maupun administrasi umum;

Fungsi Nasehat Dan Pembinaan, dalam hal ini
Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe berfungsi
dan  berwenang memberi nasehat dan
pertimbangan mengenai hukum Islam di instansi
pemerintah di daerah hukumnya bila diminta, dan
memberikan itshat kesaksian rukyatul hilal dalam
penentuan tahun hijriyah;

Fungsi Pengawasan, dalam hal ini Mahkamah
Syar’iyah Lhokseumawe berkewajiban
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melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap
tingkah laku aparaturnya.*®

5. Wilayah Yuridiksi

Dengan peresmian dan pelantikan Walikota,
secara de jure dan de facto Lhokseumawe telah menjadi
Kota Administratif dengan luas wilayah 253.87 km2 yang
meliputi 101 desa dan 6 kelurahan yang tersebar di 5

(lima) kecamatan, yaitu:

Kecamatan Banda Sakti
Kecamatan Muara Dua
Kecamatan Muara Batu

oo o

Kecamatan Blang Mangat

Pasca Reformasi terjadi beberapa Pemekaran
Wilayah dalam rangka Penguatan Otonomi Daerah, Kota
Lhokseumawe merupakan pemekaran dari Kabupaten
Aceh Utara yang terletak di pesisir timur pulau Sumatera.
Posisi Kota Lhokseumawe berada di antara Kota Banda
Aceh dan Medan, menjadikan kota ini sangat strategis
sebagai jalur distribusi dan perdagangan di Aceh. Sejak
tahun 1988 gagasan peningkatan status Kotif
Lhokseumawe menjadi Kotamadya mulai diupayakan
sehingga kemudian lahirlah Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2001 tanggal 21 Juni 2001 tentang pembentukan

% ‘Tugas Pokok dan Fungsi Mahkamah Syari’ah Lhocksuemawe’
<https://ms-lhokseumawe.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/>. Diakses pada 19
November 2024.
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Kota Lhokseumawe yang ditandatangani Presiden
Republik  Indonesia  Abdurrahman  Wahid  yang
wilayahnya mencakup tiga Kecamatan yaitu:

1. Kecamatan Banda Sakti
2. Kecamatan Muara Dua
3. Kecamatan Blang Mangat

Pada tahun 2006 Kecamatan Muara Dua
mengalami pemekaran menjadi Kecamatan Muara Dua
dan Kecamatan Muara satu sehingga jumlah kecamatan di
Kota Lhokseumawe menjadi 4 (Empat) Kecamatan, 9

kemukiman, 68 gampong, dan 259 dusun.

Kecamatan Banda Sakti
Kecamatan Muara Dua

Kecamatan Muara Satu

Mo E

Kecamatan Blang Mangat

Kota Lhokseumawe terletak di antara 4° — 5°
Lintang Utara dan 96° — 97° Bujur Timur dengan
ketinggian rata-rata 13 meter di atas permukaan laut.
Batas-batas wilayah Kota Lhokseumawe, sebelah Utara
berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah Selatan dengan
Kecamatan Kuta Makmur (Aceh Utara), sebelah Timur

dengan Kecamatan Syamtalira Bayu (Aceh Utara), dan
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sebelah Barat dengan Kecamatan Dewantara (Aceh
Utara).”

B. Deskripsi Perkara Dalam  Putusan Nomor
259/Pdt.G/2023/Ms.Lsm
1. Duduk Perkara

Penggugat mengajukan gugatan di kepaniteraan
mahkamah syar’iyah tertanggal 17 oktober 2023 dengan
registrasi perkara Nomor 259/Pdt.G/2023/Ms.Lsm.
penggugat merupakan istri sah dari tergugat yang
pernikahannya telah tercatat di Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama. Alasan utama penggugat
mengajukan perceraian dikarenakan sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran sebab penyelesaian tesis
tergugat. Kemudian disebabkan juga masalah penawaran
pekerjaan oleh teman tergugat kepada tergugat yang mana
tergugat mengambil keputusan sendiri tanpa melibatkan
penggugat. Kemudian atas permasalahan ini, sejak bulan
Juli 2020 penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal
dan tidak pernah menjalankan kewajiban layaknya suami-
istri. Akan tetapi tergugat membantah hampir seluruh
dalil gugatan Penggugat tentang alasan perceraian, namun
secara implisit Tergugat tidak bisa menyembunyikan
bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi

perselisihan dan pertengkaran yang dalam hal ini dapat

% “Wilayah Yuridiksi’ <https:/ms-lhokseumawe.go.id/wilayah-
yurisdiksi/>. Diakses pada 19 November 2024.
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dilihat pada jawaban Tergugat yang menyatakan
perselisihan terjadi karena kesalahpahaman Penggugat
dalam mendengar pembicaraan Tergugat dengan kolega
kampus mengenai revisi tesis yang disampaikan dalam
bahasa Aceh, di mana Penggugat tidak sepenuhnya
mengerti isi pembicaraan tersebut, dan akibat perselisihan
hal-hal kecil tersebut, Penggugat mulai mendiamkan
Tergugat saat Tergugat selalu mencoba membangun
komunikasi secara langsung, yang berujung pisah tempat
tinggal sejak bulan juli 2020 Penggugat keluar dari rumah
sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat
tidak lagi tinggal bersama dalam satu rumah sebagaimana
layaknya suami istri.

Dalam proses jawab menjawab antara Penggugat
dengan Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi
pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah
perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah
tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah
sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada
harapan lagi untuk kembali rukun.*

2. Pembuktian

Bahwasanya Penggugat telah mengajukan alat
bukti surahP.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi dan

% <Salinan Putusan Perkara Nomor 259/Pdt.G/2023/Ms.Lsm Dari
Mahkamah Syari’ah Lhoeksuemawe’.
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tergugat telah mengajukan alat bukti surahT.1, T.2, T.3,
T.4, serta 2 (dua) orang saksi:*
a. Bukti surat
1) Penggugat
a) Fotokopi bermeterai Kartu Tanda Penduduk,
tertanggal 20-02-2019, atas nama Nur Sari
Dewi. M, yang dikeluarkan oleh Kepala
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Lhokseumawe, bukti tersebut telah
dinazegelen dan telah dicocokkan dengan
aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti
P.1
b) Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Nikah
Nomor: xxx/023/11/2020 tertanggal 22
Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor
Urusan Agama Kecamatan
XXXXXXXXXXXXXXxXxX, Kota Lhokseumawe,
bukti tersebut telah dinazegelen dan telah
dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai,
selanjutnya diberi kode P.2.
2) Tergugat
a) Foto kopi Kartu Tanda Penduduk, NIK
XXXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 21-03-
2018, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXX, yang
dikeluarkan oleh Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

% <Salinan Putusan Perkara Nomor 259/Pdt.G/2023/Ms.Lsm Dari
Mahkamah Syari’ah Lhoeksuemawe’.
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Langsa, bukti tersebut telah dinazegelen dan
tidak dapat dicocokkan dengan aslinya
namun diakui oleh Penggugat, lalu diberi
kode bukti T.1;

b) Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor:
xxx/023/11/2020 tertanggal 22 Februari 2020,
yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama
Kecamatan  XXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota
Lhokseumawe, bukti  tersebut  telah
dinazegelen dan telah dicocokkan dengan
aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi
kode T.2.

c) Fotokopi surat, tidak ada nomor dan tanggal,
telah di nazegelen, dan tidak dapat
dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya
diberi kode T.3.

d) Foto kopi Print Out Chat Whatsapp, telah
dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan

dengan aslinya, selanjutnya diberi kode T.4.

b. Bukti saksi
1) Saksi dari penggugat
a) Rekan kerja penggugat sejak tahun 2016 dan
saksi kenal dengan penggugat dan tergugat.
Saksi mengetahui bahwasanya antara
penggugat dan tergugat telah menikah dan
diberi mahar sebanyak 17 mayam emas,

akan tetapi belum melakukan hubungan
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suami istri dan belum dikaruniai anak. Saksi
juga mengetahui bahwasanya keadaan rumah
tangga keduanya menjadi tidak harmonis
karena  terjadi  selisth paham yang
menyebabkan keduanya tidak lagi tinggal
bersama. Bahkan saksi pernah melihat
penggugat seperti depresi saat sedang keluar
rumah. Saksi tidak mampu mendamaikan
keduanya.

b) Saksi kedua adalah teman kerja penggugat di
kampus, saksi mengetahui bahwasanya
antara penggugat dan tergugat telah
melangsungkan pernikahan di tahun 2020
dengan mahar 17 mayam emas dan belum
dikaruniai anak serta tidak pernah
melakukan huungan suami istri. Penggugat
dan tergugat hanya tinggal bersama selama 3
bulan dan saksi tidak mengetahui
perselisihan apapun dalam rumah tangga
kedunya. Pada saat penggugat menginap di
rumah saksi selama 1 bulan dan saksi
melihat bahwasanya penggugat dalam
keadaan depresi. Selain itu saksi juga
mengetahui bahwa keduanya telah pisah
tempat tinggal selama beberapa bulan dan
sampai sekarang sudah tidak tinggal bersama
lagi.

2) Saksi dari tergugat
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b)
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Saksi pertama dari tergugat merupakan
teman dari tergugat dan saksi mengetahui
bahwasanya tergugat sudah menikah dan
belum melakukan hubungan suami istri, akan
tetapi saksi tidak mengenal penggugat. Saksi
mengetahui adanya perselisihan antara
penggugat dan tergugat terjadi dikarenakan
adanya kesalahpahaman dan tergugat terlihat
seakan membohongi penggugat. Keterangan
tersebut saksi dapatkan dari tergugat tanpa
mengetahui kebenaran lebih lanjut dari
penggugat. Selanjutnya dalam masalah ini,
saksi tidak dapat mendamaikan hubungan
rumah tangga antara penggugat dan tergugat.
Saksi kedua dari tergugat merupakan kakak
ipar tergugat. Saksi mengetahui bahwasanya
tergugat sudah menikah dengan mahar 17
mayam emas dan belum dikaruniai anak.
Dalam pernikahan tergugat dan tergugat,
saksi mengetahui adanya permasalah yang
disebabkan adanya kesalahpahaman terkait
penawaran pekerjaan. Dari permasalahan
tersebut keduanya pisah tempat tinggal sejak
tahun 2020. Pada bulan Desember 2020,
saksi pernah menjumpai Penggugat untuk
menanyakan tentang permasalahan rumah
tangga mereka, namun tidak ada titik temu,

Penggugat hanya mengatakan ‘“pokoknya
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nanti maharnya Dewi kembalikan saja”; -
Bahwa keluarga Tergugat sudah datang
menjumpai  keluarga Penggugat namun
Penggugat tidak mau bertemu dan ayah
Penggugat mengatakan tidak ada solusi dan
semua keputusan diserahkan  kepada
Penggugat dan mahar akan dikembalikan

3. Pertimbangan Hukum dalam Konvensi

Sebagaimana amanat dalam Pasal 82 ayat (1) dan
(4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143
ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam bahwasanya
hakim haruslah berupaya mendamaikan dengan memberi
nasihat dan arahan kepada penggugat agar bersabar dan
mengurungkan niatnya untuk bercerai dari tergugat. Akan
tetapi dalam hal ini, usaha mendamaikan tersebut tidaklah
berhasil.

Alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan
Cerai Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diawali
dengan masalah penyelesaian tesis Tergugat, kemudian
terkait pekerjaan yang ditawarkan teman Tergugat kepada
Tergugat dimana Tergugat mengambil keputusan sendiri,
akibatnya sejak bulan Juli 2020 antara Penggugat dengan
Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak
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menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-
istri. Dalam alasan penggugat tersebut, tergugat mengakui
adanya hubungan suami istri dengan Penggugat, dan
tempat  tinggal  bersama. Sedangkan  terhadap
pertengkaran dan perselisihan antara dengan Penggugat,
Tergugat telah membantahnya, dan Tergugat pada
pokoknya tidak keberatan dengan gugatan Penggugat
terkait perceraian.

Dalam acara jawab menjawab Tergugat
membantah hampir seluruh dalil gugatan Penggugat
tentang alasan perceraian, namun secara implisit Tergugat
tidak bisa menyembunyikan bahwa antara Penggugat dan
Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
dalam hal ini dapat dilihat pada jawaban Tergugat yang
menyatakan perselisihan terjadi karena kesalahpahaman
Penggugat dalam mendengar pembicaraan Tergugat
dengan kolega kampus mengenai revisi tesis yang
disampaikan dalam bahasa Aceh, di mana Penggugat
tidak sepenuhnya mengerti isi pembicaraan tersebut, dan
akibat perselisihan hal-hal kecil tersebut, Penggugat
mulai mendiamkan Tergugat saat Tergugat selalu
mencoba membangun komunikasi secara langsung, yang
berujung pisah tempat tinggal sejak bulan juli 2020
Penggugat keluar dari rumah sampai dengan sekarang
antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama
dalam satu rumah sebagaimana layaknya suami istri. Dari

keterangan ini, dapat disimpulkan bahwa pertengkaran
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keduanya sudah cukup parah sehingga sulit adanya
harapan untuk rukun kembali.®’

Dalam pembuktian, penggugat telah mengajukan
alat bukti dalam surahP.1 dan P.2. Bukti P.1, dan P.2
merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, ber
nazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut
relevan dengan apa yang akan dibuktikan Penggugat.
Selanjutnya, dalam keterangan 2 saksi penggugat adalah
fakta yang pernah dilihat dan didengar serta keterangan
keduanya bersesuaian dan cocok satu dengan yang lain.
Kemudian, keterangan dari saksi dua tergugat juga
memperkuat kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat
menyangkut adanya perselisihan dalam rumah tangga
antara penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan
Penggugat dan Tergugat, alat bukti surahmaupun saksi-
saksi dari Penggugat dan saksi Il Tergugat, maka dapat
ditemukan fakta hukum sebagai berikut:*

a. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah
pasangan suami isteri yang masih terikat dalam
sebuah perkawinan yang sah, tidak pernah bercerai
dan belum pernah berhubungan badan.

b. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sering

terjadi perselisihan dan pertengkaran.

%7 <Salinan Putusan Perkara Nomor 259/Pdt.G/2023/Ms.Lsm Dari
Mahkamah Syari’ah Lhoeksuemawe’.

% <Salinan Putusan Perkara Nomor 259/Pdt.G/2023/Ms.Lsm Dari
Mahkamah Syari’ah Lhoeksuemawe’.
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c. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran
tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah
tempat tinggal sejak tahun 2020 atau lebih dari 3
(tiga) tahun yang lalu dan keduanya tidak pernah
melaksanakan hak dan kewajibannya masing-
masing sebagaimana layaknya suami isteri.

d. Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan, dan
pihak keluarga serta aparatur gampong sudah
berusaha untuk merukunkan Penggugat dan
Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena
Penggugat bersikukuh ingin bercerai dari Tergugat
dan begitu pula dengan saksi Penggugat sudah
tidak mampu lagi merukunkan Penggugat dan

Tergugat.

Berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis
Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat
dan Tergugat benar benar sudah tidak harmonis dan sudah
pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran
terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk
dirukunkan. Fakta hukum tersebut telah memenuhi norma
hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah
Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi
pertimbangan Majelis Hakim “bahwa istri boleh
menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu
mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya
sehingga hal tersebut dapat menghalangi

keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka
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berdua”. Demikian pula norma hukum Islam yang
terkandung dalam kitab Al-Igna juz II halaman 133 yang
dijadikan sebagai pendapat majelis hakim “Di saat istri
telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya,
maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami)
nya dengan talak satu”. Berkaitan pula dengan perkara a
quo sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung
RI. Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997
mengabstraksikan kaidah hukum Bahwa “suami istri
yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan
untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah
terbukti retak dan pecah”.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi
Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor:
44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum :“Bahwa
bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri
telah terbukti dalam pemeriksaan di Mahkamah Syar’iyah
dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim
merukunkan kembali para pihak yang bersengketa
sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal
19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara yuridis
gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan
Tergugat haruslah dikabulkan”; Menimbang, bahwa
berdasarkan SurahEdaran Mahkamah Agung (SEMA)
Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan
Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022
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Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan,
dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf (b)
poin 2 yang menyatakan bahwa “perkara perceraian
dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus
menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri
berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah
berpisah tempat tinggal selama minima | 6 (enam) bulan”.
fakta hukum tersebut juga telah memenuhi salah satu
alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan
Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Sebagaimana pertimbangan-pertimbangan
tersebut, maka petitum gugatan penggugat agar
Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat
terhadap penggugat telah beralasan dan tidak melawan
hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c)
Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut
dikabulkan.

Pertimbangan Hakim dalam Rekonvensi

Bahwa pada dasarnya Penggugat Rekonvensi
berkeberatan  untuk  bercerai  dengan  Tergugat
Rekonvensi, namun dengan sikap kerasnya Tergugat
Rekonvensi yang ingin mengakhiri perkawinan, dengan
berat hati Penggugat Rekonvensi menerima permintaan

cerai dari Tergugat Rekonvensi, untuk itu oleh karena
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antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi
belum bercampur sebagaimana layaknya suami istri,
sehingga Penggugat Rekonvensi meminta agar Tergugat
Rekonvensi  mengembalikan ~ mahar  perkawinan
disebabkan gugatan ini berasal dari Tergugat Rekonvensi.

Guna membuktikan tuntutannya Penggugat
Rekonvensi telah mengajukan bukti T.2 berupa kutipan
akta nikah yang menerangkan bahwa mahar yang telah
dibayarkan oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat
Rekonvensi adalah sejumlah 17 (tujuh belas) mayam
emas hal mana diperkuat oleh keterangan dari kedua
saksi Tergugat Rekonvensi yang menerangkan bahwa
mahar Tergugat Rekonvensi berupa emas sejumlah 17
(tujuh belas) mayam.

Mahar atau maskawin merupakan nihlah atau
pemberian yang wajib diberikan oleh calon mempelai
pria kepada calon mempelai wanita dan harus disebutkan
jumlah, bentuk dan jenisnya yang disepakati kedua belah
pihak, saat calon mempelai pria melangsungkan akad
nikahnya, oleh karenanya mahar/maskawin tersebut
sudah menjadi hak milik pribadi pihak isteri. Namun
syariat islam memberikan pengecualian jika antara suami
isteri terjadi perceraian sedangkan antara suami istri
belum pernah melakukan hubungan suami istri (qobla
dukhul), maka suami wajib membayar setengah mahar
yang telah ditentukan dalam akad nikahnya kepada
Penggugat sebagai isterinya, Hal ini sesuai dengan pasal
35 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan
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“Suami yang mentalak isterinya qobla al dukhul wajib
membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam
akad nikah”’, maupun Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam
huruf (c) yang menyatakan “Bilamana perkawinan putus
karena talak, maka bekas suami wajib melunasi mahar
yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila
qabla ad dukhul.*®

Mengenai  jumlah  mahar yang  harus
dikembalikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada
Penggugat Rekonvensi, majelis hakim tidak sependapat
dengan pasal 35 ayat 1 dan pasal 149 huruf (¢) Kompilasi
Hukum Islam, bahwa dasar hukum tersebut ditujukan
(khitab nash) terhadap perkara cerai talak atau cerai atas
kehendak suami, Namun dalam perkara a quo, Tergugat
Rekonvensi  (istri) yang menghendaki perceraian
sedangkan Penggugat Rekonvensi pada dasarnya tidak
menghendaki adanya perceraian dan rumah tangganya
kembali seperti semula. Maka Majelis Hakim
berpandangan dalam perkawinan aquo Penggugat
Rekonvensi adalah pihak yang dirugikan karena
perceraian dilakukan sebelum terjadinya hubungan
seksual suami isteri. sebagaimana pendapat Asy-
Syarbaini dalam kitabnya Mughni al-Muhtaj yang
diambil alih oleh Majelis Hakim bahwa mahar
merupakan harta yang wajib diserahkan karena sebab
nikah, hubungan seksual, atau hilangnya keperawanan.

% <Salinan Putusan Perkara Nomor 259/Pdt.G/2023/Ms.Lsm Dari
Mahkamah Syari’ah Lhoeksuemawe’.
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Dan juga dalam hadits Nabi SAW yang diriwayatkan dari

3

Aisyah ra “...Apabila suami telah menyetubuhinya,
maka ia berhak atas mahar dikarenakan kemaluannya
telah dihalalkan...” (HR. Abu Daud).

Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di
persidangan dari keterangan saksi II Penggugat
Rekonvensi mengatakan bahwa Tergugat Rekonvensi
tidak mau melanjutkan hubungan perkawinan dengan
Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bersedia
untuk mengembalikan mahar perkawinan, dan begitu juga
dengan keluarga Tergugat Rekonvensi telah menyatakan
hal yang sama ketika terjadinya pertemuan antara
keluarga pihak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat
Rekonvensi. Maka Majelis hakim berpendapat bahwa
Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk
mengembalikan mahar perkawinan kepada Penggugat
Rekonvensi seluruhnya yaitu sejumlah 17 (tujuh belas)

mayam.

Amar Putusan

Dalam konvensi

a. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi

b. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat
Konvensi qabla dukhul terhadap Penggugat

Konvensi.

Dalam Rekonvensi
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a. Mengabulkan gugatan rekonvensi  Penggugat
Rekonvensi

b. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk
mengembalikan seluruh mahar kepada Penggugat
Rekonvensi sejumlah 17 (tujuh belas) mayam emas
dan harus dilunaskan pada saat Tergugat Rekonvensi
mengambil akta Cerai

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

a. Membebankan kepada Penggugat Konvensi untuk
membayar biaya perkara yang hingga saat ini
sejumlah Rp770.000,00 (Tujuh ratus tujuh puluh ribu
rupiah).'®

Berdasarkan uraian tentang isi putusan dan profil
Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe dalam kasus nomor
259/Pdt.G/2023/Ms.Lsm, dapat disimpulkan bahwa
putusan hakim didasarkan pada pertimbangan hukum
formal, fakta-fakta persidangan, dan bukti-bukti yang
diajukan oleh kedua belah pihak. Namun, dalam beberapa
aspek, terdapat keputusan yang tidak sepenuhnya sejalan
dengan ketentuan hukum positif, seperti pengembalian
mahar secara penuh. Hal ini menimbulkan pertanyaan
lebih lanjut mengenai landasan keadilan yang digunakan
oleh hakim dalam memutus perkara ini. Oleh karena itu,

pada bab selanjutnya, penulis akan menganalisis

10 «galinan Putusan Perkara Nomor 259/Pdt.G/2023/Ms.Lsm
Dari Mahkamah Syari’ah Lhoeksuemawe’.
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pertimbangan hukum hakim ini melalui pendekatan
maqasid syari'ah untuk melihat sejauh mana keadilan
substantif dapat diwujudkan dalam putusan tersebut.



BAB IV
ANALISIS MAQASID AL-SYARI’AH
TERHADAP PENGEMBALIAN MAHAR
SEPENUHNYA PADA PERKARA PERCERAIAN
QABLA AL-DUKHUL

. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Pengembalian
Mahar Sepenuhnya pada  Putusan Nomor

259/Pdt.G/2023/Ms.Lsm

Pertimbangan hakim memiliki peran yang sangat
penting dalam proses peradilan, karena menjadi dasar dalam
mengambil keputusan yang mencerminkan keadilan bagi para
pihak yang berperkara. Dalam praktiknya, pertimbangan
hakim sendiri memberikan legitimasi kepada hakim dalam
bertindak secara proaktif menegakkan suatu keadilan dan
perlindungan hak. Pertimbangan hakimjuga berperan dalam
situasi dimana para pihak yang berperkara yang tidak
sepenuhnya menyadari ataupun tidak mampu mengajukan
apa-apa saja tuntutan yang diperlukan. Secara mendalam,
pertimbangan hakim dapat dipahami sebagian bagian dari
tanggung jawab seorang hakim guna memastikan bahwa

nantinya hasil perkara tidak hanya sesuai prosedur hukum

84
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acara yang ada, tetapi juga mencerminkan suatu keadilan
yang substantif.’"*

Pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara
merupakan aspek fundamental dalam sistem peradilan, yang
mana pertimbangan hakim ini berfungsi untuk memastikan
bahwa tiap pengambilan keputusan tidak hanya berdasarkan
ketetapan yang ada, yakni aspek yuridis. Akan tetapi juga
mempertimbangkan nilai-nilai keadilan berdasarkan aspek
non-yuridis. Dari pertimbangan hakim inilah yang akan
menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan juga
keadilan, sehingga nantinya hasil keputusan akan diterima
dengan baik oleh semua pihak serta mencerminkan keadilan
yang sifatnya universal.'®

Dalam konteks hukum perdata khususnya perceraian,
pertimbangan hakim memungkinkan hakim melakukan
penetapan kewajiban atau memberikan hak-hak tertentu
kepada mantan istri, seperti nafkah iddah, mut’ah, madliyah
dan sebagainya meskipun hal tersebut tidak ada dalam
petitum atau tuntutan awal. Penerapan pertimbangan hakim
hukum seperti ini diatur dalam pasal 41 huruf C Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa
Pengadilan dapat mewajibkan bekas suami untuk
memberikan nafkah kepada bekas istrinya. Kewajiban ini

berlaku selama bekas istri masih menjanda atau belum

102 Ahmad S Fuadi And Dadin Eka Saputra, ‘Jurnal Penegakan
Hukum Indonesia (Jphi)’, 1.1 (2020). 79.

102 Mohamad Faisal Aulia, ‘Analisis Perbandingan Penerapan
Hukum Keluarga di Mesir dan di Indonesia’, Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah:
Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam, 2.2 (2022) 209.
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menikah dengan orang lain. Dengan demikian, hakim
sangatlah berperan dalam melindungi perempuan yang berada
dalam posisi rentang setelah perceraian.'®

Aturan-aturan mengenai mahar sudah jelas dan detail
berdasarkan regulasi yang ada. Akan tetapi sering timbul
sengketa atau permasalahan mengenai pengembalian mahar
pada saat terjadinya perceraian. Mahar yang banyak akan
tetapi kemudian pernikahan diakhiri dengan perceraian,
tentunya membuat seorang suami rugi dalam hal ini, terlebih
lagi perceraian tersebut diajukan oleh istri.Dalam ketetapan
hukum yang ada, yakni Kompilasi Hukum Islam Pasal 35
ayat (1) “Suami yang mentalak istrinya qobla al dukhul wajib
membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad
nikah. Meskipun demikian istri masih memiliki hak terhadap
mahar yaitu seperdua dari mahar yang telah diberikan oleh
suami” **. Maka dari itu, perlunya hakim dalam melakukan
interpretasi guna menyelesaikan masalah-masalah dengan
mempertimbangkan aspek keadilan dan perlindungan para
pihak. Mengingat bahwasanya putusan pengadilan merupakan
hasil pemikiran dalam Hukum Islam yang diambil oleh hakim
berdasarkan proses pemeriksaan dalam persidangan. Secara
teknis, putusan ini dikenal sebagai al-gada’ atau al-hukm,
yaitu sebuah penetapan atau keputusan yang dikeluarkan oleh

13 bayu A Wicaksono, ‘Hak Ex Officio Sebagai Perwujudan
Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Perkara Perceraian’,
2022 <https://badilag.mahkamahagung.go.id/>. Diakses pada 20 November
2024.

104 K ompilasi Hukum Islam. Pasal 35.
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lembaga resmi yang memiliki kewenangan untuk
menjalankan kekuasaan tersebut (al-wildyah al-qada )10

Dalam penelitian ini, penulis berusaha untuk
menganalisis putusan tentang pengembalian  mahar
sepenuhnya di Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe yang
terdapat dalam perkara putusan nomor
259/Pdt.G/2023/Ms.Lsm. dalam putusannya, hakim memutus
untuk mengembalikan mahar sepenuhnya kepada suami
dalam gugatan rekonvensi dengan alasan istri yang
menginginkan perceraian dan suami dirugikan dalam hal ini,
lalu meminta mahar dikembalikan karena pernikahan ini juga
belumlah melakukan hubungan badan. Selain itu juga istri
yang sebagai tergugat  rekonvensi menyatakan
ketersediaannya dalam mengembalikan mahar pada suami
yang sebagai tergugat rekonvensi.

Dalam perkara putusan nomor
259/Pdt.G/2023/Ms.Lsm ini, hakim Mahkamah Syar’iyah
Lhokseumawe memutus perkara tidak menggunakan
ketetapan hukum yang ada, maka dari itu dalam putusan ini
mengandung beberapa kontradiksi dengan dengan peraturan
perundang-undangan. Akan tetapi dalam analisis putusan ini,
penulis melihat dari segi keadilan hakim dalam
mempertimbangkan setiap tuntutan yang ada dengan
menggunakan pertimbangan hakim. Adapun alasan-alasan
keadilan hakim dalam memutus, sebagai berikut:

195 Achmad Arief Budiman, ‘Penemuan Hukum Dalam Putusan
Mahkamah Agung Dan Relevansinya Bagi Pengembangan Hukum Islam
Indonesia’, Al-Ahkam, Vol. 24, No. 1 (2014),7.
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1. Perceraian dalam keadaan gabla dukhiil

Maskawin atau mahar dalam pernikahan
merupakan suatu kewajiban yang harus ditunaikan calon
suami dan diberikan kepada calon istrinya.'® Tujuan dari
pemberian mahar sendiri adalah sebagai bukti
kesungguhan calon suami untuk menikahi sang tambatan
hati dan sekaligus untuk memenuhi hak-hak perempuan

dalam pernikahan.'’

Dalam praktiknya, hubungan
pernikahan terkadang terjadi perselisihan ataupun
masalah lainnya yang menjadikan tidak harmonisnya
hubungan pernikahan. Dari perselisihan ini, tidak sedikit
pernikahan berujung perceraian. Perceraian juga bukan
hanya sekedar putusnya tali pernikahan, akan tetapi
banyak akibat didalamnya. Salah satu akibat perceraian
yakni masalah mahar. sering timbul perdebatan di tengah
masyarakat mengenai hak mahar istri dalam perceraian
sebelum digauli, apakah istri tetap berhak atas mahar itu
atau suami boleh menarik kembali mahar tersebut.

Dalam putusan nomor 259/Pdt.G/2023/Ms.Lsm
ini, hakim Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe
mengabulkan permohonan suami yang sebagai penggugat
rekonvensi untuk menarik kembali mahar yang telah
diberikan kepada istri sebagai tergugat rekonvensi yang

berjumlah 17 payam emas. Adapun hakim dalam

16 Nur Adiliah, Erlina, and St. Nurjannah, ‘Tinjauan Yuridis
tentang Pengembalian Mahar Akibat Perceraian’, Alauddin Law
Development Journal, Vol. 5, No. 2 (2023), 360.

07 Misbah Mrd, ‘Konsep Mahar dalam Al-Qur’an dan
Relevansinya dalam Masa Ke Kinian’. 125.
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mempertimbangkan pengabulan pengembalian mahar
salah satunya karena perkara perceraian ini terjadi dalam
keadaan gabla dukhil. Perceraian qabla dukhal terjadi
ketika pasangan suami istri memutuskan untuk bercerai
sebelum mereka melakukan hubungan seksual dalam
pernikahan tersebut. Selain itu, hakim berpendapat bahwa
pihak suami adalah pihak yang dirugikan dalam perkara
perceraian ini, dikarenakan belum terjadinya hubungan
seksual antara suami istri.

Adapun landasan yang digunakan hakim dalam
putusan ini adalah pendapat Asy-Syarbaini dalam
kitabnya Mughni al-Muhtaj “yang diambil alih oleh
Majelis Hakim bahwa mahar merupakan harta yang wajib
diserahkan karena sebab nikah, hubungan seksual, atau
hilangnya keperawanan”. Dan juga dalam hadits Nabi
SAW yang diriwayatkan dari Aisyah ra “...Apabila
suami telah menyetubuhinya, maka ia berhak atas mahar
dikarenakan kemaluannya telah dihalalkan...” (HR. Abu
Daud).'® Dalam dua landasan hukum yang digunakan
hakim diatas, tidak menjelaskan secara spesifik
pengembalian mahar seluruhnya, hanya membahas
mengenai kewajiban mahar atas terjadinya persetubuhan.
Melihat cara analisis dari dua dasar hukum hakim diatas,
diketahui bahwasanya hakim menggunakan kaidah
mafhiim mukhalafah dalam menganalisis dan memutus

perkara pengembalian mahar seluruhnya.

108 «galinan Putusan Perkara Nomor 259/Pdt.G/2023/Ms.Lsm dari
Mahkamah Syari’ah Lhoeksuemawe’.
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Mafhiim mukhalafah merupakan  suatu
pemahaman yang diberikan kepada lafadz mafhiim tidak
sama dengan lafadz mantiiq. Dengan kata lain, mafhiam
mukhalafah dipahami berbeda dengan ucapan maupun
nafinya yang sehingga dalam memahaminya berbanding
terbalik dari bunyi lafadz yang diucapkan.'®® Artinya,
apabila dalam suatu pernikahan tidak terjadi hubungan
seksual, maka berdasarkan kaidah ini dapat dipahami
bahwa tidak ada kewajiban mahar yang sepenuhnya harus
diberikan atau dikembalikan. Selanjutnya, apabila
pernikahan putus atau dibatalkan sebelum terjadi
hubungan seksual, maka kewajiban untuk
mengembalikan mahar secara penuh tidak secara
otomatis berlaku. Dalam hal ini, penulis berusaha untuk

menganalisis landasan hukum hakim, sebagai berikut:

a) Pendapat Asy-Syarbaini dalam kitabnya Mughni al-
Muhtaj

Dalam kitab Mughni al-Muhtaj, Imam Asy-

Syarbaini menjelaskan bahwa “mahar adalah harta

yang wajib diserahkan oleh suami kepada istri

sebagai akibat dari adanya pernikahan, hubungan

seksual, atau hilangnya keperawanan”. Ketiga faktor

ini tentu sangat berhubungan langsung dengan

kewajiban mahar dalam suatu pernikahan. ketiga

faktor tersebut dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua),

19 Muhammad Fadillah and Alwizar, ‘Kaedah Manthuq dan
Mathum’, Jurnal Kajian Islam dan Sosial Keagamaan, 2024. 453.
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yakni sebab adanya pernikahan dan hubungan
seksual.

Dari dua sebab tersebut, hakim dalam
pertimbangan hukumnya untuk memutus perkara
nomor 259/Pdt.G/2023/Ms.Lsm menggunakan kaidah
mafhiim  mukhalafah. Maka, berlaku  hukum
kebalikan dari penjelasan Asy-Syarbaini. Karena
selama dalam hubungan pernikahan antara tergugat
rekonvensi dan penggugat rekonvensi belumlah
melakukan  hubungan seksual. Maka hakim
berpendapat bahwa istri yang sebagai tergugat
rekonvensi harus mengembalikan mahar yang telah
diterimanya, sesuai dengan gugatan dari suami

sebagai penggugat rekonvensi.

Hadits Nabi SAW tentang Mahar

Hadits yang dijadikan dasar oleh hakim
dalam putusan ini adalah hadits yang diriwayatkan
oleh Aisyah r.a, yang berbunyi “Apabila suami telah
menyetubuhinya, maka ia berhak atas mahar
dikarenakan kemaluannya telah dihalalkan...” (HR.
Abu Daud). Hadits ini menjelaskan mengenai
kepemilikan mahar oleh seorang istri adalah ketika
terjadinya hubungan seksual antara keduanya.

Hakim dalam pertimbangan hukumnya untuk
memutus  perkara nomor  259/Pdt.G/2023/Ms.
menggunakan kaidah mafhim mukhdalafah. Maka,
berlaku hukum kebalikan dari penjelasan hadits
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mengenai mahar tersebut. Karena selama dalam
hubungan pernikahan antara tergugat rekonvensi dan
penggugat rekonvensi belumlah melakukan hubungan
seksual. Maka hakim berpendapat bahwa istri yang
sebagai tergugat rekonvensi harus mengembalikan
mahar yang telah diterimanya, sesuai dengan gugatan
dari suami sebagai penggugat rekonvensi.

Dari kedua landasan hukum yang digunakan
hakim di atas. Dapat disimpulkan bahwasanya hakim
menitikberatkan atas adanya hubungan seksual terlebih
dahulu dalam pernikahan, barulah seorang istri berhak
atas kepemilikan harta maharnya. Maka apabila belum
terjadi hubungan di antara keduanya, tidak berhak
seorang istri atas kepemilikan harta mahar tersebut.

Salah satu istilah dalam mahar adalah niklah,
yang berarti pemberian tanpa alat tukar. Nihlah adalah
al-Inhal, yakni at-Tadayyun (kewajiban yang telah
ditentukan sebagai hutang). Namun makna nihlah disini
tidak bisa diartikan secara teks saja yang berarti cuma-
cuma, tetapi alat tukar atas telah mencampuri istrinya.'*
Sejalan dengan keterangan kedua landasan hukum hakim
di atas, bahwa adanya kepemilikan mahar adalah sebab
hubungan seksual.

10 Ymam Nawawi, A Majmu’ Syarah Al Muhadzdzab (Pustaka
Azzam, 2015). Terj. Ali Murtadho Fahrizal. 662
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Dari penjelasan di atas yang merupakan analisis
penulis terhadap landasan hukum hakim dalam
mempertimbangkan pengabulan permohonan rekonvensi
pengembalian mahar seluruhnya dalam perkara nomor
259/Pdt.G/2023/Ms. maka perlu juga melihat dan
menganalisis pertimbangan hukum lainnya dalam
memutus perkara tersebut. Adapun pertimbangan lainnya
dalam memutus pengembalian mahar sepenuhnya ini
adalah karena perceraian adalah kehendak istri sehingga
dijatuhi talak bain sugra dan istri rela untuk
mengembalikan mahar seutuhnya kepada suami. Analisis
kedua pertimbangan tersebut akan dijelaskan dalam
poin-poin berikutnya.

2. Perceraian atas kehendak istri (cerai gugat)

Sebelum menganalisis pertimbangan hakim
kedua ini, perlu ditekankan bahwasanya perkara cerai
gugat dalam putusan nomor 259/Pdt.G/2023/Ms.Lsm ini
bukanlah termasuk ke dalam kAulu’ dan bahkan dalam
amar putusan hakim menetapkan perceraian gugat ini ke
dalam jenis talak bain sugra. Cerai gugat adalah
perceraian yang diajukan oleh pihak istri, sementara
khulu' adalah perceraian yang diminta oleh istri dengan
memberikan tebusan atau ‘iwadh kepada suami, dan
perceraian ini disetujui oleh suami. Sedangkan dalam
perkara cerai gugat ini, istri tidak memberikan tebusan
apa-apa atas dirinya. Para ulama dari mazhab Syafi’iyah

mengartikan khulu’ sebagai perceraian antara suami istri
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dengan adanya ganti rugi dan adanya lafal talak maupun
lafal khulu’

Seorang suami ataupun istri yang menuntut cerai
di pengadilan adalah untuk menuntut haknya yang telah
dirugikan oleh pasangannya, oleh sebab itu dari pihak
yang mengajukan perceraian memerlukan dan meminta
adanya perlindungan hukum ke pengadilan yang
berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa
perceraian. Dalam mengajukan permohonan ataupun
gugatan perceraian, antara suami dan istri haruslah
memiliki kepentingan dan dasar hukum yang layak.
Karena perceraian tidaklah dilarang oleh Undang-undang
Perkawinan yang ada, tetapi akan dipersukar, maka
perceraian tersebut harus dilakukan di hadapan muka
pengadilan dengan melalui tahapan berdasarkan Undang-
undang yang berlaku.'*?

Hakim memutus perkara nomor
259/Pdt.G/2023/Ms.Lsm mengembalikan mahar
sepenuhnya kepada suami yakni sebagai penggugat
rekonvensi. Salah satu pertimbangan hakim dalam
memutus demikian adalah karena perceraian tersebut
merupakan cerai gugat dan atas kehendak istri, sedangkan
suami tidaklah menginginkan terjadinya perceraian. Perlu

di garis bawahi bahwasanya walaupun dalam perkara ini

11 Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 3 (Ichtiar
Baru Van Hoeve, 1996). 932.

Y2 Yanti Julia, ‘Analisi S Yuridis Penuntutan Pengembalian
Mahar Akibat Perceraian (Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh Nomor:
15/Pdt.G/2011/Ms-Aceh) Yanti Julia’. 11.
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istrilah yang menghendaki adanya perceraian, akan tetapi
gugatan perceraian ini diajukan oleh istri dikarenakan
adanya perselisihan antara keduanya yang berlangsung
terus menerus, sehingga hakim sebagaimana dalam
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari
1999 Nomor: 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah
hukum :  “Bahwa bilamana  perselisihan  dan
pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam
pemeriksaan di Mahkamah Syar’iyah dan didukung oleh
fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan
kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami
istri”, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara yuridis gugatan
Penggugat yang memohon perceraian dengan Tergugat
haruslah dikabulkan. Maka cerai gugat dalam perkara ini
bukan semena-mena atas kehendak istri, akan tetapi
suami menjadi salah satu penyebab adanya masalah
dalam rumah tangga dan keduanya tidak dapat
menyelesaikan masalah tersebut. Yang membedakan
adalah suami tetap ingin tidak bercerai, sedangkan istri
ingin mengakhiri pernikahan ini atas terjadinya
perselisihan yang telah berlangsung lama tersebut.
Selanjutnya dalam rekonvensi, dimana suami
menuntut dikembalikannya mahar yang telah ia berikan
kepada istri dengan alasan perceraian adalah kehendak
istri dan belum terjadinya dukhiil diantara keduanya.

Maka hakim beranggapan bahwa suami dalam masalah
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ini tentu sebagai pihak yang dirugikan dan permohonan
suami untuk menarik kembali mahar yang telah diberikan
kepada istri, yakni 17 mayam emas.

Dalam hal ini, penulis berusaha menganalisis
atas pertimbangan hakim tersebut. sebenarnya dalam
regulasi hukum yang ada, tidak ada satupun ketetapan
yang menjelaskan mengenai masalah ini, yang ada hanya
dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 35 vyang
menyatakan “Suami yang mentalak istrinya qobla al
dukhul wajib membayar setengah mahar yang telah
ditentukan dalam akad nikah”, maupun Pasal 149
Kompilasi Hukum Islam huruf (c) yang menyatakan
“Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas
suami wajib melunasi mahar yang masih terhutang
seluruhnya, dan separuh apabila gabla dukhil dan
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"Jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu
bercampur dengan mereka, padahal kamu sudah
menentukan maharnya, maka bayarlah separuh
dari mahar yang telah kamu tentukan, kecuali
jika mereka (para wanita itu) memaafkan atau
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dimaafkan oleh orang yang memegang akad
nikah." (QS. 2 [Al-Bagarah] : 237) **3

Kedua ketetapan di atas mengisyaratkan mahar
separuh untuk suami. Akan tetapi dengan menggunakan
pertimbangan hakimhakim dalam perkara ini. Maka
hakim beranggapan bahwasanya suami berhak atas
seluruhnya mahar yang telah ia berikan kepada istri
karena pihak suamilah yang dirugikan atas perceraian
permintaan istri tersebut.

Kesimpulan dari analisis ini, meskipun Pasal 35
Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan bahwasanya
pengembalian mahar hanya sebesar setengahnya jika
perceraian terjadi sebelum adanya hubungan seksual,
akan tetapi dalam masalah ini hakim memiliki wewenang
untuk membuat keputusan yang lebih
mempertimbangkan kondisi spesifik perkara yang sedang
ditangani. Hal ini  mencerminkan  penggunaan
pertimbangan hakimoleh hakim untuk memutuskan demi
tercapainya keadilan yang lebih mendalam, meskipun
mungkin bertentangan dengan aturan yang tertulis.
Dalam konteks ini, hakim mungkin menganggap bahwa
pengembalian mahar secara penuh lebih sesuai dengan
keadaan tertentu, terutama ketika memperhitungkan
keadilan bagi pihak istri yang terlibat dalam perceraian
gugat yang belum disertai dengan hubungan suami-istri.

13 Tim Penerjemah, Al-Qur’an Dan Terjemahannya. 51.
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Dengan demikian, meskipun keputusan ini tidak
sesuai dengan ketentuan pasal yang ada, hakim mungkin
memandangnya sebagai langkah yang lebih adil untuk
menghindari ketidaksetaraan atau kerugian lebih lanjut
bagi salah satu pihak."* Keputusan ini menunjukkan
adanya fleksibilitas dalam menafsirkan hukum untuk
mencapai tujuan utama dalam hukum Islam, vyaitu
memberikan keadilan substantif dan memperhatikan
situasi sosial serta psikologis masing-masing pihak yang
terlibat dalam perceraian. Hal ini membuktikan bahwa
hukum dapat ditafsirkan secara lebih luas, dengan hakim
mempertimbangkan nilai-nilai  keadilan yang lebih
mendalam, bukan sekadar mengikuti aturan secara
tekstual."*®

Ketersediaan istri untuk mengembalikan mahar

Ketersediaan istri untuk mengembalikan mahar
dalam kasus ini merupakan salah satu pertimbangan
hakim juga dalam menjatuhi Tergugat Rekonvensi
mengembalikan mahar perkawinan kepada Penggugat
Rekonvensi seluruhnya yaitu sejumlah 17 (tujuh belas)
mayam alam putusan Nomor 259/Pdt.G/2023/Ms.Lsm.
Tergugat Rekonvensi bersedia untuk mengembalikan
mahar perkawinan, dan begitu juga dengan keluarga

1% Nur Annisa Asjaksan and Zainuddin Zainuddin, ‘Sengketa

Mahar Setelah Terjadi Perceraian’, 1.1 (2020). 77.

115 Alva Dio Rayfindratama, ‘Kebebasan Hakim dalam

Menjatuhkan Putusan di Pengadilan’, Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan
Tata Negara, 1.2 (2023), 18.
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Tergugat Rekonvensi telah menyatakan hal yang sama
ketika terjadinya pertemuan antara keluarga pihak
Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Bukan
hanya itu, dalam keterangan saksi dari tergugat selaku
kakak ipar yang mencoba menanyakan permasalahan
rumah tangga tergugat menerangkan bahwasanya
penggugat mengatakan “pokoknya nanti maharnya Dewi
kembalikan saja”. **®

Dalam putusan Nomor 259/Pdt.G/2023/Ms.Lsm.
tersebut, hakim dalam memutus pengembalian mahar
sepenuhnya atas ketersediaan istri mengembalikan
maharnya, tidaklah menggunakan landasan hukum yang
jelas. Akan tetapi hakim dalam memutus menggunakan
pertimbangan hakimnya dengan berpendapat bahwa
ketersediaan 1istri mengembalikan maharnya menjadi
sebab bahwa mahar tersebut dikembalikan sepenuhnya
kepada suami.

Maka dalam hal ini Penulis mencoba
menganalisis pertimbangan hakim tersebut menggunakan
dasar-dasar hukum yang ada, baik dalam hukum positif
Indonesia maupun dalam pandangan hukum Islam, serta
menganalisis  ketentuan  hakim  tersebut  dalam
mempertimbangkan suatu perkara.

Dalam hukum islam, mengenai pengembalian

mahar di isyaratkan seperdua tetap menjadi hak milik

118 <Salinan Putusan Perkara Nomor 259/Pdt.G/2023/Ms.Lsm dari
Mahkamah Syar'iyah Lhoksuemawe’.
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istri. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surahAl-
Bagarah ayat 237:

i i g BAREE U1 5 e A0
(';:,p}; L; £, 0 ;1

“Jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu
sentuh  (campuri), padahal kamu  sudah
menentukan maharnya, maka (bayarlah) separuh

dari apa yang telah kamu tentukan.” (QS. 2 [Al-
Bagarah]: 237) "

Mengenai mahar dalam perceraian gabla dukhal,
Imam syafi’i dalam menafsiri ayat ini menyatakan bahwa
“Allah memberikan hak kepada istri untuk memaafkan
mahar yang telah jatuh kewajibannya baginya. Allah
Jjuga menetapkan hak bagi orang yang menjadi wali akad
nikah untuk memaafkan mahar. Itu terjadi ketika mahar
telah ditetapkan kemudian suami menyerahkan mahar
Jika penyerahannya belum sempurna, dan suami tidak
meminta  kembali  setengahnya jika dia telah
menyerahkannya. Tampak jelas menurut saya dalam ayat
ini bahwa orang yang memegang akad nikah adalah
suami.”™*®

Selanjutnya Imam Syafi’i juga menekankan
bahwasanya dalam meminta kembali setengah mahar

yang telah diberikan kepada istri adalah dengan cara

424.

Y7 Tim Penerjemah, Al-Qur’an Dan Terjemahannya. 51.
18 Imam Syafi’i, 4/ Umm. Terj. Misbah (Pustaka Azzam, 2014).
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meminta pertimbangan istri. Pendapat Imam Syafi’i tidak
hanya melihat dari sisi ‘ain (benda) dari mahar tersebut,
akan tetapi juga melihat kerelaan istri untuk
mengembalikannya.'*®

Penulis secara mendalam menganalisis atas
pertimbangan hakim wuntuk mengembalikan mahar
sepenuhnya kepada suami dengan alasan keridhaan istri
untuk mengembalikannya. Imam syafi’i berkata
“Seandainya istri telah menerima seluruh mahar atau
setengahnya, lalu dia berkata, "Aku memaafkanmu atas

’

mahar yang engkau tentukan bagiku," maka jika istri

mengembalikan mahar itu kepada suami, maka

» 120
pemaafannya sah’.

4 4
@ @
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“kecuali jika mereka atau pihak yang memiliki
kewenangan  nikah  (suami  atau  wali)

membebaskannya.” (QS. 2 [Al-Bagarah]: 237).
121

Salah  satu  pertimbangan hakim dalam
mengembalikan mahar sepenuhnya kepada suami adalah
kerelaan istri untuk mengembalikannya. Sejalan dengan

pendapat Imam Syafi'l di atas yang menekankan bahwa

119 Chabibatul Maulidah, ‘Status Mahar dalam Perceraian Qabla
Dukhul (Perbandingan Pandangan Imam Malikd dan Imam Syafi’i)’,
Moefty: Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum, 2023. 58.

20 Imam Syafi’i, Al Umm. Terj. Misbah (Pustaka Azzam, 2014).
431.

121 Tim Penerjemah, Al-Qur’an Dan Terjemahannya. 51.
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pengembalian mahar yang dilakukan oleh istri dengan
sukarela dan atas dasar pemaafan dianggap sah.
Ketersediaan istri untuk mengembalikan mahar
sepenuhnya menjadi dasar bagi hakim untuk
mengabulkan rekonvensi suami, yaitu permohonan suami
untuk meminta mahar kembali. Meskipun mahar
merupakan hak istri, keadilan menuntut agar keputusan
hukum mempertimbangkan kerelaan istri dalam
mengembalikan mahar tersebut tanpa adanya paksaan.
Dalam hal ini, pertimbangan hakimyang digunakan oleh
hakim menunjukkan penerapan prinsip keadilan, di mana
hakim bertindak untuk memastikan bahwa kedua belah
pihak diperlakukan secara adil, baik dalam hal hak istri
maupun suami. Keputusan tersebut bukan hanya
memperhatikan hak materiil, tetapi juga aspek moral dan
niat baik dari istri, yang pada akhirnya memastikan

tercapainya keadilan bagi keduanya.

B. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan
Pengembalian Mahar Sepenuhnya pada Putusan
Nomor 259/Pdt.G/2023/Ms.Lsm Perspektif Magqgasid
Al-Syart‘ah

Pada rekonvensi yang tertuang dalam Putusan Nomor
259/Pdt.G/2023/Ms.Lsm,  suami  sebagai  penggugat
rekonvensi mengajukan tuntutan kepada istri, yang bertindak

sebagai tergugat rekonvensi, untuk mengembalikan mahar
secara penuh berupa 17 mayam emas. Setelah melalui proses
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pemeriksaan, hakim memutuskan untuk mengabulkan
tuntutan tersebut.

Namun demikian, dalam mempertimbangkan dan
memutuskan pengembalian mahar sepenuhnya, hakim dalam
Putusan Nomor 259/Pdt.G/2023/Ms.Lsm, tidak sepenuhnya
mendasarkan putusannya pada regulasi hukum yang berlaku,
yakni Kompilasi Hukum Islam Pasal 35 yang menyatakan
bahwa “Suami yang mentalak isterinya qobla al dukhul wajib
membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad
nikah”, maupun Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam huruf (c)
yang menyatakan “Bilamana perkawinan putus karena talak,
maka bekas suami wajib melunasi mahar yang masih
terhutang seluruhnya, dan separuh apabila qabla dukhil.
Sebaliknya, hakim memanfaatkan kewenangan ex officio
dalam memutus perkara ini. Pertimbangan hakimmemberikan
keleluasaan bagi hakim untuk bertindak di luar aturan hukum
berlaku yang terkadang bersifat kaku, terutama dalam situasi
di mana regulasi yang ada belum cukup memadai untuk
memberikan solusi yang adil. Dengan menggunakan hak ini,
hakim  dapat  mengeluarkan  putusan  berdasarkan
kebijaksanaan dan tanggung jawab profesionalnya, sepanjang
keputusan tersebut bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan
masyarakat. Dalam kasus ini, penggunaan pertimbangan
hakimmenunjukkan bahwa hakim tidak hanya bertindak
sebagai pelaksana hukum secara tekstual, tetapi juga sebagai
penjaga nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.
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Pertimbangan  hakimyang diterapkan  dengan
menggunakan asas keadilan adalah sebuah langkah yang
sejalan dengan prinsip magqasid al-syari‘ah, yakni tujuan
syariat Islam yang menitikberatkan pada kemaslahatan umat
manusia. Kajian mengenai maqgasid al-syari‘ah tentu
sangatlah penting dalam hukum Islam. Hukum Islam sebagai
ketetapan Allah. senantiasa berinteraksi dengan perubahan
zaman. Seringkali timbul pertanyaan mengenai bagaimana
penerapan hukum masa terdahulu bisa menetapkan hukum
masa sekarang. Tentunya dalam permasalahan demikian perlu
pemahaman mendalam terhadap maqdasid al-syari'ah. Asy
Syatibi membagi magqdasid al-syari‘ah menjadi tiga kategosi,
yakni dharuriyyat, hajiyyat dan tahsiniyyat. Pada kategori
dharuriyyat, Asy Syatibi menekankan pada lima aspek yang
haruslah dijaga, yakni perlindungan terhadap agama (hifzu
ad-din), jiwa (hifzu an-nafs), akal (hifzu al-aql), keturunan
(hifzu an-nasl), dan harta (hifzu al-mal).**

Maka, dalam pembahasan kedua Bab 4 ini, penulis
tertarik untuk menganalisis lebih lanjut bagaimana
pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini ditinjau dari
perspektif maqasid al-syari‘ah, khususnya pada aspek
perlindungan terhadap jiwa (hifzu an-nafs), akal (hifzu al-
aqgl), dan harta (hifzu al-mal). Pendekatan ini digunakan
untuk melihat bagaimana keputusan hakim tidak hanya

122 Akhmad Maimun, ‘Maqoshid Al Syari’ah dalam Hukum
Mahar Perkawinan’, Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan
Humaniora, 1.2 (2023), 139.
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mengacu pada hukum formal, tetapi juga memastikan bahwa
setiap langkah yang diambil memberikan dampak positif dan
adil bagi para pihak yang bersengketa.

Analisis ini akan mengeksplorasi bagaimana putusan
tersebut mencerminkan nilai-nilai maqasid al-syari ah,
dengan fokus pada menjaga stabilitas emosional dan
psikologis para pihak (Aifzu an-nafs), mendukung ketenangan
dan keseimbangan mental pasca-perselisinan (hifzu al-aql),
serta melindungi hak-hak finansial kedua belah pihak (hifzu
al-mal). Dengan cara ini, diharapkan keadilan yang substantif
dapat terwujud, tidak hanya sebatas pada penerapan aturan
tekstual, tetapi juga mencerminkan esensi syariat Islam yang
bersifat rahmatan lil 'alamin.

Adapun analisis perlindungan terhadap jiwa, akal,
dan harta adalah sebagai berikut:

1. Hifzu al-Nafs (Pemeliharaan Jiwa)
Al-Nafs diartikan sebagai jiwa, nyawa, manusia.
Dalam upaya pemeliharaan jiwa, Allah SWT
mengharamkan adanya perbuatan yang menimbulkan
123 Adanya sebuah konflik

permasalahan merupakan pintu atau jalan mendatangkan

kerusakan pada jiwa.

kerugian pada jiwa, sehingga penting adanya solusi yang

akan menengahi dan meminimalisir dampak negatif atas

128 Hendra Sudrajat and others, Tujuan Hukum Islam (Maqashid
al-Ahkam) (Sada Kurnia Pustaka, 2022). 21
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konflik tersebut. sebagaimana firman Allah dalam

surahan-Nisa ayat 128:
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“Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka),
walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir.
Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara
dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh)
sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa
yang kamu kerjakan.” (QS. 4 [An-Nisa]: 128)**

Pada putusan Nomor 259/Pdt.G/2023/Ms.Lsm ini
fakta bahwa perceraian terjadi disebabkan oleh terjadinya
pertengkaran hingga pisah ranjang selama 3 tahun dan
apabila pernikahan dilanjutkan, berkemungkinan akan
terjadi  kembali permasalahan-permasalahan tersebut.
Dalam situasi yang demikianlah hakim berhak untuk
mengabulkan gugatan cerai. Dengan adanya perceraian
tersebut akan melindungi suami-istri dari dampak
emosional akibat pertengkaran yang berlarut hal ini
sejalan dengan makna dari pemeliharan jiwa (hifzu al-

nafs).

124 Tim Penerjemah, Al-Qur’an Dan Terjemahannya. 132.
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Selanjutnya mengenai pengembalian mabhar.
Mahar merupakan salah satu dampak yang timbul dari
adanya perceraian, oleh karena itu perlu lebih lanjut
untuk menyelesaikan permasalahan atas mabhar, terlebih
lagi perceraian dalam perkara ini adalah perceraian yang
belum terjadi dukhil di dalamnya. Putusan ini
memberikan kepastian hukum antara suami istri, terutama
suami sebagai pihak tergugat rekonvensi yang menggugat
untuk adanya pengembalian mahar. ketika tuntutan suami
terpenuhi, maka suami akan merasa dihargai atas haknya.
Hal yang sama berlaku untuk istri, yang bersedia
mengembalikan mahar, sehingga keputusan ini dianggap
adil dan tidak menimbulkan beban tambahan di kemudian
hari.

Keputusan hakim untuk mengabulkan gugatan
balik suami untuk menuntut istri mengembalikan
maharnya merupakan suatu keputusan yang adil karena
dapat mencegah buruknya hubungan pasca pernikahan.
tentunya dalam pengembalian mahar ini sejalan dengan
tujuan pemeliharan jiwa (hifzu al-nafs).

Hifzu al-‘Aql (Pemeliharaan Akal)

Akal merupakan sumber dari pengetahuan. Akal
membantu manusia untuk memahami tiap perintah Allah
SWT dalam Al-Quran, dengan akal pula manusia menjadi
khalifah di muka bumi ini sehingga menjadikan manusia
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sebagai makhluk yang mulia karena akalnya.'”® Hifzu al-
‘aql merupakan tujuan penting maqasid al-syari‘ah
dalam menjaga dan melindungi kemampuan berpikir
yang rasional. Dengan akal sehat, akan membantu
seorang individu dalam membuat keputusan yang tepat.
Pada konteks pengembalian mahar kasus ini, prinsip Aifzu
al-‘agl tentu sangat diperlukan guna menunjukkan
perlindungan terhadap akal dan pertimbangan hakim
yang rasional dalam mempertimbangkan putusannya.

Pada putusan Nomor 259/Pdt.G/2023/Ms.Lsm ini,
keputusan hakim dalam mengabulkan pengembalian
mahar sepenuhnya memberikan kepastian hukum antara
suami istri. Suami sebagai penggugat rekonvensi, apabila
dalam masalah ini tidak mendapat ketidakpastian hukum
yang jelas, tentu akan menjadi suatu beban yang berlarut
dan bisa mendatangkan kemudharatan serius sehingga
harus diselamatkan. Begitu juga dengan istri, terjadinya
gugatan cerai oleh istri tidak lain disebabkan adanya
pertengkaran dengan suami dan pihak istri menghadapi
tekanan emosional dari segi sosial, psikologi maupun
hukum. Dengan adanya ketersedian istri untuk
mengembalikan maharnya dan hakim mengabulkan
permohonan suami tersebut, menjadikan istri bebas atas
tekanan konflik pernikahan sehingga akan mengurangi

ketegangan emosional istri.

15 Sadad Aldiansyah, ‘Konstruksi Hukum Pengabulan Izin
Poligami dalam Perspektif Maqasid Syari'ah (Studi Putusan Nomor
0638/Pdt.G/2018/PA.Kds)’ (UIN Walisongo Semarang, 2022). 115.
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Dengan adanya keputusan ini, hakim telah
melindungi akal kedua belah pihak dari potensi-potensi
kemudharatan yang mengganggu  hifzu  al-‘aql.
Penggunaan pertimbangan hakimhakim tidak hanya
mementingkan penggunaan aturan yang berlaku, tetapi
justru hakim lebih mempertimbangkan adanya keadilan
dengan memperhatikan  keseimbangan akal dan
emosional antara kedua belah pihak. Hal ini tentu sejalan
dengan prinsip terpeliharanya akal (hifzu al-‘aql) yang
menempatkna akal manusia seagai salh satu tujuan utama
syari’ah demi terciptanya kehidupan yang penuh
kemaslahatan bagi semua pihak.

Hifzu al-Mal (Pemeliharaan Harta)

Prinsip hifzu al-mal dalam magasid al-syari‘ah
merupakan hal penting dalam rangka penjagaan harta
kekayaan manusia dari segala bentuk penyalahgunaan,
perampasan, maupun kejahatan lainnya. Allah SWT
menciptakan manusia dan kebutuhannya terhadap harta
tidak lain adalah sebagai sarana dalam menunjang ibadah.
Sehingga dalam masalah pemeliharaan harta, syari’at
memberikan pedoman guna memastikan keadilan
terhadap harta bisa terwujud dan terciptanya

kemaslahatan bersama. Hal ini termaktub dalam firman
Allah SWT:
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“Janganlah kamu makan harta di antara kamu
dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu
membawa (urusan) harta itu kepada para hakim
dengan maksud agar kamu dapat memakan
sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa,
padahal kamu mengetahui.” (QS. 2 [Al-Bagarah]:
Harta dalam suatu pernikahan memiliki peran
penting, salah satunya adalah harta mahar. mahar bukan
hanya bentuk pemberian suami kepada istri, tetapi mahar
juga melambangkan hak-hak istri dalam segi finansial.
Oleh karenanya, pembahasan mengenai harta mahar
dalam kasus perceraian merupakan suatu isu yang sensitif
dan memerlukan penegakan dan analisis mendalam

terkait prinsip pemeliharaan harta (hifzu al-mal).

Pada putusan Nomor 259/Pdt.G/2023/Ms.Lsm,
pengembalian mahar menjadi pembahasan yang perlu
diperhatikan karena adanya gugatan rekonvensi dari
suami. Yang mana dalam perkara ini suami meminta
pengembalian mahar berupa 17 mayam emas dan hakim
mengabulkan permohonan tersebut dengan
mempertimbangkan beberapa aspek, termasuk fakta

126 Tim Penerjemah, Al-Qur’an Dan Terjemahannya. 38.
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bahwa hubungan biologis belum terjadi (gabla dukhiil)
dan perceraian merupakan gugatan dari pihak istri (cerai
gugat), serta adanya persetujuan istri  untuk
mengembalikan mahar. Prinsip perlindungan harta
diwujudkan  oleh  hakim dengan menggunakan
pertimbangan hakimuntuk memastikan keadilan dalam
perkara ini. Hakim tidak hanya fokus pada regulasi
hukum yang ada, tetapi juga mempertimbangkan
kemaslahatan finansial kedua belah pihak.

Dalam syariat Islam, jika perceraian terjadi gqabla
dukhiil, maka suami berhak meminta kembali mahar
seperduanya. Hal ini merujuk pada firman Allah SWT:

Dok e gk 5 0388 O Y e Lalad
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"Jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu
bercampur dengan mereka, padahal kamu sudah
menentukan maharnya, maka bayarlah separuh
dari mahar yang telah kamu tentukan, kecuali
jika mereka (para wanita itu) memaafkan atau
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dimaafkan oleh orang yang memegang akad
nikah.” (QS. 2 [Al-Bagarah] : 237) **/

Selanjutnya, meskipun  hakim  memutus
pengembalian mahar, keputusan tersebut didasarkan
pada persetujuan istri. Istri secara sukarela menyatakan
bersedia mengembalikan mahar, yang menunjukkan
penghormatan terhadap prinsip keadilan syariah. Dengan
demikian, keputusan ini juga menjaga agar tidak ada
unsur pemaksaan atau pengambilan harta istri secara
batil dan hakim juga memastikan bahwa keputusan
pengembalian mahar tidak hanya memenuhi syarat
syariah, tetapi juga menghindari konflik finansial di
masa depan. Dengan adanya kepastian hukum ini, kedua
belah pihak dapat melanjutkan kehidupan mereka tanpa
menyisakan sengketa harta yang berlarut-larut.

Prinsip  hifzu al-mal dalam putusan ini
mencerminkan salah satu tujuan utama magasid al-
syari‘ah  dalam  mewujudkan kemaslahatan dan
mencegah kerugian. Melalui pengembalian mahar, suami
terlindungi dari potensi kerugian finansial, sementara
istri tetap dihormati hak-haknya selama proses
penyelesaian sengketa. Hakim, sebagai pengambil
keputusan, menjalankan perannya dengan
mempertimbangkan aspek-aspek magqgasid al-syari‘ah,
termasuk perlindungan harta. Dengan demikian, putusan

127 Tim Penerjemah, Al-Qur’an Dan Terjemahannya. 51.
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ini tidak hanya menyelesaikan sengketa finansial, tetapi
juga menjaga keadilan dan harmoni dalam hubungan
sosial yang menjadi tujuan utama syariat.



BABYV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melalui proses penguraian pembahasan dan

analisis secara mendalam, serta dengan memperhatikan

berbagai pokok permasalahan yang telah diangkat dalam

skripsi ini, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat sejumlah

poin penting yang perlu digaris bawahi, sebagai berikut:

1.

Putusan hakim untuk mengembalikan mahar sepenuhnya
kepada suami dalam kasus perceraian qabla dukhul
memperlihatkan adanya ketidaksesuaian dengan Pasal 35
Ayat (1) dan Pasal 149 (c¢) Kompilasi Hukum Islam
(KHI), yang mengatur bahwa suami hanya diwajibkan
membayar setengah mahar. Namun, hakim dalam kasus
ini mempertimbangkan beberapa hal: pertama, perceraian
terjadi atas inisiatif istri sehingga hakim memandang
suami berhak meminta pengembalian mahar sepenuhnya.
Kedua, hubungan suami istri belum terjadi (gabla
dukhil), sehingga mahar yang diberikan belum benar-
benar dinikmati. Ketiga, istri sebagai pihak tergugat
rekonvensi menyatakan kerelaannya untuk
mengembalikan mahar secara penuh. Berdasarkan
pertimbangan tersebut, hakim memutus perkara dengan
memberikan pengembalian penuh, meskipun keputusan
ini tidak sepenuhnya sejalan dengan ketentuan hukum
positif.
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2. Analisis putusan hakim dalam perspektif magasid al-
syari‘ah mengungkap bahwa Kkeputusan ini sejalan
dengan prinsip-prinsip utama syariah. Hifzu ad-Din, dari
penerapan pertimbangan hakimini dapat dikatakan bahwa
hakim telah memutus secara adil dengan melihat kerelaan
dari kedua belah pihak tanpa memihak. Kerelaan istri
dalam memaaftkan dan merelakan maharnya sesuai
dengan surahAl-Baqarah ayat 237. Hifzu an-Nafs, dengan
memberikan solusi untuk mengakhiri konflik rumah
tangga demi kebaikan bersama. Hifzu al-Agl, dengan
mendukung ketenangan mental kedua belah pihak pasca-
perceraian. Hifzu al-Mal, dengan melindungi hak-hak
finansial kedua belah pihak sesuai hukum Islam dan
regulasi positif.

B. Saran
Berdasarkan  analisis atas  Putusan ~ Nomor
259/Pdt.G/2023/Ms.Lsm, terdapat beberapa saran yang dapat
diajukan untuk meningkatkan keadilan dan keselarasan
hukum dalam kasus serupa di masa mendatang.

1. Hakim diharapkan lebih konsisten merujuk pada regulasi
yang relevan dalam mengabulkan rekonvensi, sehingga
keputusan yang diambil tidak hanya berlandaskan
keadilan substantif tetapi juga memiliki dasar hukum
yang kuat dan jelas.

2. Penting bagi hakim untuk terus memperkuat pemahaman

terhadap maqashid syariah sebagai prinsip utama dalam
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hukum Islam, sehingga dapat menghasilkan keputusan
yang tidak hanya memenuhi kebutuhan hukum formal
tetapi juga memberikan kemaslahatan bagi semua pihak.
Dalam kasus ini, penggunaan pertimbangan hakimtelah
menjadi instrumen yang efektif untuk mencapai keadilan,
namun penggunaannya perlu dibarengi dengan argumen
hukum yang lebih rinci untuk menghindari potensi
penyalahgunaan.

Bagi suami dalam menuntut pengembalian mahar
sepenuhnya hendaknya memperlakukan hukum dan
syari’at Allah SWT yang berlaku dan untuk
mensejahterakan istri dalam hal finansial setelah
pernikahannya. Karena itu adalah hak wajib istri.
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LAMPIRAN

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
pustusan. mahicenahagung . gokd

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAKNAN YANG MAHA ESA

1 Syariah L yang memesksa dan mengadli
perkara ierieniu pada Gngkal periama dafam persdangan Mayels yang
dilangsungkan sscara Vinual ielsh menjaiuhlan puossan dalsn perlera Cera
Gugat antara:
TR NN D TR D EINTI N RO O OO X, Pk
1171075004880002, |shir di Kisamn, pada tanggal 10 Apei
1888, wmur 35 LN, |ENis kelamin perempuan, agama isiam,
pendidikan Strata 2, pekerjaan Dosen, beralamat o 31, Pinguin,
Ho. 30, Gampong ooooooooos, Kscamalan wooionionsn,
Kota Lhokseumawe. Peowvinsi Aceh, Dalam Ral inl ielsh
membencan kuasa kepada Hellana, S5H, MH., Advoic
daniatay Kursa Hukom danfabay penashat huksm dan Kanor
Hukwm "Helana, 5.H, MH & Fariners” beralamab dam
berkedudukan d Lhokseumase seiempal dikenal dengan dsban
Peunua [brafem, No. 30 A, Gampong Tumpok Teungoh, Kot
Lhokseumawe, Feoving Aceh. HP/Email: DBZ1 6559 CE4Z |
Eleera e 0852 gl com, berdasarian Sural Kussa Khusus
tanggal T Okiober 2023 yang terdaftar o Kepanieran
Mahkamain Eyariysh Linokmeu mase Homor:
1BAPISH/AOZIME Lsm tanggal 17 Oktober 2023, sslanjuinya
disebut sehagal PenggugatTengugat Rekonwensi;
melEaan
BIN Lahi di Langsa, pada tanggal 18
Hovernber 1583, umur 359 mhun, agams |slam, pendidian 5.2,
pelerpaan Dosen, beralamat ol A, woocooooooos, Moo 331,
Komplek oooooonoons, Kec Musa Dua, Koia Lhokscumawe,

Hidirrumn 1 S 28 B, Pulics Rimes 2509 GO0TVME Lan
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Prow. Aceh, selamuinya dissbut sehagal Tergugat! Penggugat
Rekonvensi:

Mahkamah Syartyah fersebut
Telah membaca dan mempeiajan berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Fenggugat dan Tergugat, seria telah memerisa
alat-alat bukll yang diajsan di persdangan;

DU PERFARA
Bahwa Penggugal dengan sural gugatannya ieranggal 11  Ciaober

2023 telah mengajkan gugatan Cer Gugal yang didahiar di Kepanseraan

Markamah Syariyah Lhokseumawe pads tanggal 17 Ckiober 2023 dengan

regisier perkara Momor 2SHPOLGR0ZIMS Lsm, dengan dali-dalil sehaga

it

1 Bahwa pada hari Sabiu, tanggal 22 Februar 2020, Penggugat dengan
Terngugat melangsunghan pemikaian yang dicatat cieh pegawal permcaial
mkah di Eamior  Lrusan Agama  KRCAMAAN 00000000000 KD
Lhokseumawe, Frovins Acch  sehagamana dalam kuipan aksa nikah
Momior: ooaxEEIEWEE, eranggal 22 Febuan 2020 atsa 28 Jumadil
dkhir 1441 Hynah yang dikcluaian chieh BLUA Recamatan o000
ereiug;

2 EBahwa setelah merikah penggugat dan iemugat hidup hammonis selama
kurang lebih seminggu drumah  penggugat, seiclah semnggu bersama
dnsmsh penggugat tergugst berangkat ke Yogyakaria untuk bimEsngan
fesis dikampus LY Sunan Kaljaga selama 2 (dua) minggu seichh revs
fesis selesal iemugat kemiall lagl ke Aceh dan menjalanl kasanting covid
19 dnumah penggugat gkan penggugat unggal dengan
orang fuanya yang berdekatan dengan rumah penggugat;

2 Bahwa sefelah tergugal menjalsni karanena selsms 2 (dus) mengg
selarjuinga penggugat dan tergugst kemball Snggal =t rumah diumah
penggugal,  sejak kembali satu nemah mulsl teradl perselisihan yang
davali feniang ; fests tesgugal, penggugat

Hidirrun 2 S 28 hilirtin, Pulicsos Moo 250090 OIS Lam
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meTElengar lergugat clengan ya melalui idepon yang
isl pemnbicaraannya ierkall tesis yang belum soesal kemudian penggugat
bertanya keberaran dan pembicarssn iemgugat dengan emannya ersebut,
paca saat cikonfrms iergugat menerangkan bahwa tesis memang benar

bedum selesal;
4 EBahwa sslama menkah pekerjaan iemugat belum ietap dan ada
chtawarkan oleh va uniuk gajar di F nesapy

tergugat menolsk dengan alasan yang tidak jelas;

5 Eahwa pada bulan Aprl 2020 penggugat dan iemugat beriengkar dan
berselisih tentang heda pendapat ferkait pekeraan yang diawarkan eman
tevgugat, karena penggugal beshamp sergugat besi tevietuh
dafulls dengan PENgRUGal LUK MEMULSKan MENenma dan/atay menaokk
tvaran pekerjaan iersebul namun iemugat mengamil kepusan sendin;

6 Eahwa akinat | dan | SECArA [EFUS MEenens,
beriepatan pada bulan ramadhan aniar penggugat dan tergugal terjac
pisah ranang, penggugatl yang keluar dar kamar memikh tider diruang
tamu numah penggugat, keadaan pisah ranjang fersebut berlangsung dan
Apnl sampai bulan Jul F020;

7. Bahwa pada bulan Jub 2020 iu pula penggugat keluar dani numah karena
fidak tahan  perang dingin dengan tesgug lagi dari
KElaGA pengEUEAt karena penggugat dsalahkan oish orang tuanya;

2 Bahwa selanjuinya beberapa han setelah penggugat keluar dan umah,
kEluarga tergugal datang kenumah ceang wa penggugat yaitu abang dan
adkekc fergugat berumpa. dengan ayah penggugat dan memusyasarstian
permasalahan penggugat dan IEGUEAL dengan MEMINta Supaya penggugat
puang kerumah, tesapl ayah pengougat tak may memaksa penggugat
pulang lecuall penggugal ingin pulang sendin alas kemauannya karena
ayah penggugat bdak mau mencampur ierals jauh unsan rumah @Engga
antarn penggugal dan iergugat, hanya melhat penggugal dalam keadaan
terickan odak hahagia dengan rumah fEngganya uniuk i kepumsan
sepenuhnya ada pada penggugat;

Hidiriue 3 S 38 i, Pulissas Momod 25090 GRS Lan
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9. Bahwa penggugat kembal kerumah penggugat setelah tergugat keluar dan
rumah penggugat tersebut, scpk By artara penggugat dan tergugat tidak
pernah berkomunéas lag, hak dan kewmgban antara penggugat dan

tergugat sehagal suami isterl Sdak pemah besiaian sama sekall ]
sefk bulan Jull 2020 sampa dengan sekarang;
10. Bahwa peny fackny dan perteng) yang tenus

MENEFuS ANEEA PENQPUGRE dengan tergugat yaltu:

101 Sejak awad berumah tangga komunikas! antaa penggugat dan
tergugat kaku dan adak ada senda gurau sera humorrs datam rumah
fangox.

102 Tergugat  senng beda dalam meny
yang teradi dalam rumah tangga;

103 Tergugat selama menkah tidak pemah memberkan nafiah lahir
hopALa penggugat

11 Bahwa pada bulan Desember tahun 2020 kefuarga tergugat datang secara
beramalramal kerumah omng A pengQUON Memnta kejefasan st
fumah tangga fergugat dan penggug, pada  malam hareya setelah
periemuan tersebut penggugat mengnm pesan chat via What Apss kepada
tergugat dengan Id penggugat minta s3p dan fergugat

yetups tetapl g penggugat yang mengurus surat
percerannya di Mahkamah Syariyah;

12 Bahwa ikatan permkahan antara penggugat dan tergugat sebagamana
diuralian diatas sudah sult dibina untuk membeniuk rumah tangga yang
sakinah, mawaddah, wa rahma dan ya agar 0 g phak
tdak melanggar noma hukum dan norma agama maka penggugat

urmk sah dihadanan hukum dengan tesgugat;

13 Bahwa penggugat teish mencmpeh upaya medias pada stans! fempat
penggugat berkena namun sdak berhast  schingga sefah dikcluarkan on
ataszan dan temeat pengouga ) 5 Y
gugatan cera i,

14 Bawa penggugat bersedia membayar biwya perkarn  sebagemana
ketentuan yang berlakuy;

Hudarrian 4 Sl 20 hadarvn, Pulises Nomor 250500 GROZIMS Len
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'-rh‘lld

Hahwa berdasarkan alasanidall-dall diates, penggugat memohon agar

ketua Syar'tyah L segera dan meng
perkar il selsjuinga menanhkan puiisan yang amarmya sebagal benbues
Prinmer:

1. Miengabuikan gugaian penggugat;

dengan keteniuan hukum yang berlku;
3. Membehankan biaya perkara sesual dengan keternuan yang beraku;
Subsuidair:

Apabin Mayels Hakim berpendapat Lsin, mohon puusan yang seacl:
acdinya (Ex Aequa ef Banaj;

Eahwa, dalsm perkara a guo Penggugal ielsh memberkan Huasa
kepada Heliana, 5H, MH., Advokat danifalau Kuasa Hulum dandatao
perasihal hulum dan Kanior Hukum “Helana, SH., MH & Parner's”
beralamnial dan berkedudukan di Lholseumawes setempat dikenal dengan Jalan
Pewus Ibahim, Mo 30 A G Turmpoic Epia Lhe
Frowinm Aceh. HRYEmad DEZL G663 Go42 ) clyana clDESIIIOml.Com,
berdasarkan Surat Kuasa Khums anggal 7 Ckiober 2023 yang terdatar di
Keparsterasn Mahkamah Syaryah Lhokseumane Homor:
124/P/EKZ023MS. Lsm tanggal 17 Okiober 2023

Bafram, Maeds Hajom iplsh memenisa sural Kuasa Penggugal lersebut
di atas, dan memerksa puls Kariu Tands Pengenal Advokat (KTP&) yang
bersangiutan dan menyaiakan Surat Kuasa selah dapat diienma;

Bahwa, pada har persdangan yang ielsh diietapkan Fenggugal dan

Tergugai ieish ol uniuk g p o di i atas g
mana Penggugal hadir i gl b dan Tergugat hadr d a
secanm virtual;

Eahem Mayels Hakim ielah berusafe mendamailan Penggugat dan

Tergugat di persdangan namun tidak berhasi;
Bahwa Penggugar dan Tergugal telah menempuh proses medias dengan
mediaior bermama Muhammad Faisal S5Scos., namun berdasarkan laporan
Hidirrun S Sl 28 hdirn, Pulisisan Nomos 250000 GROOTUME Lam
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medalor 2 quo tanggal B November 2023 upwya damal dan medasz tidak

berhasi mencapa kesepakatan;
Batan ¥ surat gugatan Penggugat yang sl dan
tetap cleh Penggugat;
Baham untuk pensy a3y daam
status sebage seorang Fegawes Neger Sipil Penggugal tefah melengiage
surat (2 pes @np nomor

X000000URIPW.0L/11/2022 testanggal 30 Nowember 2022 yang cikeluarkan
cleh Rektor Fstitut Agama Iskam Negen 000000000
Bahwa, kedua beish phak berperkara dalam perkara inl ssiah

squannyn sk secara (E-Litigass)
sebagaimana tersebet dalam sl persetujuan yang semuat dalam benta
acara sidang perkara in;
Bahwa, wmrhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat el
dan melakil tertanggal G
2023 yang ghapey dalam Berea Acara Sidang
perkam a quo;
Bahwa, ap dan Reb Penggug
Hukumeyn telah memberkan Rephk melaks informasi eleleronik tertanggal 11
2023 yang ghapry dalyn Berea Acara Sidang
perkanm a quo;
Bahwa, Replk gugat  oefah Dtk
melalul informasi elektronik tenanggal 14 Dy 2023 yang v

tercantum dakun Benta Acara Sidang perkara a guo;
Bahwa untuk menguatkan dalildall gugatannya, Penggugat telah

mengajukan akat bukt] st sehagas benkut:
L Fotokopt Kars Tanda N
tertanggal 2002.2019, atas nama Nur San Dl M. yang dkekrkan
gleh Kepd¥a Dinas dan F Spil Kot
L bkt telah dan tetsh dcocokian

dengan asiinya sermyasa sesual, lalu diden kode bokti P1;

Midasrue © Suet 28 Sadisvant, Puinesn Nomor 25058 GROZIMS Lan
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2 Fouwkop bermeseral Kuspan Akta Niah Momor ooc0Z3VE0e0
ieranggal 22 Februan 2020, yang dikeluarkan oleh Kanior Urusan Agama
KeCamatan Noooononnoncnion, Ko Lhokseumawe, bukti iersebut tetsh
dinazegelen dan delsh dicocokkan dengan asinga lemyala sesual,
selanjuinya diberi kode P.2;
Eahwa bukdi surat tersebut ielsh diperihatican kepada Tergugat seoawa
wirtual dan Tesgugal menyatskan membenariannyga;
Baftwa di samping alat buka iemuis, Penggugal juga ieiah mengajkan
sakssaksi di muka sidang yang masing-masing adalsh:
1 WOOONO00CN0n bietl oooocooooconoone:, | iempat dan tanggal
lahi Areh, 12404.1972, agama |sam, pencdikan 52, pekenaan Fegawa
Megeri Sipil, iempai kediaman di Gampong aooeonnononaonon, Kecamatn
AIONC0NEOoN, Kota Lhokseumaswe, i bavai sumpah, mesmberikan
keierangan sehagal benk:
. Eahwa, salsi adalah relan kena Penggugat sepk tahun 2016 dan
sakizi kenal dengan Penggugat dan Tengugat:

Eahsa, saksi mengeishui Penggugal dan Tergugat acdaiah
pasagan suami sin yang menikah peds iahun 2020 dan belum pemab
beroeras;

Eahsa, =aks mengefahui seielah merikah, Fenggugat dan
Tergugat membina rumsh tangga dan tnggal bersama o ruman oang
tua Penggugat dan bekem dikannial ansk;

Eahwa, setshu salsi keadaan rumah fangga Fenggugat dan
Tergugat nukun dan harmones hanmya beberapa saat sefelah menkah;

Eahwa yang menjadi penyebab ketidakharmornisan rumah iangga
Penggugal dan Tergugal karema masalah selisin pafam, masalah
korTEtmen dan hidak ada Kecotokan aniara Penggugat dan Terngugat,

EBahwa sak= mengetaful dan cenia Pemgguost dan juga
Tesguygat;

Eahsa FPenggugat dan Tergugat menceriakan bahwa setelah
menkah dan syTERA sclkarang mercka belum pemah melakukan
hubungan suami s

Hisdirtua ¥ Sl 28 B, Puficsas Kines 25000 GO0COUME |
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Bahwa, saksi setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah
psah tempat tinggal beberapa bulan seielah menskah dan samps
sekarang sudah tidak snggal bersama lagy;

Bahwa Penggugat pernah pergl meringgalkan rumah dan saks
mekhat Penggugat seperti orang depres;

Bahwn permasaiahan rumah tangga Penggugat dan Tergugal
sudah pernah dapayakan dama akan tetapl tidak pemah berhasd;

. Bahwa sakd thdak mampu lagi mendamaikan Penggugal dan
Tergugat,

- Bahwa setshu saks= mahar yang diberikan Tergugat kepada
Penggugat sejumiah 17 (tujuh betas) mayam;

X bing tempat dan tanggal latwr
Lhokseumawe, 15-12-1986, agama Islam, penddikan S2, pekeraan
Fegawas Negen Siph, tempat kediaman di A, Cendana, Gampong

Kota Lh o
bavwah wump 'gan sehagal bessut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sakes
adalah teman ke Penggugat di kampurs;

Bahwa, saksi mengetahul Penggugat dan Tergugat adafah
pasangan suami st yang menkah pada tahun 2020 dan belum pemah
berceras;

Bahwn, =ak= o setelah Fenggugat dan
Tergugat membina rumah @angga dan tinggal bersama d numah arang
tua Penggugat dan bekum ckannial anak;

Bahwa, setthu saks antara Penggugat dan Tergugat hamya
tinggal bersama selama lebih keang 3 (higa) butan,

Bahan saks tidak mengetahul permasalahan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat namun seielsh beberapa lama setelah
mensah, Penggugat permah datang dan snggal o rumah saks sefama
letuh kurang 1 (satu) bulan lnmanya:

Bahwa saksi melihat Penggugat dalam keadaan depress,

Hidarmn & St 26 halirvin. Puisean Nomos 250500 GROTIME Len
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Ealrsn antara Penggugat dan Tergugat belum pernah melalausan
hubungan suami s,

Ealraa, saksi setahu saksi antam Penggugat dan Tergugat subah
pisah fempat tinggal beberapa bulan seielsh menkah dan samped
sekarang sudah Hidak anggal bersama lagi;

Bahn permasslahan rumah tangga Fenggugat dan Tergugat
surlah pernah diupayakan damai skan tetapi tidsk pemah berhasi;

Bahwn saks fidak mampu lagi mendamaikan Penggugal dan
Tesgugat,

Eahwn setshu saksi mahar yang diberikan Tergugat kepada
Penggugat ssjumiah 17 (ujuh beles) mayam;

Ealan whiuk menguakan dalldall j@sabannga, Temugat juga

miengajukan buka surat benpa;

1. Fomn
iopl Kams Tanda Fenduduk, N o0o00cooooconon:, eranggal 21-03-
2018, 2iAS MAMa KCOOC000NCo00E, yang diksluarkan aleh Kepala Dinas
Kependudukan dan Fencataian Skl Kota Langsa, bukdi iersebut ielah
dinazegelen dan tidsk dapat dcocokkan dengan asiinga namun diakui oieh
Penggugat, lalu disesi knde bukt T-1:

2 Fomn
iopi Kumpan Ak Niksh Momor couD23NU2020 feranggal 22 Februan
2020, yang dkeuarkan oleh Kanlor Unsan Agama  Kecamatan

OCOODOON0nn, Kot L Enuikti ipka ¢ a
dan teiah dicocokian dengan asinya iemmyaia sesual, selangerya diben
bode T2,

3. Foiokopi swat, tidak ada nomor dan tanggal, telah dinazegeien, dan
tifak dapat dicocokkan dengan asknya, selanjery diber kode T.3:
'] Fomn
jopi Frmt Oul Chat Whaisapp, telah dinazegelen dan odak dapat
dicocoidkan dengan aslimya., selanginya diberi knde T.4;
Bahwa selan bukti suat, Tergugal juga mengajukan 2 jdua) orang saksi
sebagal berkus

M @ Sirl 28 bl Pulicss Nomoes 250000 GO0 Lam
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b R HOO0O0OCOOCO000N bin tempat dan tanggal b
Keude Lapang, tahun 1982, agama isiam, penddilan S2, pekenaan Dosen,
tempat kediaman o Dusun Seas, pang
00000000000000NK,  Kota  Lhokseumawe. DX baanh  sumpahnya
menerangkan sehagal beesut:
- Babwa saks adalah teman Tergugat sefak tahun 2021 dan sakst
hanya mengenal Penggugat melalul fot0 dan belum pesnah berumpa
secaa langsung,
+  Bafwa, saksi mengetahus dari centa Penggugat dan Tergugas adaiah
pasangan suami sin yang meniiah pada tahun 2020 dan belum pernah
bercera;
- Babwa saksi mengetahus tertang permasalahan numah tangga
Penggugat dan Tergugat dari certa Tergugat yang mencentakan bahwa
rumah tangganyn dengan Penggugat tidak harmons karena terjack
kesalahpahaman dan Tergugat terkesan gl Penggugat;
« Babwa dan centa Tergugat antara Penggugat dan Tergugat befum
permah melkukan hubungan suami sir;
« Bawa dan cerga Tesgugat tersebest saks) tidak pemah menamyaian
kebenarannya kepada Penggugat.
. Bahwa saksl tdak mampu lagl mendamaikan Penggugal dan
Tergugar.
2 banti tempat dan tanggal
lahe Tapak Tuan, tahun 1563, agama kslam, penddiian S1, peker@aan
Pegawal Neger! Sipd. tempat @ Dusun ya. Gampong
Kota Langs Dt

bawah pahny oh hags benkut:
- Barwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat kamena saks
adalah kakak Ipar Tergugat;
«  Babwa, saksi mengetahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan
suami istn yang merskah pada tahun 2020 dan beksn pesnah berceral;

Fakerar 10 Gon 28 Mbbrriet. Pulusen Nomoe 25090 GR0ZUMS Len
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+  Babwa, saksi mengetahul setelnh mendah, Penggugat dan Tergugat
membina rumah fangga dan tnggal bersama di rumah orang tua
Penggugat dan belum dianssal anak.

« Bahwa, setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat hanya nban
dan harmonis selama beberapa st sja setelah menkah;

- Babwa permasalshan rumah tangga Fenggugat dan  Tergugat

karena ada adap Tergugat dan sk
pemah mengikonfimmasi  kepada Penggugat namun  saskl  hidak
menemukan adanya informast innya;

«  Babwa antara Penggugat dan Tesgugat sudah pisah tempat tinggal

sejek tahun 2020 di mana Tergugat putang ke rumah sakss;

« Bahwa pada bulan Desember 2020, saks pemah menmps

Penggugat ureuk ¥ lentang pe rumah tangga

mereka, namun tidak ada Stk ey, Pengguod hamya mengatakan

“pokokmya nans maharmya Dewl kembalkan sy

« Bawva heluxga Tergugd sudsh datang menpmps  keluarga

Penggugat namun Penggugas tidak mau beremu dan ayah Penggugat

mengatakan sdak ada solusi dan semua kepususan dserabkan kepada

Penggugat dan mahar akan dikesmbalikan

+ Babwa saks tdak mampu lagl mendamakan Perggugat dan

Tergugat,

. Babwa setahu saksi mahar yang dberéan Tergugat kepada

Penggugat sejamiah 17 (ajuh belas) mayam

Balmea selanjarya Penggugat dan Tergug, yamp a
melalul indormas elektronk tertanggal 3 Januan 2024 yang selengkapea
tercarcum dalam Benta Acara Sidang perkaa 2 guo dan merupakan bagian

adak ferpisahkan dan Putusan ini;

Bahwa utuk persngkal uraan p i, maka deorquk segaa
sesuatu yang tercantum daam berita acana gan perkara ini sebag
bagan yang sk terpesahkan dan sl pusan iy,

PERTIMBANGAN HUKUM
Dalam Konvensi

Flakaman 11 St 26 hularrin, Puiiceen Nomo: 25058 GR0ZIMS Len
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Menmibang, bawa maksud dan nquan gugaian Penggugal adalah
sebagaimana ielah duraikan di asss;

Menmiang, baea Penggugat dalam perkara ni felah drsakli oleh
kuasa hukum dan seeiah Mals Hakm g
kuasa, iemyaia Kussa Penggugal el memenois syasal ol kuass
sebagaimana maksud Fasal 147 ayat (1) dan (3) Abg jo Pasal 24 Undang-
undang Nomor 18 Tahun 2003 ieniang Advokal. Dengan demikian Majels
Hakim berpendapat bafwa Kuasa Fenggugal paiut dan dapai mewakli
kepentingan Penggugal serin berhak discher sebagai phak formil dalam
perkan ini;

Menimbang, baiwa Penggugat adalah isin sah dari Tergugal yang melah
merikah secars Fukum Islam dan tevcatat di Pegawasl Pencatat Mikah Kanior
Unisan Agama Kecamaian aedooococos Kota Lhokseamawes  Prownsi
#ceh sebagaimana bukil P2 maka Penggugat ielah mempunyal ales Fulom
{lega’ sranuing) uniuk mengajukan perkara i sebagamana dieesr dalam Pasal
49 ayal 1 dan Fasal 73 ayat 1 Undang-Undang Momor 7 Tahun 1989 dan
perubahannya dengan Undang-Undang Momar 3 Tahun 2006 dan Undang-
Undang Momor S0 Tahun 2009 jo. Pasal 14 Peraluran Pemenniah Momor 5
Tahun 1975 karena merupakan kewenangan abwolul Mahkamah Syarah.

Menimbang, bahea Penggugat beriempal anggal o wiayah hukum

Syariyah L g buls P1, pazsl
73 Undang-Undang Momor 7 Tahun 19689 sebagamana telah drubah dengan
Undang-Undang Momaor 2 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2008 jo. Pasal 129 Kompilasi Hulum kslam, pemerniksaan perkara ini menjad
gan reaat Syartyan

Menimbang, bahwa Ferggugat dan Tergugat ielsh dipanggil unmuk
menghadap ke persdangan sesual dengan keternuan Fasal 145 A.Bg jo. Pasal
26 Peraluran Pemnenmiah Momor 9 Tahun 1575, dan sies panggilan ersebut
Penggugat dan Tengugat telah hadir i persidangan;

Menimbang, bafwa Majels Hakim felah berupaya mendamailan
Fenggugat dengan membenkan nashat dan amhan kepada Fenggugat agar
bersaiur dan mengunungkan nistya unik beroeral dan Tergugst sesus

Hilisian 12 S 28 bidiifen, Pulissas Koo 25050 G0N Lan
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pokd
L Lk R

Menmbang, bafwsa maksed dan aguan gugaian Penggugal adalah
sebagaimana telsh diuraikan di ates;

Mienimioang, balea Penggugal dalsm perkara ni ielah draakali okeh
kuasa Fukum dan seelah Majsis Hakim memenkss kdengkapan adminisyas
kuasa, iemyala Kuasa Penpgugat telsh memenotn syasal domil  kuasa
sehagaimana msksud Fasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg jo Fasal 24 Undang
wndang Momor 18 Tahwn 2003 ieniang Acvokal. Dengan cemikian Maels
Hakim berpendapat bafein Kuasa Fenggugst patst dan dapat mesakli
kepentingan Penggugal seria berfak dischet sebagal mhak domil dalam
perkan i

Menimbang, bafwea Penggugat adsiah isii sah darl Tergugat yang feiah
menikah Sscans Fukum Iskem dan tevoatal di Pegasval Pencatat Mikah Kanmior
Unsan Agama Kecamaan oio0ooioocoionon Kota Lhokseumoaswe  Prouns)
Aceh sebagaimana bukil P2 maka Penggugai iclah mempunyal ales Fukum
(gl stanving) uniuk mengajukan perkans i sebagaimana dissr dalam Pasal
43 ayai 1 dan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Momor 7 Tahun 1989 dan
perubahannya demgan Undang-Undang Momor 3 Tahun 2005 dan Undang:
Undang Momor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 14 Pemiuran Pemenniah Nomor 5
Tahun 1575 karena merupakan kewenangan abeolut Mahkamah Syariyah.

Menimbang, bahea Pemggugal beriempal anggal o wiayah Fukum
Mahkamah Syariyah Lholseumase sebagaimana buks P, berdasarkan pasal
73 Undang-Undang Momar 7 Tahun 1985 schagaimana telah dirubah dengan
Undang-Undang Komar 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Momor 50 Tahun
2008 o Pasal 179 Kompilasi Hulwm kslam, pemerisaan periara inl menjac
kewerangan relaaf Mahkamah Syariyah Lhokseumawe.

Menimbang, bahwa Fenggugat dan Tergugat ielah chpanggil unmuk
menghadap ke persidangan sesual dengan keteriusn Fasal 145 R.Bg jo. Pasal
25 Pemiuran Pemernniah Momor 8 Tahun 1575, dan sl pangoian ersebut
Pergguoat dan Tergugat tedah hadir di persidangan;

Menimbang, baftwea Majels Hakim ielah berupaya  mendamailan
Fenggugat dengan memberikan nashat dan amban kepatfa Penggugat agar
bersatar dan mengurongkan nsemya untuk berceral dan Tergugat sosus

Hiskiamin 1 S 38 bl Pulicss Mo 25000 GR0TIME Lam



138

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

maksud Fasal B2 ayat (1) dan [4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1389 yang
fefah dubah dengan Undang-Undang Momer 3 Tahun 2006 dan Undang:
Undang Momor 50 Tahun 2009 (o Pasal 31 Pesaturan Pemerintah Homor 9
Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2] Kompilasi Hukum bsiam, akan eap
ndak berhasi;

Menimbang, bafwa Seliap pekan yang mengandung Wrsur sergket
maka harus derehin dahubs dialoskan upsya medasi, ook i seah pula
diperiniahkan Fenggugat dan Tergugal urmuk mengkuti mediasi dengan

Meditar Syariyah Lhokssumawe Muhammad Faisal,
S.Sps., dan setagamana laporan tanggal B November 2023, temyat medas
mermeiil fdsk berhasl mencansl kesepokamn, dengen demiosn maksud
Feraturan Mahkamah Agung Repubiic Indonesia Womor 1 Tahun 2016 ientang
Frosedur Mediasi di Pengadilan selah ienpemuii;

Meniminang, bahwa oleh kerena pevicara ini perkara percenian, maka
pokok perara dipenksa dalam sidang ferutup uniuk umum, hal fersebui seswes
ketentuan Pazsl B0 ayat (2) Undang-Undang Momor 7 tahun 1989 Tentang
Fesadian Agama sehagaimana teish diubah dengan Uindang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan Penubahan Kedus Undang-Undang Momar S0 Tafwun 2009;

Menimibang, bahsa alasan pokok PEnggugat mengajukan gugatan Cera
Gugat adalah antara Penggugal dan Tergugat senng terjach perselishan dan
periangkaman yang dissall dengan s L
kemudian ferkall pekeraan yang ditasarkan ieman Tesgugal kepada Tergugat
d mana Tergugal mengambil keputusan sendr, skdbamyn ssak bulan Jul
FOP0 antara Penggugal dengan Tergugat belah pisah emgat tinggal dan tdak

! B ST
Menimiang, bahea aias gugatan ersebe, Tergugat ielah memberkan
|awahanmy@ yang pada poknkrya Tergugal mengakul adanya hubungan susm
istil dengan Penggugat, dan sempat Gnggal bersama. Sedangkan ierhadap
periengkaman dan persebshan antara dengan Penggugal, Tergugal telah
ya, dan Qugat pada | ndak dengan gug
Fenggugat vkt perceraian;

Hikasian 13 S 28 halirin, Pullcss Momos 250090 GRS Len
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Menimibang bahwa dalam acam jawab menjasab, Tengugat membantah
Famnpir selursh dall gugatan Penggugat ertang alasan percerian, namun
secam implisit Tergugat Bdak bisa meryembunyian hahea antara Penggugat
dan Tergugat telah terjadi perseishan dan pertengkaran yang datsm hal ini
dapat diihai pada jawaban Tergugst yang menyatskan persclishan emsd
karena kesalshpoheman Penggugat dalam mendengar pemiicaman Tergugak
dengan kolega kampus Mengenal evis iess yang desmpaikan dalam batersa
#ceh, di mana Penggugat tidak sepenuhnya mengen |5 pembicasaan tersebut,
dan akiny perseizhan hal-hal keol iersebut, Fenggugal muls mendamian
Tergugat saal Tergugs! selsy mencba membangun komunikasi secan
lang=uny, yang benjung pissh tempat tinggal sejak bulsn jul 2020 Penggugat
kejuar dan rumah sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat
nrfak Ly tinggal bersama dafam satu umah sehagaimans ayakmya suami isrt;

Menimbang, bahen dar jawah menawah antara Penggugal dengan
Tergugat dapal disimpukan bahwa yang menjad pokok pevmasaahan dalam
perkara ini adalah apakah perseisinan dan periengkasan yang terjad dalam
rumah tanggs Penggugat dan Temugat sudah sedemikian parsh sehingga
Fengguga dan Tengugat sudah tidak aca harapan lagh uniuk kemmiall nukun.

Menimbang bafwa jerkat dengan petkara  perceramn,  iemdapat
kefeniuan hukum acaea bak ol dalam Pasal 22 ayal 2 PP Mo 9 Tahun 1575
maupun dalam Pasal 76 ayat 1 UL No. T Tahun 1989, yang intinya batrea
dalam hal gugatan percerian didasarkan pacds alasan antara suami dan sten
fewus menorus teradi perselisinan dan pertengiaran dan tdak ada harapan
akan hidup nukun |agi dalam numah tangga, dalsm memutus perkara perceraian
tersetut hans didengar keierangan saksi saksi yang berasal dan keluarga amw
orangrorang yang dekat dengan suami isti.

Meniminang bafrsa ketenivan wersene dapal dipshami secam eksplst
baiesn pembukdan dalsm perkara perceraian karena alasan tersebut hanis
dengan alt buldi saksl sehingga kepada Penggugat istap disen kesempatan
ik remisutican dalinga apaksh kedua belah pihak Sdak mungiin lagi unsuk
didfamaikan dan ielah cukup alsan perceraian. Dan keleniuan ni sejaian pula
dengan Yurspruders: Mahkamah Agung RI Momor: 553 KFdy1990 tanggal 28

Fakasan L4 S 28 bk, Pulicss Nomo: 2 S8 GRS Lem
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oo lid
L Lo

Blopember 1591 yang menyaiaksn bafea tdaldah dibenarkan dalsm perkam
poroeran  semata-main ddesarkan pads pengakuan dan atan adamya
kesepakatan saja, karena dichawatirkan trmouinga kebonongan;

M=rimbang, bawa uniuk meminidian dalil gugatan ersebut, Penggugat
teiah mengajukan alat bukt surat P dan B2 seta 2 (dua) orang saks;

Memnimbang, bahwa bukii P.1, dan P.2 merupakan akm oienik, Selah
bermetera culup, bemazegelsn dan cocok dengan asinya, sl bukd ersebut
rEbevan cengan apa yang akan dibukikan Penggugat, sehingga seplan dengan
keieniuan Pasal 285 RBg, bulka iersebui ielah memenuhi syamas lomal dan
materil, SEMA Mempunyal kelostan pembulkdian yang SCmpuma dan mengiot
(voliedly en hindendhe bewgsirachi) sehingga dapat uniuk diperimbangkan;

Mznimbarg, batwa berdasarkan buksl R felah emyat ekt batea
Fenggugat berempai anggal O wdayah  hukom Mahkamah  Syaryah
Lhokseumase, maka berdscarkan ketentusn Passl 49 syt (L) ol & dan
Fasal 73 ayat (1) Undang-undang Momos 7 Tashun 159339 Tentang Pesadian
Agama schagarmana telah diubah dengan Undang-undang Momor 3 Tahun
2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang NMomor 50 Tahun 2008,
Mahkamah Syariyah Lhokseumawe bensenang uniuk memenbsa, memus,
dan merrrelesakan perkam inig

Menimbang, bafwe berdasankan bukil P2, maka harus dinyatskan telah
terhuksl menunst hukum bahwa Penggugat dan Tergugat detsh tenkat dalam
perkawinan yang sah sscars Agama Isiam sejk mnggal 22 Febnuan 2020;

Menimbang, bahea Penggugal juga ielsh mengaukan 2 (dua) orang
saks yang keduanya ielsh memberkan keierangan sehagamana telah
diurakan dalsm dudul perkars;

Menimbang, bahwa kedus saksl Fenggugal, adalah keluamga st orang
delat Fenggugat dan atau Tergugal sesual dengan Pasal 22 ayal (2) Perauran

Pemerinean Nomor 9 Tafun 1975 jo. Passl 134 Kompilas Huosm islam dan
sudah dewasa serin sudah disumpah, sshingga memenuhl syamt formal
sebagaimana disewr dalam Fasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keferangan 2 (dus) sakei Penggugal mengenad
rebungan Fenggugat dan Tergugat seria mengenal keadaan umah tangga

Hiskisan LS S 28 hedinnn, Puluses Nome 2S00 GRS Lam
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Penggugat dan Tegugal, adalah fakes yang pemah dithat dan didengar
langsung dan relevan dengan dakl yang hans dibuktkan cleh Penggugat, oieh
karema ity keterangan saksi ersstes telah memenuhi syarat materd
sebagaimana. felah dabur dalsm Pasal 308 R.Bg schingga keierangan ke
nersein memiliki keiuaian pembukian dan danat dilenma sebagal alat buki;

Menimbang, hafwa kedua saksi Penggugal menceritakan bahwa antaa
Penggugat dan Tergugat hamya binggal bersama selama lebh kurang 3 figa)
bulan, dan keduanya belem permah melakukan hubungan Suami s, kedua
sakd odak mengetshul secam pasy permasalahan aniaa Penggugad dan
Tergugat namun kedua saksi secam impliss mengetahul adanya perssiisihan
yang terjadi antara Fenggugat dengan Tergugat, hal mana dapat diat dan
keadaan Penggugat yang keluar dan nomah odak ama seielsh pesnikahan
dilangsungkan dan tinggal d rumah saksi 11 selama lebih krang sam bulan
lamanya, kedua Tk juga mengetaiul hawe permasaliahan nomsh @ngga
antary Penggugat dan Tergugat sudah peman diupayakan damai namun tidak
berhasil dan antara Penggugat dan Tergugat teish psah fempal tinggal sejpk
tahun 2020 dan adak pemah finggal lagi dan
sebagaimana Lyyaknya suami sir;

Menimbang, batwa keierangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesusian
dan cook antara saiu dengan yang ln oleh karena iy keierangan dua orang
saka Fenggugal iersebul teah memenuni ketenousn Pacyl 308 dan Fazal 305
REQ:

Menmbang, bahwa untuk membukikan dalil bant@hannyn Tengugat
mengajukan bkt surat T-1 sampsl dengan T4 dan 2 (dua) orang saks), maka
Maels Hakm ekt

L o s

Menmbang, bahea bukt T1 benpa Sotokopd Kamu Tanda Penduduk
Tergugat mernspakan alkes cterak, telah bermeteral cukup, bevnanegsien Sdak
dapat micocokkan dengan aslinga, namun disks Fenggugal, isi bukhl ersebut
menjelaskan fentang idenitas Tergugat sehingga sejalan dengan kefentuan
Pamal 285 R.By, bukii terseiw ieksh mesmeruhi syarai formal dan materil, seria
mempuryal kelustan pembukian yang sEmpuma dan mengikal (vofedy en
hinventhe bewsysirachry;

Flikain LS Siri 28 bidirmeen, Pullosss Momods 25090 GRICUMS Lam
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g. bahwa bkl T.2 berupa Folokop Kutipan Alta
Miah, yang berupa akia olentic yang mempuy F yang
sempuma dan mengikal ierbukll bahwa antara Penggugal dan Tergugat telah
dan marsh terikal dalam pemikahan yang s2h, sehingga keduanya berkualtas
sebagal pinak-pihak datam perkara ini;

[ g. hatrsa Bkt 7.3, besupa surat yang dituls dieh
Tergugat, tidsk dapat dicocokkan dengan aslinya dan bukan menpakan ki
oiemik dan idsk dapat dicocokan dengan asiiyn, sehingga odak sejian
dengan kefentuan Pasal 285 REg d mana buks terschut tidak memenuts
syanat formal dan masesil, sevia tidak mempunyal kekuatan pembuktian yang
sempuma dan mengikat dan hamya bertaku bagi si pembuainya sehingga tidak
dapat dipertmbangkan dan hans dikesampingkan;

[ g. hahwa buks T4, berupa Foiokopi Chat
‘Whatsapp dan alat bukti ini dikategonkan sehagai bkt siekinnik, secar fomi
ndak dapat dicocokian dengan aslinys karena harus melals pemeriksaan ah
dpgital forensik sehingga belum tentang ¥ L

ticske dapat dan harus .

Menimbang, batrsn Tergugat juga telah mengapkan buid benupa 2
{dun) orang saksi, maka Majels Halkm membenkan perimbangan sehaga
beshut:

g. batwa p 2 {dua} ocrang ssksi Tergugat telah
memberkan ketesangan di muka sdang dan felsh disumpah, yang masing:
miasing saksl adalah cakap bertindak, dan tidak tehalang menpd ssksi oeh
karena U Majels Hakim meniai secam fommil kedelapan saksi tersebut dapat
dienma sebagai bukd saksi Sesual keteriuan Pasal 175 ABQ jo. Pasal 1511
KLUH Perdata, g ya akan dif ghan selanpery;

saks menerangkan belum pemah berumna langsung dengan Fenggugat dan
haya mengenal lewat foioigamios, saks juga memberkan  keierangan
mengenal hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keterangan yang
dberikan saks | bukan alas apa yang dilhat dan ddengar langsung, skan

Hikiian 17 S 38 bl Pullssas Koo 2500901 GRS Lam
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Pt cdai cereas Tergugai, maka secara maienl idsk dapoes deerma sehoos
alal bula lansna tidak sesus dengan keieniuan pasal 308 dan 303 RE2g, dan
harus dikesampinghan;

Menimbang, babwe  berdasarfkan  saksi I Tergugst  bemama
AOCOOONCOOCOON0CE bintl wooconooooocooon:, sebagal kakak par Temgugat,
memyaiakan baten keadaan nomsh tangga Penggugat dan Tengugat hamym
rukun dan harmonis beberaps st saja setelah menkah, s mengetahul
peryebab perselsinan antarn Penggugal dan Temqugat karena saks sendn
yang melakukan kondnmas) erhadsp Penggugal, namon bidsk ada ek Eme
tevhadap permasalahan umah fangga Penggugat dan Tergugat, saksi juga
mengetahui hafwea antara Penggugal dan Tengugat sudah pisah tempat tinggal
sejak tawn 2030 sampal dengan sekarang;

Menimbang, bahwa pads dasarmya keierangan saksi |, memperkust
kebenaran dall-dall gugaian Fenggugat memyangkut adanyn perschsian
daiam nomah fangganyn, dan sesual dengan kelentuan pasal 308 dan 309
R.Eg. telah syarat materil ierhadan suahs
kesaksian, dan oieh sehab B dapal deerima dan dinial sebagal alat bukt yang
sah menurut huluer;

Menmbang. bahwa berdasarkan keterangan Fenggugal dan Temugat,
alai bkt mural maupun saks-saks) dan Penggugal dan saks || Tergugat, maka
dapan dilemukan laks Fsum sehagal berkut

L  Bahwn berer Fenggugat dan Temgugat adalh pasangan suami

isteri yang mash tevkat dalam sebuah percmsnan yang sah, fidsk

pernah bercerai dan belen pernah berfubongan Bodan;

2  Bahen berer antara Penggugal dan Temgugat serng bevjad

persedisinan dan pertenghkaran:

3 Baham akined | dan | g werselue aniara

Penggugat dan Tergugat sudah pissh tempat Snggal sejak tahun 2020

ataw lebih dan 3 (iga) @hun yang laks dan kedusmya tdak pemah

melaksanakan hak dan kesajbannga Masngmasing sehagumana
layarya s iter;

Hidasian LE S 28 balirin, Pulicss Momod 2508 GRS Lam
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goukd

4. Eaham, Maplis Hakim dalam persidangan, dan pihak keluama
seita aparay gampong sudah berusaha unsuk menkunian Penggugat
dan Tergugat, akan ietapi sdak berhasd, karena Penggugat bersikusuh
ingin berceral dan Tergugat dan begitu pula dengan saksi Penggugat
sudah tidsk mampu lagi merulunkan Penggugat dan Tergugat
g, batram fakia-lakta kejacan ersebut o ates
daped disimpulkan fakia hukum bahwa sniam Penggugat dan Tergugat enes
menens ieadi perseishan dan perengkaran dan sudah tidsk ada harapan
Fariup nukun lagi dalam numah tangga;
q. bahwa kondisi rumah fangga yang sudah

demikian adanya jelas tidak akan membawa maniaat, paling tidak madarmya
sudah nampak yaitu aniam Penggugat dan Tergugal sudah sdak mampu

berhubungan dengan bak dan rukun schag layaknya pasangan suami
isin, oleh kaena @ jalan yang ierbaik bagl kedua belah pihsk acalah
pocemian, sebab apabils lane ndak aan

memunculkan kemadiaratan yang lebh besar ierhadap rueak fangga dan
keluama kedua belah phak;

Menimbang, bahwa bia salsh s phak sudah kehiangan rasa onia
il lhezesih =nyangnya, maka ciia ideal bagl susty kefsdu pan nemah tangga tidak
akan pemash menjadi kenyataan, babkan kehidupan rumah @ngga B akan
menjadi belenggu bagi kedus belsh pinak, ity puia ]
ikatan baghin mencka terkoyak, dan sdak ada harsnsn uniuk rulon kembak
sehagal s s

Meniminang, bahwa dengan fenungkapnya fakia eradinga persekshan
dan periengkaran yang ions menens aiaa Penggugat dan Tergugal sera
fskia hatwa Penggugal sudsh berekad uniuk bercera dan Tergugat o
permdangan, maka @npa mempersoalkan piesk mana yang salh dan b
dalam pevkara i, Majeks Halkim berkesempulan bahwwa rumah tangga
Fenggugat dan Tergugat ierbuk ielsh pecan dan Sdak ada harapan kgl unk
hifup nukun dan damai sehagal susTi Ein sehingga dalam kondis yang
demikizn Myels Halomn bery pat bnlwwe y umah nggs yang
seperl i akan menimbuban mudharat yang lebih besar dan pada

Hilasian 19 Sl 38 Bl Pulyose Momos 25050 GRS Lsm
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mashlahainya, kwrena buuan [ uniuk keluzrga yang
bahaga dan keknl schagaimana maksud pasal 1 Undang-undang Momar 1
Tahun 1574 fenang Ferawinan jo pasal 3 Kompiasi Hukum [skm tahan 1951
adak mungkin lagi iendud dalam numsh iangga Penggugal dan Tergugat
sebagaimana disyacatican dalam al-Quran surat Ar-Fuum ayat 21;

Menimiang, bahen berdasarkan fakea hulum di atas, maka Majelis
Hakim berkesmpulan bahwa nemah tangga Fenggugat dan Tergugat benar.
benaw sudah lichk hasrmonis dan sudah pecah karena elah erpd persclisihan
dan perfengkaran ferus menens yang sudah bdak mungin gl onouk
dinukunkan dalam sy rumah tangga sefingga memperiahanikan rumah angga
yang demikian tidak sejian dengan maksud dan wjuan perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta hulum ersebul ielsh memenuhi noma Aukom
slam yang terkancdung dalam Kesh Fikih Sunah Juz || halaman 290 yang
dambil aiih menad persmbangan Majeks Hakim sebagal beskut;

'.I.I"Fl.tﬂ.-i.EIIJII-_.H..fw:}l;b,ﬂ_l;;dlls:&-ﬁ.“lf:élU'.\T.Ll.i'l.ﬁ:q_l}!&.l
et g B el s

Artirrya - “hatwa i bolefs menuntut ceny kepada hakim apatida dia mengaky
il MenCapar perakuan pang menyaliosn  can STy

seungga hal fevsehed capar v i pa Iabengan
SAaTY IStV anfara mersia bemua

Demikian pula norma hulum klam yang terkandung dalsem kiab Al-igna
Juz Il halsman 123 yag dijpciken sehagal pendapal Majeis sebagai berio:

adlls pumlall

Artirpar "DV saal st ielsh memoncak rsa bdsk sy ferhadag saminga,

faaR mML

Menimiang, hahen berkaksn dengan perkars 8 oo, sesunl dengan

Yunsprudensi Mahkamah Agung Rl Momor: 3TUKAGLS95 mnggal 26 Maret

1997 mengakiraksian kaidah hulom Babwa “susm 6 yang sl hevokeam

Hilasin 30 S 28 hidirtin, Pulicses Kome 2S00 GR0TURAS Lem
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serumah lagl, dan doak ada hamapan el oup o g, maka remaly
tangga iersebut iekah terbul redak dan pecah™;

Menimbang, bahwa sesus dengan Yorsprodersi Mahkamsh Agung RI
Tanggal 19 Januan 1989 Nomor S3KAGIL998 mengabsimkemkan kasdah
Fukum ““Eahwa o anfara s siin
felaf ferbukfl dalam pemenisast o Mahkamah Syariyah dan o duekung aieh
fakta bak berfasinya Myeks Haom merukunkan kemball para phak yang
hersengheta SEhagM ST ISTY, MakD SeswH dengan keteniuan Pasal 19 hun
{1 Peraluran Femerinfah Nomar § Tafum 1975 jo. Undang-Undang Momar 1
Tehun 1974 Secara yundhs gugaian Penggugal yang mohon perceraian
dengan Tergugal hansskah of kabulkan™;

3. balem  ber Surai Edasan Mahkamah Agung
{SEMA)] Momor L Tahun 2022 Teniang Pemberiakusn Rumusan Hasil Rapat
Fleno Kamar Mafkamah Agung Tahwn 2022 Sehoga Pedoman Pelaksanaan
Tugas Bagi Pengadian, dalum Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf
¢h) poin 2 yang memaikan bafwn “perkara pefcoraian dengan sbsan
per dan 4 g yang ferns menerus dapal chkatlan jika
terhuss dan gl s atau felah
tempal bnggal Selama minmal § fenam) bulan™

Menimiang, berdasarkan fakea hulum di atas jugs di mana iekh erbula
perselishan aniam Penggugat dan Tergugal telah berlangsung secara iens
menerns dan antara Penggugal dan Tergugat sudah berpsah sempat trggal
dengan tidak menjalankan kewajiban sehagal suami istrl selama lebih kurang 3
{tiga)] fahun lsmarya, dengan demikan faksa hukum dapat diksbulin oeh
Misels Halom larena feah memenuhl maksud dan Guan sehsgemana
ketentuan tersebut;

Meniminang, bafwe fakdn hulum tersebut delsh juga memenuhl salah
saiu alasan percesnian sehag diznr dalam Pasal 33 ayat (Z)
Undang-Undang Momor 1 Tahun 1974 jo. Fasal 19 bund | Pesaturan
Pemeringan Momar 3 Tahun 1975 jo. Fasal 116 hoeul 1 Kompiias) Hokum [sihmg

3. hatraa gan tersebus di

mmwmmpmm;hIMMmm
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Penggugat agar Pengadian menjatuhkan talak safy ban sughra Tevgugat
terhadap Penggugat tersetas telah beralasan dan tidsk melwan bukum sesia
memenuhi Pasal 119 ayat 2 bt (c) Kompilas) Hukum Istam, oleh kanena i
panr dkabukan;

Menminang bahwn taak sabu bain sughm merupakan lals yang
dijatuhican oleh Hakim alas perminiaan seorang isten, yang mana akisa hukum
dari falsk salu bain sughra adalah antra Susmi dan isien tidsk dapat hedup
bersama kemball, terkecuali dengan akad nikah yang bans;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bafwa dalam f gan ini, Tergugat dalam
omvens akan di sebut sebagal Penggugat Rekonvensi dan Penggugat dalam
Borwens akan disebut sehagal Tergugat Relonvens;

Menimiang, hatwa maksud dan tujusn Penggugat Rekomvens adalsh
sebagaimana. iersebut o atas;

Menminang, bahwa segala apa yang telah diperimbangkan dalsm
pertimiangan komeensl Secara muiabs msdnds Menpakan saty kesanian
yang tidak dengan 0 a quo;

g, hahwa pada da Penggugat Feskonvens berkeberatan
unmuk bercerl dengan Tergugat Rekorvens, namun dengan skap kemsnya
Tergugat Rekorwensi yang ingin mengakhin peruwnan, dengan berat hati
Penggugat F ceral dan Tergugal Rek -]
umiuk Bu ieh karema antara Penggugat Rekomversi dan Tergugat Rekomvens
beium bercampur (gatdn cukhey) sehagmana lyaknya suami sten, sehngga
Fenggugat Rekorvens! meminia agar Tergugat Rekomvensi mengembalikan
k| gugatan ini berasal dan Tergugal Rekonversi;

Menimbang, bawa ams unhdan Penggugat Rekonvens: tersebe,
Tergugat Relonvens mengakal baiea selama percnsinan antara Fenggugat

Rekormvens meryerahkan pada putusan Majells Hakim;

Fikisiin 17 Sl 28 Badiriin, Pullcss Komos 25090 GRS Lam
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goukd

Menimbang, bahwa mengena  niuan  Fengugat | Penggugat
Rekorvens dan Tergugal Rekonversi, Majels Hakim memperimbangkan
sebagai berilu-

Menimbang, bahwn  untsk  membukkan  wniutanma Penggugat
Rekomiens telah mengajukan bukdi T2 berupa kutpan akia niksh yang
menerangkan batvsa mahar yang selah dibayarkan cieh Fenggugat Fekonsens)
kepada Tergugat Rekorwensi adalah sepumiah 17 {lujuh beles) mayam emas
Fiadl mana diperbust cleh kefesangan dan kedua saksi Tergugat Rekonsens
yang meneangkan bahwa mahar Tergugat Riekonversi berupa emas sejomiah
A7 {tupai belas) mzgam;

Menimioang, bahea mahar atau maskswin meupakan niiah atsu
pemiberian yang wajib dberkan mieh calon mempels pria kepada cakon
mempelal wariia dan hanes desbukan jumiah, beniuk dan Ensmya yang
disepakan kecus belah pinask, ssat calon jpria gsungkan akad

wa, aleh sudah menjadi hak milic
pritad pihask isten. Namun syanat isim membenkan pergecualan jka st
suami sten ierjadi pescesaian sedangkan antarn susmi isten belem pesnah
mlakukan hubungan suami isten jgob dukho), maka suami wajb membayar
setengah mahar yang telah diteriulan daiam akad nkahnya kepada Penggugat
sehagal isterrya,  Hal inl sesunl dengan pasal 35 ayat 1 Eompilasi Hukom
Islam yang menyatakan “Suwam yang mentakak isfenmya gobla al cukthul wagh
mambayar seiengah mahar yang felsh dtenfukan dalam akad nikal”, Mg
Fasal 149 Kompilas Hulom Isam hunt (o) yang menyatalan *Biamana
periwinan putus kaena faiak, maka bekas suami wagh melrs mahar yang
masih lemutang seloruhnga, dan separuh apabil gabs ad dukfe;

g, bahaa mengenal umish mahar yang hanes dikembalikan
oleh Tergugal Rekonvens kepada Penggugat Rekorvens], majelis halam tids
sependapat dengan pasal 35 ayat 1 dan pasal 149 bueuf ) Kompilasi Husum
Islam, hahwa dasar bebum tersebut ditujban (bhitat nash) terhadap perars
coral Wmlak sl cemd aias kehendak suami, Namun dalsm perkara 8 Quo,

Tergugal FRekonvens  (sin) yang menghencaki  percerann  sedangkan

Hikasan I3 Sl 38 b, Pulicse Komos 25090 GRS Lam
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'r-h‘llﬂ

Fenggugat Rek Faa ya tidak meng adarya percersan
dan rumah angganya keminall sepert semula;

Menimbang, batvem Majsis Hakom gan dalam per
a0 Penggugal Fekonuensh adsiah pehak yang drugian karena percersan
chlakukan sebeum ferjacimya hubungan seksual suami isien;

Menimbang, bahwa sehagumana pendapat Asy-Syarbani dalam
kitabmya Mughn a-Muhta) yang dambil alih oieh Mayels Halm batsa mahar
merupakan harts yang wajh diserahkan karena sebab rikah, hubungan
sehsual, atau hilangrya kepermsanan. Dan juga dalsm hadits Mabe S&W yang
diriwayatkan darn Alsyah ra

etz b o dmial Ly pgall Lgld Lol ils..

Amnyar ", Apabda suami ielah menyeting, maka i berhak st
makar dikarenakan kemaksanmya ielah disalalican. . (HR. Abw Daud)

Menimbang, batwen dari agenda jwsab merjawabh antara Penggugat
Rekorvens dan Tergugat Rekonvensl seria dan keterangan kedun saks
Tergugat Rekorensi dapat diketahul bafwa antam Penggugat Rekorensi dan

Tergugai F belum Puungan suami isin (gabla dukhul)
sehingga Temugat Rekorvensi tidak berhak iethadap mahar dan Penggugat
Rekorvens;
Menimbang, bahwa berdssaran fsdadskia yang  diperoieh d
gan dan gan saksi || Pengougat Rekorvens! mengatakan
batwa Tergugat Rekorvensi tidsk mau melanpskan hubungan periawsinan
dengan Penggupgal Rekomvensi dan Tergugat Red ro

mengemialikan mahar perkawinan, dan begii juga dengan keluarga Tesgugat
Relomens ielah menyatskan hal yang sama kefika ierjadinga pertemuan
artam keluarga pinak Penggugat Rekonvens dan Tengugat Rekonvenst

Menimbang, bahwa bemfasarkan pertimibangan di aias, maka Majelis
hakim berpendapat  babwa Tesgugal  Rekonversi  berkesmjban  unmk
e mahar f kepada Penggugal Rekorvenst ssundmym
yaifu ssjumiah 17 fhsjuh belas) mayam dan haeus diunaskan ketika Tesgugat
Rekomens mengamid Akea Ceri;

Fikisan 24 Sl 28 bidintin, Fullcss Momo: 25080 GROTINES Lan

o g 2 Mt Fhsiaruan 24
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Dalam Konvensi dan Rekomensi:

Menimbang, bafwa kanena perkara a Quo masuk bidang perkawinan,
maka bemiasarkan Fasal B9 ayat (1) Undang-undang Momor 7 Tahun 1985
Tentang Peradian Agama sehagamar telah dinah dengan Undang-undang
Momar 3 Tahun 2006 dan pendbanan kedua dengan Undang-undang Momor 50
Tahun 2008, biaya perkara hans dibebankan kepada Penggugat;

Mengingal semua pasal dalam pesaiuran penandang-undangan dan
I Iskam yang berkaitan dengan perara ini;

MENGADILL:
Dalam Konvensi:
L Mengabulan gugatan Penggugat Komersi;
z Menjmurkan ok sal bain sughra Tergugat  Komens
(Moooooooooooooces. BN KNKKKKKKKKKNKEK)  gabian’ dukhe! erhadan
Penggugat K " BT |
Dalam Fekonvensi:
1 0 gug Penggugat Rekomvers;

2 ghukum Tergugat Rek urmk mengy seluh
mahar kepada Penggugat Rekonvensl seumiah 17 {lujuh belas) mayam
emas dan harus diunaskan pada saat Rekormensi

alia Ceral;
Dalam Konvens dan Rekorwensi :
- Membehankan kepada Penggugat Konvens: uniuk membayar bizya
perkara yang hingga saat il sejumish RpT7T0.000.00 | Tuf rmns nguh
puiuh nibu napah).

Demikin dipuluskan dalam rapat musy@sarsh Majels Hakim yang
diangsungkan pada harl Selasa tanggal 23 Januan 2024 Masefi, berepatan
dengan tanggal 11 Rajh 1445 Hjnyah, cleh kami Yedi Suparman, S.HL,
MLH., sehagal Ketua Majels, Drs. H. Ahmad Luthi, dan Hadatul Utya, S.HL,
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan iersebul discapkan dalsm
sidang ferbuka untuk umum dan disampaikan kepada par pihak melalul sisem

Hilasian 2% Sl 26 b, Pulicsh Mimee 2 5090 GOOURS Lam
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infpmasi pengadilan pada hae Rabu tanggal 24 Januan 2024 Masehi,
beviepatan dengan tanggal 12 Riyab 1445 Hydyah, cleh Keiua Majels ersebo
demgan didampingi oleh Hakim Anggoln yang sama dan dibareu oieh
Muhammad lgbal, 5H.,. sebagal Faniiera Pengganti, dengan dinadin okeh
Kuxsa Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majdis,

Tid
edi Suparman, S.H.L, M.H.

Hiskim Anggota, Hakim Anggota,
T Ted
Drs. H. Ahmad Luthfi Haddabul Ulya, 5.H1
Pantera Penggant,
T

Muhammad Igbal, S HL,

Perincian Biaya:
1. Pendataran Rp.  30.000,00
Z. Frozes Rp. T0.000,00
3. Fanggilan Rp.  E20.000,00
4 PMEFS. Kuasa - Rp 10.000,00
5 PMEFFanggian - Rp.  20.000,00
& Redaksi ©  Rp. 000000
7. Meserai Bm.__ 10.000.00
Jumizh Rp.  T70.000,00

[ Tiguah ratues: sy sty i ruypiat]

Hikasiin 28 Sl 28 bl Pulicss Mome 25090 COIUME Lam
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